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ABSTRAK 

Tesis ini mengambil tema Likuidasi Bank di PT Bank Jakarta dan lebih 
memfokuskan pada hal-hal menghambatnya di dalam pelaksanaan pemberesan 
pasca dicabut dan ditutupnya PT Bank Jakarta.Pencabutan izin usaha bank pada 
PT Bank Jakarta tersebut bersamaan dengan 16 Bank di Indonesia dan 
diumurnkan oleh Mensesneg Moerdiono, Menkeu Ma'rie Muhammad, 
Menperindag Tunky Ariwibowo dan Gubernur Bank Indonesia Soedrajad 
Djiwandono, di Gedung Utama Sekretariat Negara Jakarta. Hal mana tertuang 
dalan Swat Menteri Keuangan RI Nomor Peng-86/MW1997 tentang pecabutan 
izin usaha Bank Umurn. Menurut Menteri Keuangan keputusan itu diambil atas 
dasar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan 
berlaku semenjak 1 November 1997 pukul 13.00 WIB. Pelanggaran terhadap 
batas Minimum Pemberian Kredit dan tidak sehatnya system yang berkembang 
dalam bank ini menyebabkan diambilnya kebijakan Pemerintah. Langkah 
selanjutnya setelah menerima dana talangan dari Bank Indonesia guna membayar 
kewajiban-kewajiban bank, PT Bank Jakarta melaksanakan proses likuidasi atau 
pemberesan dimana dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Kendala- 
kendala inilah yang kemudian diangkat untuk dianalisa . 

Pengertian Bank di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 
Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 
mengalami perubahan namun mempunyai substansi yang relatif sarna. Bank 
seperti yang dijelaskan di atas maka bank menjalankan fungsi financial 
intermediary. Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatan 
keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya 
sebagai Lembaga Keuangan, bank mempunyai kewajian pokok menjaga 
kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan perekonomian dan perluasan 
kesempatan kerja. Hanya saja, Bank di dalam menjalankan usahanya hams 
memenuhi standar penilaian kesehatan bank. Tata cara penilaian terhadap 
kesehatan bank tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 
Nomor 30/11/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB 
masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan 
Bank Umum. Indikator di sini sering disebut dengan CAMEL (Capital, Assets 
quality, Management quality, Earnings and Liquidity). 

Implikasi terhadap pelaksanaan pemberesan di PT Bank Jakarta (BDL) 
telah membawa paradigma tersendirihal inilah yang menyebabkan upaya-upaya 
hukum yang dilaksanakan oleh PT Bank Jakarta (BDL) menemui beberapa 
kendala. 

Diperlukan peraturan khusus dan penegakan hukum yang lebih tegas bagi 
proses pemberesan bank-bank terlikuidasi, tennasuk di dalarnnya mengenai 
pelunasan hutang bank terhadap dana talangan yang telah diberikan pemerintah 
sehingga proses pemberesan tersebut tidak menemui kendala yang mengakibatkan 
penyelesaiannya menjadi berlamt.larut. Hal ini tentunya akan membuat preseden 
buruk bagi dunia perbankan dan umunya perekonornian di Indonesia sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perbankan di Indonesia mengalami paradigma baru dengan adanya 

penutupan dan sekaligus pencabutan izin usaha atas 16 Bank Umum yang 

dipandang tidak sehat. Likuidasi seakan menjadi primadona tersendiri yang 

menghiasi setiap headline setiap swat kabar yang ada di dalam negeri ini dalam 

memandang keadaan perbankan di Indonesia era 1997-an. Penutupan ini terjadi 

pada 1 November 1997 dengan maksud sebagai upaya pemerintah untuk 

menyehatkan sistem perbankan Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi 

ekonomi nasional secara keseluruhan yang diharapkan bisa memperkukuh 

ketahanan ekonomi nasional guna meghadapi gejolak yang mungkin terjadi.. 

Pencabutan tersebut diumumkan oleh Mensesneg Moerdiono, Menkeu 

Ma'rie Muhammad, Menperindag Tunky Ariwibowo dan Gubernur Bank 

Indonesia Soedrajad Djiwandono, di Gedung Utama Sekretariat Negara Jakarta. 

Hal mana tertuang dalan Surat Menteri Keuangan RI Nomor Peng-86lMW1997 

tentang pecabutan izin usaha Bank Umum. Menurut Menteri Keuangan keputusan 

itu diambil atas dasar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, dan berlaku semenjak 1 November 1997 pukul 13.00 WIB.' 

' http://www.hamline.edu/apakabar/basisdatdl997/11/02/0000.html, 07 Februari 2006, 
14.35. [INDONESIA-L] KMP - Pemerintah Tutu, Forwarded message [Kompas Online] 
http;Nwww.kompas.coml97 1 1/02/UTAMA/peme.htm, hlm. 1. 



Salah satu diantara ke-16 Bank tersebut adalah PT Bank Jakarta yang 

beralamat di Gedung Teja Buana, Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta Pusat. 

PT Bank Jakarta yang dahulunya bernarna N.V. Bank Jakarta memiliki Surat Izin 

usaha Bank sebagaimana temyata dalam Swat Keputusan Menteri Keuangan RI. 

Tanggal 3 Juni 1957 Nomor: 80851N.M.11 tentang Pemberian ijin usaha Bank 

Umum PT Bank ~akarta? telah mendapatkan Swat Keputusan dari Menteri 

Keuangan perihal Keputusan untuk mencabut izin usaha Bank Umumnya dan 

sekaligus pemberitahuan care taker-nya. 

Menkeu dalam Keputusan-nya yang tertuang dalam Surat Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 533KMK.01711997 tentang 

pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta tanggal 1 November 1997, dan 

selanjutnya dengan Swat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 

30/125/KEP/DIR tentang Penunjukan Care Taker PT Bank Jakarta (dalam 

Likuidasi) merupakan salah satu dasar penutupan PT Bank Jakarta tersebut. Hal 

tersebut dikuatkan kembali dengan adanya Swat Bank Indonesia tertanggal 1 

November 1997 Nomor 30/224NPB3/AdB3/Rahasia tentang Pencabutan Izin 

Usaha PT Bank Jakarta tersebut. 

Di dalam proses' penutupan izin usaha dan atau pencabutan izin untuk 

Bank Umum dalam prosedural memiliki langkah-langkah dan pertimbangan yang 

valid dan berdasarkan atas bukti yang ada. Langkah-langkah ataupun prosedural 

itu tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Pasal2 

'~alinan Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 
Djakarta 3 Djuni 1957. 



ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1968 Juncto Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor : 448/KMK.D/7/1997, sebagaiman yang dalam k ~ t i ~ a n n ~ a : ~  

"Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank mengalami 
kesulitan yang membahayakan kelangsungan kesehatan usahanya, 
Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri keuangan dengan 
menyebutkan indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan 
ditempuh Bank Indonesia" 

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan jelas 

mengatakan bahwasannya ". . . dalarn ha1 membahayakan kelangsungan usahanya 

Bank Indonesia dapat:4 

1. Melakukan tindakan agar : 

a. pemegang saham menambah modal. 

b. pemegang saham mengganti dewan komisaris d d a t a u  direksi bank. 

c. bank menghapus-bukukan kredit macet, dan memperhitungkan 

kerugian bank dengan modalnya. 

2. Mengambil tindakan lain sesuai lain sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

Khususnya dalam point (2) tersebut adalah tindakan yang dilaksanakan 

pada point (1) dianggap belurn cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi 

bank, maka barulah tindakan yang signifikan diambil seperti halnya Menteri 

kemudian mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan memerintahkan 

direksi untuk melikuidasi bank tersebut. 

Ketentuan di atas mengarnbarkan dengan jelas mengenai kriteria 

penutupan dan sekaligus pencabutan izin usaha haruslah melalui prosedur yang 

3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Putusan Sela) 
No. 13 8/G.TUN/1997/PTUN-JKT, hlm.8 

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 



berupa langkah-langkah yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan baik 

Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Itupun sebenarnya perlu 

mendapatkan ratifikasi kembali dengan Revisi-nya yakni Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 yang merupakan landasan daripada peraturan perbankan di 

Indonesia. 

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jakarta untuk pertama 

kalinya tidak dapat menerima Keputusan tersebut, sehingga Bank Jakarta 

mengajukan gugatan dalam perkara gugatan dengan pemerintah di Pengadilan 

Tata Usaha Negara di Jakarta dalam pokok perkara Nomor 

~~~/G.Tu~v/~~~~/PTuN-JKT.~ 

Gugatan tersebut didasarkan kepada beberapa pertimbangan hukum 

berikut merujuk kepada peratwan perundangan yang berlaku khususnya Undang- 

Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Demikian pula pengakuan dari 

Komisaris PT Bank Jakarta juga yakin bahwa Bank Jakarta sehat-sehat saja, 

kecuali sering kali melanggar ketentuan Legal Lending Limit (3L) atau Batas 

Maksimum Pemberian Kredit, dan dia juga yakin ha1 tersebut adalah biasa dalarn 

dunia perbankan sejauh Komisaris maupun Direksi tetap yakin terhadap Back-Up 

dana untuk persediaan tak terduga, namun dalam perkembangannya terjadi 

beberapa ha1 yang membuat pelanggaran terhadap Batas Minimum Pemberian 

Salinan Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT.Bank Jakarta, tanggal 16 Maret 1998 
dihadapan Notaris Harun Kamil, SH , di Jakarta, yang dihadiri oleh Para Pemegang Saharn dan 
Direksi PT.Bank Jakarta. 



Kredit itu menjadi tidak rasional lagi atau dapat dikatakan membahayakan 

kelangsungan usaha perbankan.6 

Beberapa Kalangan praktisi Hukum memberikan pendapat mengenai ha1 

ini. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengingatkan agar pemilik bank harus 

benar-benar dapat membuktikan apakah ada kesalahan struktural yang dilakukan 

atas keputusan likuidasi itu. Terutama persoalan yang menyangkut sehat tidaknya 

bank, baik dalam ha1 pelanggaran BMPK, pernah tidaknya kalah kliring, hingga 

masalah prosedural. Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, sebelum palu likuidasi diketukkan, BI terlebih dulu 

harus meminta pemilik bank menambah modal, mengganti pengurus, 

menghapusbukukan kredit macet dan mengurangkannya kepada modal, serta 

mencari investor baru. 7 

Dalam perkembangan selanjutnya PT Bank Jakarta pada akhirnya 

menerima keputusan Penutupan Banknya tersebut dengan arti lain PT Bank 

Jakarta telah resmi dinyatkan pailit dan ditutup sekaligus dicabut izin Bank 

Umurnnya dan kemudian segera untuk dilaksanakan likuidasi bank. 

Penerimaan status Banknya yang kemudian dalam status Bank dalam 

Likuidasi bukanlah ha1 yang mudah. Karena setelahnya PT Bank Jakarta harus 

melaksanakan koordinasi di dalam upaya penarikan asset-asset Bank yang ada di 

nasabah guna mengganti dana talangan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia 

selaku Bank Sentral terlebih dahulu. 

Wawancara langsung dengan salah satu mantan Branch Manager PT. Bank Jakarta cab. 
Surabaya, di Yogyakarta, Januari 2006. 

' http://kambing.v1sm.0rp/bebas/v0 I/Rlfup/l997/up-1997-040.txt, " Media Elektronik 
Sekretariat Negara Tahun 1997. 



Hal inilah yang kemudian mendasari terbentuknya Tim Likuidasi dan 

Care Taker dari Pihak Bank Indonesia selaku pegawas dan dari Pihak PT Bank 

Jakarta itu sendiri. Tim Likuidasi ini harus terbentuk maksimal2 bulan semenjak 

Penutupan Bank. 

Proses pemberesan pasca pencabutan izin usaha Bank Jakarta dan 

penutupan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Berbagai kendala yang 

dihadapi di dalam pelaksanaannya baik secara subsatansi terutama prosedural 

yang berlaku saat itu berpengaruh banyak terhadap pemberesan Bank Jakarta 

tersebut. Perpinndahan kewenangan terhadap penanganan proses likuidasi dari 

Bank Indonesia ke BPPN dan berpindah lagi kepada Menteri Keuangan tentu saja 

berdampak juga bagi penyesuian data dan perubahan sistem yang berlaku di 

dalarnnya. Diakui ataupun tidak akan berpengaruh terhadap proses kinerja dalam 

pelaksanaan proses likuidasi tersebut. 

Peraturan Perundangan yang berlaku merujuk kepada Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu menempatkan kasus-kasus 

likuidasi ini kepada instansi ataupun lembaga yang benvenang yang dapat 

menanganinya secara komprehensif, dan seyogyanya tidak berpindah. Untuk 

itulah lahir Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan peraturan-peraturan 

tambahan baik dari Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan sebagai penjelas 

pelksanaan proses likuidasi ini. 

Wacana baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi menarik 

untuk dikaji lebih lanjut mengingat di dalam kedua Undang-Undang tersebut 



tergambar analisis terhadap kasuistik yang terjadi dalam Pelaksanaan Likuidasi 

PT Bank Jakarta ini. Beberapa aturan di dalamnya mempunyai perbedaan namun 

sebagian besar terdapat kesamaan diantaranya. 

Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian guna menganalisa 

permasalahan-permasalahan yang timbul seiring dengan pelaksanan Pemberesan 

PT Bank Jakarta tersebut berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang 

berlaku dimana Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia telah memberikan dana 

talangan terlebih dahulu yang kemudian hams dikembalikan oleh Bank dalam 

Likuidasi terebut melalui penyelesaian tagihan kepada nasabah Bank dan asset 

Bank. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberesan pada PT 

Bank Jakarta. 

2. Apa upaya hukurn yang talah dilakukan PT Bank Jakarta dalam rangka 

pemberesan tersebut. 

C. Tujuan Peneltian 

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pemberesan pada PT Bank Jakarta. 

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang telah dilakukan PT Bank Jakarta 

dalam rangka pemberesan tersebut. 



D. Manfaat Penelitian 

1. Mengembangkan wacana di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum 

Perbankan dalam hubungannya dengan penerapan prosedural pencabutan 

izin usaha Bank Umum dan proses likuidasi menurut Undang-undang 

Perbankan yakni Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 juncto 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

2. Sebagai kontribusi positif terhadap upaya pelaksanaan likuidasi yang baik 

dan benar atas dasar perundangan yang berlaku. 

E. Tinjauan Pustaka 

Likuidasi menurut W.J.S Poenvadminta adalah pembubaran badan 

hukum sebagai perusahaan yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para 

kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (pesero).' 

Sedangkan menurut John M.Echols dan Hassan Shadily Likuidasi adalah 

Liquidation yang artinya pembubaran, 9 

Likuidasi dalam pandangan salah saeorang pakar hukum di Indonesia 

Sutan Remi ~jahdeini lo 

Likuidasi adalah proses pemberesan harta kekayaan atau 
asset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu 
perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan 
tersebut. 

W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999. 
John M. Echols, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1979, hlm.45 

l o  Ramlan Ginting, Ramlan Ginting, "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam 
Kepailitan Bank", Buletin Hukum Perbankan dun Kebanksentralan, Vo1.2 Nomor 2,2004, hlm..32 



Pendapat pakar hukum lainya Rachmadi usman' ' 
"Pengertian Likuidasi tidak terbatas kepada pencabutan izin 
usaha bank tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan 
pembubaran (Outbinding) badan hukum bank dan 
penyelesaian atau pemberesan (Verijjing) seluruh hak dan 
kewajiban bank sebagi akibat dibubarkannya badan hukum 
bank tersebut. 

Menurut Muhammad Djumhana, Likuidasi yang merupakan kelanjutan 

dari pelaksanaan pencabutan izin usaha bank tersebut dilakukan dengan cara : I 2  

1. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur, diikuti 

dengn pembayaran kewajiban bank kepada kereditur dari hasil 

pencairan dan atau penagihan tersebut; atau 

2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang 

disetujui oleh Bank Indonesia. 

Sedangkan dalam pelaksanaannya kemudian dibetuk Tim Likuidasi guna 

menyelesaikan proses tersebut. 

Likuidasi di beberapa Negara seperti Inggris, Arnerika dan Korea 

berdasarkan dalam satu kegiatan yang berkesinambungan dengan kepailitan. 

Artinya Kepailitan dilaksanakan terlebih dahulu baru likuidasi dilakukan guna 

menindaklanjuti proses daripada kepailitan tersebut.13 

Hal ini mendapat perkecualian apabila terdapat perdamaian (reorganisasi) 

yang disepakati oleh para kreditur dan debitur maka tindakan likuidasi tidak 

dilaksanakan. Pengaturan demikian berbeda dengan pengaturan di Indonesia yang 

1 I Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 200 1 ,  hlm. 167. 

l2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2000, hlm.212. 

l3 Ramlan Ginting, op. cit., hlm 7. 



memisahkan antara pengaturan kepailitan dengan pengaturan likuidasi yang 

masing-masing diatur oleh undang-undang yang berbeda, yakni Kepalitian dengan 

Undang-undang Kepailitan sedangkan Likuidasi dengan Undang-Undang 

Perbankan. Hal ini dikuatkan lagi di Indonesia pelaksanaan Likuidasi di 

Indonesia selalu tidak didahului dengan kepailitan namun dengan tindakan- 

tindakan penyelamatan Bank. 

Perbenturan-perbenturan antara tindakan yang diambil dengan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku dalarn praktek likuidasi ini seperti jaminan 

hukurn tim likuidasi, dasar hukurn ketentuan likuidasi dan sebagainya adalah 

diakibatkan lemahnya peraturan yang berlaku. 

Melihat dari keterangan tersebut proses Likuidasi terhadap 16 Bank 

diantaranya terhadap PT Bank Jakarta tersebut telah menimbulkan persoalan 

hukurn antara lain : 

1. Proses Likuidasi yang menyangkut berbagai pihak 

2. Otoritas perbankan 

3. Relevansi kebijakan pemerintah atas dasar sistem hukurnnya yang 

terrealisasi di dalarn Undang-Undang Perbankan di Indonesia. 

4. Pemilik Bank 

5. Kreditur, debitur yang mempunyai niat baik 

Seperti yang terdapat di dalam Pasal29 Undang-Undang Perbankan dalam 

hal ini Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, memang mengatur 

tentang kewenangan Bank Indonesia khususnya mengenai Perbankan di Indonesia 



dengan prinsip Bank Sentral tersebut, dan juga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia diantaranya: 

1. Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia 

Dalam ha1 ini bank Indonesia benvenang menetapkan peraturan-peraturan 

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian agar memberikan rambu- 

rambu bagi pelaksanaan perbankan di Indonesia tenvujud sistem 

perbankan yang aman dan efisien. 

2. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan Bank dengan 

memperhatiklan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, 

rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha Bank. 

3. Memberikan atau mencabut izin bank 

Dalam ha1 bank mempunyai resiko membahayakan terhadap kelangsungan 

Bank tersebut, maka Bank Indonesia berhak mencabut izin usaha Bank, 

namun dengan catatan ha1 itu tidak melanggar Undang-Undang. 

Bank dianggap membahayakan kelangsungan sistem perbankan terdapat 

kriteria-kriteria yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan yakni apabila kesulitan yang dialami dalam 

menjalankan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu menjalankan kewajiban- 

kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan 

dampak berantai bagi bank-bank lain. 



Selanjutnya akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank 

bersangkutan, dan apabila tidak maka Bank Indonesia dapat meminta kepada 

Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang berisi : 

1. Pembubaran badan hukum bank, 

2. Penunjukan tim likuidasi dan 

3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Proses selanjutnya setelah pencabutan izin usaha atau pembubaran badan 

hukum bank maka langkah selanjutnya adalah likuidasi. 

Likuidasi Bank berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat, 

seperti halnya kepada Bank Jakarta pada khususnya dan 16 bank yang lain 

maupun dunia perbankan Indonesia pada umurnnya. Sinyalemen demikian 

memang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance karena 

telah menyangkut ruang lingkup kepentingan orang banyak. Nasabah bank 

menjadi takut atas uang yang disimpannya, nasabah bank menjadi apriori terhadap 

perbankan, dengan demikian amat merugikan sekali bagi system perbankan 

nasional. Kemudian akan berimbas kepada hajat hidup orang banyak yakni 

kehidupan karyawan, relasi / mitra dan sebagainya. 

Polemik demikian telah memicu tindakan-tindakan dari nasabah yang 

berutang kepada Bank khususnya bank terlikuidasi terkadang melakukan 

tindakan-tindakan yang justru menghambat proses pemberesan tersebut. 

Belumlah lagi dengan permasalahan Bank itu sendiri, seperti keterangan di atas 



tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan Legal Lending 

Limit Bank. 

Padahal di dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang patut diperhatikan 

adalah faktor hukurnnya sendiri, penegak hukum yaitu pihak-pihak yang 

membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan dan faktor budaya yaitu hukum sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.I4 Oleh karena itu, 

upaya penegakan hukum tidak lepas dari cita hukum yang dianut dalam 

masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, 

lembaga hukurn dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga 

masyarakat). l 5  

Permasalahan yang timbul kemudian adalah dalam masa pemberesan Bank 

dalam Likuidasi tersebut. Akibat tidak adanya kepercayaan masyarakat tersebut 

tentunya berimbas kepada permasalah-permasalahan baru yang menyangkut 

penarikan utang nasabah dan atau permasalahan lain di dalam upaya penarikan 

asset-asset bank. 

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang bagaimana hukurn 

hams berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti 

bahwa orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu 

l4 Ibid. hlm. 4-5 
l5 Arief Sidharta, Rejleksi tentang Struktur Hukum, Mandar Maju, Bandung 1999. 

hlm. 180 



pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan 

sanksi menurut hukum 16.  

Penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat 

dan terakhir keadilan dituntut masyarakat dimana sangat berkepentingan bahwa 

dalarn pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan 17. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif; yaitu mendasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku baik bersifat ketentuan nasional maupun 

internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak mengikat. 

1. Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah Aspek Hukum Pemberesan PT Bank Jakarta 

2. Sumber Data 

Surnber data yang dipergunakan dalam penelitian inilah adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari literatur atau dokumen hukum serta beberapa 

hasil penelitian-penelitian ilmiah yang meliputi : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat (legally and 

binding;), yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, seperti: 

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang 

direvisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 

tentang Bank Umum 

l6 Franz M Suseno, Etika Politik, Grarnedia Pustaka, Jakarta 1994. hlrn. 79 
" Sudikno Metokusurno, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1993. hlm. 1 



3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1996 

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran 

dan Likuidasi Bank sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 

4) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 220KMK.0 1711 993 tanggal 

26 Februari tentang Bank Umum. 

5) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448KMK.0 1711 997 tanggal 

22 Agustus 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara 

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya 

dan axtikel-artikel yang menyangkut dengan pokok masalah serta beberapa 

literatur. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukurn dan 

enkslopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui pengumpulan 

konsep-konsep, teori, pendapat ataupun doktrin baru yang berhubungan erat 

dengan masalah yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan dan karya- 

karya ilmiah yang berhubungan. Disamping studi pustaka juga dilakukan 

pengumpulan fakta yang terjadi misalkan melalui swat kabar, tabloid, majalah 



dan media informasi lainnya. Untuk melengkapi data sekunder dilakukan 

wawancara dengan beberapa nara sumber. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dengan menyusun data secara sistematis guna menemukan kejelasan masalah 

yang akan diteliti. Menurut Maria Soemardjono data yang diperoleh dari 

penelitian atau studi pustaka dan dokumen dianalisis dengan menggunakan 

metode kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam analisis bersifat 

abstrak-teoritis 18. Secara umum analisa data ini dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan. Dari hasil studi kepustakaan akan dianlisis secara 

sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas- 

asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian hukum yang 

melingkupi persoalan perlindungan hukum proses pencabutan izin usaha 

bank umum dan liquidasi 

Penelitian Lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis 

secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada 

dalam praktek untuk melengkapi uraian yang diperoleh dari studi 

kepustakaan. Penelitia ini dilakukan terhadap responden atau narasurnber 

dengan cara, baik melalui obeservasi maupun wanwancara. Pemilihan 

instrument penelitian ini, tergantung dari berapa jumlah responden yang 

ada. 

'' Maria Surnardjono SW, ~edoman'pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia Pustaka 
Utarna, Jakarta 1997. hlm. 40 



Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan norrnatif, yaitu metode pendekatan yang dipakai untuk menganalisa 

data kualitatif yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif. l9  

l9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta 1986. hlm. 29 
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BAB I1 

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, PEMBUBARAN DAN 

LIKUIDASI BANK 

A. Tinjauan Umum Perbankan 

Bank dalam pengertian yang sebenarnya terdapat di dalam Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal (1) yaitu : Bank adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian dapat 

dikatakan Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Perbankan atau Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan memberikan definisi yang senada narnun ha1 tersebut 

dimasukan ke dalam Pasal (1) angka 2 dengan menambahkan sedikit keterangan 

mengenai bentuk usaha bank. Sedangkan pada angka 1 menjelaskan tentang 

perbankan dalam skala urnurn yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Bila melihat konteks Bank seperti yang dijelaskan di atas maka bank 

menjalankan fungsi Jinancial intermediary.44 Sebagai badan usaha bank akan 

selalu berusaha mendapatan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang 

dijalankannya. Sebaliknya sebagai Lembaga Keuangan, bank mempunyai 

44 Rachrnadi Usman, op. cit., hlm.59. 



kewajian pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan 

perekonomian dan perluasan kesempatan ke rja. 

Kedudukan Bank Indonesia bila mendasarkan kepada konsep di atas 

bukanlah termasuk dalam pengertian "Bank" sebab bukanlah sebuah badan usaha 

yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kendati 

melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.45 

1. Bentuk Hukum Bank 

Dalam ha1 ini bentuk hukum suatu bank haruslah jelas sehingga dapat 

diketahui secara tegas kedudukan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan 

pendirian, pengurus yang benvenang mewakili bank. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang Perbankan yang mengikuti perkembangan dunia 

perbankan itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan Pasal21 ayat (1) yakni : 

a. Perseroan Terbatas 

Dasar hukum untuk Perseroan Terbatas dahulunya terdapat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-ndang Hukum 

Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan 

tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 36,40,42 dan pasal 45, 

sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan 

dunia usaha. 



Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Pasal 1 angka (1) 

tentang Perseoran Terbatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Perseroan Terbatas ialah : 

1) Badan Hukum 

2) Didirikan berdasarkan perjanj ian, 

3) melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham, dan 

4) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini 

serta peraturan pelaksananya. 

Perseroan Terbatas tidak menggunakan nama salah seorang atau 

lebih diantara para pemegang sahamnya melainkan memperoleh namanya 

dari tujuan perusahaannya saja. 46 Oleh karenanya Perseroan Terbatas 

merupakan subjek hukum mandiri "personastandi in judicio "dapat 

dibebani hak dan kewajiban dalam hubungan hukum." 

Khusus untuk Perseroan Terbatas, karena pada umumnya 

Perusahaan Bank yang berbentuk Pesero, sekarang ini telah banyak dan 

hampir seluruhnya berubah ke dalam Perseroan Terbatas. 

Konskuensi yang terjadi adalah: 

1) Pemegang saharn perseroan tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak 

46 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan 
(Badan Usaha),Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.48. 

47 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1996, hlm. 12 



bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham 

yang telah diambilnya. 

Namun hal itu tidak berlaku apabila pemegang saham 

memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; 

terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

perseroan; atau melawan hukum menggunakan kekayaan 

perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak 

cukup melunasi hutang perseroan. 

2) Kegiatan perseroan hams sesuai dengan maksud dan tujuannya, 

artinya perseroan yang bergerak di bidang perbankan maka 

maksud dan tujuannya hams sesuai dengan ketentuan yang termuat 

dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

atau perubahannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan. Dengan demikian maka apabila sesuatu Perseroan 

Terbatas akan bergerak di bidang usaha jasa perbankan hams 

menjalankan kegiatannya sebagai Bank Umum atau Bank 

Perkreditan Rakyat. 

Perseroan Terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana 

masyarakat seperti bank menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, wajib 

mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Pasal 1 ayat (2) 



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

menyebutkan bahwa kelengkapan Perseroan Terbatas yaitu :48 

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala 

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris 

dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan atau 

Anggaran Dasar. 

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud adalah: 

a) Berhak mendapatkan segala keterangan yang berkaitan 

dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris. 

b) Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris 

c) Menentukan penggunan laba bersih dan mengesahkan 

laporan 

d) Merubah Anggaran Dasar perseroan dengan syarat Rapat 

Umum Pemegang Saham telah mencapai kuorurn. 

e) Mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui 

rancangan penggabungan atau peleburan atau 

pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang 

akan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambil 

alihan. 

--  - -  - - 

48 Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok HukumPerusahaan, Bentuk-bentuk 
Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, ha1.77 



f) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat 

kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan 

kegiatan usahanya, kecuali ditentuakan lain dalam 

Anggaran Dasar. 

g) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berada 

di wilayah Republik Indonesia. 

2) Direksi 

Direksi merupakan organ perusahaan yang diberikan wewenang dan 

kewajiban untuk: 

a) Mengurus dan mengelola perseroan mulai dari mewakili 

perseroan di dalam maupun di luar pengadilan dan 

berwenang untuk melakukan pendaftaran perusahaan dalam 

Daftar Perusahaan. 

b) Mengalihan atau menjaminkan utang atas seluruh atau 

sebagian harta kekayaan perseroan dengan persertujuan 

Rapat Umum Pemagang Saham. 

c) Direksi berwenang untuk mengajukan permohonan pailit 

bagi erseroan ke Pengadilan Negeri jika perseroan 

mempunyai banyak utan dan tidak mampu lagi 

mengembalikan utang-utangnya, dengan terlebih dahulu 

mendapatkan persertuj uan. 



d) Setiap anggota dari Direksi bertanggungjawab secara 

langsung atas kerugian atau kepailitan yang terjadi karena 

kesalahan Direksi. 

e) Direksi benvenang untuk menyusun rencana 

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. 

3) Komisaris 

Di dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dengan tugas pokok mengawasi kebijaksanaan 

Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasehat kepada 

Direksi dalam ha1 Komisaris menemukan pekerjaan Direksi yang 

dinilainya kurang sesuai atau menyimpang dari Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang dapat mengakibatkan 

kerugian perseroan. Dengan arti lain tugas utama dari Komisaris 

adalah mengawasi pekerjaan Direksi. 

Kondisi sekarang dengan ditariknya para pemilik bank terlikuidasi 

dan bank beku operasi untuk mempertanggung jawabkan dan melunasi 

hutang-hutang banknya, adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas.karena mereka ditenggarai telah berbuat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan 

banknya semata-mata untuk kepentingan pribadi, atau secara melawan 

hukum menggunakan kekayaan banknya. 



Hal inilah yang dapat menyebabkan tidak tertutup kemungkinan 

hapusnya tanggungjawab terbatas tersebut, dan menjadi tanggungjawab 

hingga ke harta pribadi. 

b. Koperasi 

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan, 

dengan arti lain bank dapat dijalankan dengan bentuk koperasi. Koperai 

sendiri merupakan badan hukum dan telah disyahkan oleh Pemerintah 

seperti yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 

1992 tentang Pengkoperasian. 

Pengelolaan atas kegiatn usaha koperasi misalnya di bidng usaha 

perbankan akan menjadi tanggung jawab pegurus, yang akan 

dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar 

Biasa, ha1 tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Pengurus baik bersama- 

sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita 

Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, atau 

kelalaianny a. 

c. Perusahaan Daerah 

Pada awalnya Bank milik Pemerintah Daerah Propinsi berbentuk 

Bank Pembangunan Daerah sewaktu berlakunya Undang-Undang Nomor 

14 tahun 1967 tentang Perbankan menggunakan dasar Peraturan Daerah. 

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan, maka dasar pendirian dari bentuk hukurn Bank Pembangunan 



Daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku 

tersebut. Sehubungan dengan tugas penyesuaian bentuk hukum tersebut 

maka dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992. 

Mayoritas modal dari bank-bank yang berbentuk hukum 

Perusahaan Daerah dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Namun demikan 

dengan adanya program rekapitulasi perbankan, maka ada beberapa bank 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ikut dalam program tersebut, 

sehingga kepemilikannya mengalami perubahan. Semula seluruhnya 

milik Pemerintah Daerah namun karena bank tersebut mengikuti program 

rekapitulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1999, maka 

terjadi perubahan kepemilikan sebagai akibat penyertaan modal' dari 

Pemerintah Pusat melalui program rekapitulasi dalam rangka penyehatan 

perbankan nasional tersebut, sehingga pemiliknya adalah Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah  usa at.^' 

2. Pendirian Bank 

Sebelum melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk Bank, terlebih 

dahulu haruslah mendapatkan izin dalam pelaksanaan tersebut. Terdapat beberapa 

kali perubahan dalam ha1 kewenangan pemberian perizinan ini. Dalam Undang- 

Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 izin pendirian diberikan oleh Menteri 

Keuangan dengan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun dalam 

49 Muhammad Djumhana, op. cit., hlm. 1 82. 



Undang-Undang Tentang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, izin pendirian 

tersebut dipegang langsung dari Pimpinan Bank Indonesia. 

Hal ini tentu saja didasarkan kepada situasi yang berkembang dan juga 

melihat relevansi daripada lembaga pemberi izin tersebut dengan bank yang 

memerlukan izin. 

Dalam pemberian izin usaha sebagai Bank baik Bank Umum maupun 

Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia memperhatikan 

a. Pemenuhan persyaratan tentang: 

1) susunan organisasi dan kepengurusan 

2) permodalan 

3 )  kepemilikan 

4) keahlian di bidang perbankan 

5) kelayakan kerja 

b. Tingkat persaingan yang sehat antar bank 

Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan 

pemerataan pembangunan ekonomi sosial. 

Indonesia sebagai negara yang menjalankan perekonomian negaranya 

salah satunya dengan peningkatan ekonomi dengan sektor perbankan menerapkan 

aturan yang jelas langkah atau kebijakan di dalam mengatur perbankan ini. 

Pemerintah Indonesia mengluarkan kebijakan dalam pengaturan kebijakan 

moneter dan pengawasan terhadap perbankan dengan membentuk Lembaga 

Negara Bank Sentral. 

50 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, ha1.172 



3. Peran Bank Indonesia dan jenis Bank di Indonesia secara umum 

Di Indonesia seperti telah diketahui bersama mempunyai sentralistik di 

dalam usaha perbankannya yakni dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. 

Khususnya dalam pemberian izin pendirian Bank, Bank Indonesia merupakan 

unsur yang menentukan didalam memberikan pertimbangan kepada Menteri 

Keuangan. 

Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan dan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 1992 tentang Bank Umurn. 

Namun setelahnya diubah di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana Bank Umurn dapat didirikan 

dan menjalankan usahanya wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari 

Pimpinan Bank Indonesia. Namun perlu diingat bahwasannya hal ini adalah 

untuk perbankan di Indonesia 

Selain itu, salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kewenangan 

Bank Indoensia selaku bank Sentral ialah menyangkut perizinan. Dimana dalam 

ha1 ini Bank Indonesia berhak untuk : 

a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank 

b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, 

termasuk persetujuan mengenai peningkatan status kantor bank. 



c. Pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, yaitu 

menyangkut kelembagaan bank dalam ha1 kepemilikan dapat berkaitan 

dengan merger, konsolidasi dan akuisisi. 

d. Pemberian izin kepada Bank Umum untuk menjalankan kegiatan- 

kegitan usaha tertentu, yaitu berupa kegiatan tertentu seperti izin untuk 

melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa, penitipan, melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan kegiatan usaha lain 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Khusus untuk pemberian izin dan pencabutannya adalah berbentuk Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia. 

Selanjutnya dalam pengertian suatu jenis bank yang terdapat di Indonesia 

ini seperti yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan di 

Indonesia dikenal2 jenis bank yakni:5' 

a. Bank Umum 

Pengertian daripada Bank Umum adalah : 

"Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dadatau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. " 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

"Bank yang dapat melaksanaan kegiatan usaha secara konvensional 
dadatau berdasarbn prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Faried Wijaya M., Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-Lembaga Keudangan dun Bank, 
Perkembangan, Teori dun Kebijakan, Edisi I1 Cetakan Pertama, Y ogyakarta, 199 1,  hlm.8 



Pembagian tersebut memang diberikan dengan hanya mendasarkan pada 

segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup, dan batas 

kegiatan yang dapat diselenggarakannya. 

Namun jika melihat dari praktek operasional perbankan yang ada, kita 

dapat membedakan jenis-jenis bank dari:52 

a. Segi fungsinya 

Dari segi fungsi serta tujuan usahanya kita mengenal empat jenis 

bentuk bank diantaranya : 

1) Bank sentral (Central Bank), adalah bank yang bertindak sebagai 

bankers bank pimpinan, penguasa moneter, mendoong dan 

mengarahkan semua jenis bank yang ada. 

2) Bank Umum (Commercial Bank), bank baik milik negara ataupun 

swasta, maupun koperasi yang pengumpulan dananya terutama 

menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan 

dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. 

Keuntungan Bank ini adalah dari selisih bunga yang diterima dari 

peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor 

(disebut spread). 

3) Bank Tabungan (Saving Bank), bank baik swasta maupun milik 

negara, atau koperasi dimana pengumpulan dananya menerima 

simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya 

memperbungakan dananya dalam kertas berharga. 

52 Widjanarto, Hukum dun Ketentuan Perbankan di Indonesia, Cetakan Pertama, Grafitti, 
Jakarta, 1994, hlm.27. 



4) Bank Pembangunan (Development Bank), bank baik swasta 

maupun milik negara, atau koperasi baik pusat maupun daerah 

yang dalam pengurnpulan dananya terutama menerima simpanan 

dalam bentuk deposito, mengeluarkan kertas berharga jangka 

menengah dan panjang di bidang pembangunan. 

b. Segi kepemilikannya 

1) Bank milik Negara 

Bank yang didirikan dengan modal keseluruhn adalah milik 

negara. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang lama telah 

didirikan beberapa bank milik negaralpemerintah, yaitu: 

a) Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan dengan Peraturan 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 1 tahun 1960. 

b) Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), yang didirikan 

dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1968, 

c) Bank Burni Daya (BBD), yang didirikan dengan Undang- 

Undang Nomor 19 tahun 1968, 

d) Bank Tabungan Negara (BTN), yang didirikan dengan 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1968, 

e) Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang didirikan dengan Undang- 

Undang Nomor 21 tahun 1968 

f) Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), yang didirikan 

dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1968. 



Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 

19992 maka bentuk badan hukum bank-bank milik negara tersebut 

harus menyesuaikan diri dengan bentuk hukum bank yang diatur 

dalam perundangan tersebut menjadi perusahaan pesero (PT 

Pesero), dilakukan dengan Peraturan Pemerintah ,yaitu: 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1992 tentang 

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 

menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero). 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1992 tentang 

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara rnenjadi 

Perusahaan Perseroan (Pesero). 

c)  Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1992 tentang 

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi 

Perusahaan Perseroan (Pesero). 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1992 tentang 

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor menjadi 

Perusahaan Perseroan (Pesero). 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1992 tentang 

Penyesuaian Bentuk Hukurn Bank Bumi Daya menjadi 

Perusahaan Perseroan (Pesero). 

f )  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1992 tentang 

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi 

Perusahaan Perseroan (Pesero). 



g) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang 

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia 

menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero). 

2) Bank milik Pemerintah Daerah 

Bank ini sering disebut juga Bank Pembangunan Daerah, 

karena bank ini merupakan milik daerah. Dewasa ini hampir di 

setiap Provinsi ada Bank Pembngunan Daerah (BPD). Bank ini 

didirikan menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank 

pembangunan daerah. Sedangkan penyesuaikan bentuk hukum 

BPD, lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 

1992, tentang Penyesuaikan Peraturan Pendirian Bank 

Pembangunan Daerah.dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1992 tentang Perbankan. 

3) Bank milik Swasta baik dalam negeri maupun asing 

Bank Umurn Swasta Nasional adalah bank yang didirikan dan 

dimiliki oleh warga negera Indonesia d d a t a u  badan hukum 

Indonesia. Bentuk hukum bank ini biasanya Perseroan Terbatas. 

Sedangkan Bank Umum Asing adalah bank yang didirikan dan 

dimiliki warga negara asing d d a t a u  badan hukum asing sebagai 

cabang,cabang pembantu, dan penvakilan dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri. 



4) Bank Koperasi. 

Bank dalam bentuk ini adalah bank yang modalnya berasl dari 

simpanan anggota atau badan hukum koperasi. Pendiriannya selain 

mengikuti sistem Undang-Undang Perbankan juga mengikuti 

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkoperasian 

yang berlaku. 

c. Segi penciptaan uang giral 

1) Bank Primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui 

simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid 

dalam bentuk giro. Yang bertindak sebagai bank primer ini adalah 

Bank Umum. 

2) Bank Sekunder, bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui 

simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas 

sebagai perantara dalarn menyalurkan kredit. Umurnnya bank yang 

bergerak pada bank sekunder, adalah Bank Tabungan, Bank 

Pembangunan bank Hipotik yang sekarang ada di Indonesia berupa 

Bank Perkreditan Rakyat, semua bank tersebut tidak boleh 

menciptakan giral. 

Sehingga dalam konsep perbankan di Indonesia memang terdapat sedikit 

perbedaan dengan konsep Perbankan di Luar Negeri di mana Bank Umum 

masing-masing merupakan Bank yang mandiri di setiap daerah masing-masing. 

Mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan moneternya sendiri. 



4. Usaha Perbankan 

Usaha Perbankan sendiri secara umum adalah pengurnpulan dana 

pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta 

pemberian jasa keuangan lainnya misalnya berupa pemberian bank garansi, 

menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (safe deposit box), 

melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, 

kegiatan kontrak (trust) dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~  

Dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 7 Tahun 

1992, Pasal 1 telah disebutkan b a h ~ a : ~ ~  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan Perbankan disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 dengan menambahkan pengertian Perbankan, yakni :55 

Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup 
Kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. 

Usaha perbankan sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai jasa yang 

menghasilkan pendapatan dari bunga seperti pemberian kredit, dan pendapatan 

non bunga (fee based income).56 

53 Munchdarsyah Sinungan, Uang dun Bank, Cetakan 111, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 
hlm.23. 

54 Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 
" Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 
56 Thomas Suyatno et.al, Kelembagaan Perbankan, Cetakan 111, Gramedia, Jakarta, 1989, 

hlm.46. 



Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

terdapat penjelasan mengenai Usaha daripada Bank Umurn diantaranya sebagai 

berikut : 

1) menghimpun dana dari masyarakat dalarn bentuk simpanan 

berupa: 

2) memberikan kredit 

3) menerbitkan surat pengakuan hutang 

4) membeli, menjual atau menjamin atas sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

5) memindahkan uang untuk kepentingan sendiri ataupun nasabah 

6) mendapatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada Bank lain dengan menggunakan: 

7) menerima pembayaran atas tagihan swat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9) Melakukan kegiatan untuk penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan kontrak. 

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada asabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

1 1) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian 

dalam ha1 debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, 

dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 

secepatnya. 



12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat. 

13) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah. 

14)Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Termasuk dalam pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas 

seperti halnya yang terdapat di Pasal 8,9, 10, 1 1, 12, 13 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

- Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan 

usaha bank ditambahkan dengan mengenalkan prinsip syariah dan koperasi. Hal 

itu terlihat di dalam Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 1 1, Pasal 12 

dan Pasall 3. 

5. Kepemilikan Bank 

Dalam hal kepemilikan bank mum pada prinsipnya dapat warga negara 

ataupun badan hukurn Indonesia, hal ini dikarenakan di Indonesia diberlakukan 

peraturan untuk melarang atau tidak dapat didirikannya suatu bank oleh orang 

asing sendiri. 



Namun demikian ada beberapa pengecualian apabila dalam pendirian 

tersebut terdapat unsur kemitraan antara orang asing dadatau badan hukum asing 

dengan warga negara dadatau badan hukum di Indonesia. 

Selanjutnya djelaskan bahwa kepemilikan bank umum ini adalah mereka 

a. Tidak termasuk dalam daf'tar orang tercela di bidang perbankan sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b. Dalam pandangan Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki 

integritas yang baik, dimana akhlak moral baik, mematuhi penmdang- 

undangan yang berlaku, memiliki komitrnen yang tinggi terhadap 

pembangunan operasional bank yang sehat dan dinilai layak dan wajar 

untuk menjadi pemilik bank. 

1) Kepemilikan Saham Bank 

Pasal26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

mentapkan bahwasannya Bank Umum dapat melakukan emisi 

saharn melalui bursa efek di Indonesia dadatau di lar negeri. 

Sebagai pembelinya tidak terbatas, siapa saja diberikan 

kesempatan untuk memiliki saham Bank Umum dengan secara 

langsung danlatau melalui bursa efek, baik perorangan maupun 

badan hukum, serta itikad baik warga negara Indonesia maupun 

warga asing dadatau badan hukum Indonesia maupun badan 

hukum asing dengan tetap mempertahanan prinsip kemitraan.57 

'' Rachrnadi Usman, op.cit, ha1.80 



Hal ini dimaksudkan agar permodalan dalam Bank Umum atau 

lebih tepatnya dengan perubahan struktur permodalan dimaksud 

akan membantu menciptakan system permodalan yang sehat. 

2) Perubahan Kepemilikan Bank 

Di dalam pasal 27 Undang-undang Perbankan wajib memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 16 ayat (3), pasal 

22, 23, 24, 25 dan pasal 26 yang berhubungan dengan soal 

perizinan dan kepemilikan usaha bank. Disamping itu perlu 

melaporkannya kepada Bank 1ndonesia.Pengalihan kepemilikan 

bank dilakukan secara langsung dilaporkan terlebih dahulu kepada 

Bank Indonesia untuk memastikan peralihan tersebut dilakukan 

oleh pihak-pihak yang benar-benar memenuhi syarat sebagai 

pemilik bank. Sedangkan yang dilakukan melalui bursa efek 

dilaporkan apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek 

tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi 

jalannya pengelolan bank sesuai dengan aturan Bank ~ndonesia .~~ 

Oleh karena Bank pada umumnya berbentuk Perseoran Terbatas, maka 

seperti yang sudah dijelaskan bank sebagai badan hukum mempunyai kekayaan 

sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pemegang saharnnya. 

Narnun perlu diingat apabila pemegang saham terbukti menjadi atau turut serta 

menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab 

kegagalan bank, pemegang saham yang bersangkutan bertanggungjawab sampai 

Munir Fuady, op. cit. ha]. 141 



kepada harta pribadi untuk memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan 

kreditor lain. 

Adanya doktrin piercing the corporate vie1 (PVC), yang secara harfiah 

berarti cadar badan hukum dikoyak atau ditembus, maka dalam penerapannya ke 

dalam ilmu hukum perseroan, doktrin ini tidak memberlakukan prinsip 

terpindahnya tanggungjawab dari harta kekayaan badan hukum dari 

tanggungjawab dan kekayaan pemegang sahamnya. Sehingga dapat dikatakan 

bertanggungjawab sanpai kepada harta kekayaan pribadinya atas tindakan yang 

dilakukan oleh dan atas nama perseroan sendiri." 

Sebagai contoh misalnya di dalam ha1 Pemegang saham melakukan 

tindakan dengan memberikan arahan kepada Direksi untuk memberikan kredit 

pinjaman yang melampaui batasan pemberian kredit kepada pihak terkait, dengan 

nominal kredit yang diberikan melebihi jumlah ketentuan peraturan yang telah 

ditetapkan Pemerintah. Padahal telah jelas bahwa Batas Maksimum Pemberian 

Kredit untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 % dari modal. 

Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada : 

1) Pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal disetor 

bank 

2) Anggota Dewan Komisaris 

3) Anggota Direksi 

4) Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan 

Anggota Direksi 

59 Ridwan Khairandy, "Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Rangka Reformasi 
Perbankan", Makalah, Tanpa Tahun., hlm.3 



5) Pejabat bank lainnya 

6 )  Perusahan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari 

pihak-pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota 

direksi, keluarga pemegang saham, anggota dewan komisaris dan 

anggota dewan direksi, dan pejabat bank lainnya. 

Dengan kata lain pemegang saham terbukti dengan itikad b u d  

memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, maka dapat dituntut 

pertanggung jawaban sampai kepada harta pribadinya. Begitu juga dengan 

direksi, komisaris dan juga pegawai bank.60 

6. Kepengurusan bank 

Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan 

bahwa kepengurusan Bank, yakni Dewan Komisaris dan Dewan Dereksi sebagai 

pihak terafiliasi pada bank. 

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 dimana penekanan pada Point 

(d) menjadi lebih jelas dibandingkan dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 

7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 22 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak terfaliasi itu adalah:6' 

a. Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, 

atau karyawan bank. 

60 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dun Praktek, Buku Ketiga, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1996, hal. 1 1 

61 Barnbang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 1995, 
ha1.37 



b. Anggota Pengurus, Pengawas, Pengelola atau kuasanya, pejabat, atau 

karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan 

publik, penilai, konsultan hukurn, dan konsultan lainnya. 

d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turutserta 

mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham clan 

keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, 

keluarga pengurus. 

Sedangkan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank diatur lebih 

lanjut dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 

1999 tentang Bank Umurn; dan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Seorang Anggota Direksi Bank harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankkan 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya 

c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki 

integritas yang baik, yakni pihak-pihak yang memiliki akhlak dan 

moral yang baik, memenuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan 



operasional bank yang sehat dan dinilai layak dan wajar untuk 

menjadi anggota direksi. 

d. Warga negara Indonesia atau warga negera asing jika sebagian 

saham dimiliki oleh pihak asing. 

e. Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 

diantaranya 1 (satu) orang kewaranegaraan Indonesia jika sebagian 

saham dimiliki oleh pihak asing. 

f. Mayoritas anggota direksi bank berpengalaman dalam operasional 

bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat ekekutif, 

g. Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga 

sampai dengan derajat kedua terrnasuk suarni, istri, keponakan, 

menantu, ipar, dan besan dengan anggota direksi lain atau anggota 

dewan komisaris. 

h. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, 

direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan 

atau lembaga lain. 

i. Diantara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % (duapuluh lima 

per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 

j. Dilarang memberikan kuasa urnurn kepada pihak lain yang 

mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 



Seorang Dewan Komisaris Bank harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Tidak terrnasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan 

sesuai dengan yang dietapkan oleh Bank Indonesia; 

b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya; 

c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki 

integritas yang baik, yakni memiliki akhlak dan moral yang baik, 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank 

yang sehat dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota 

Dewan Komisaris Bank. 

d. Warga negara Indonesia atau warga negara asing jika sebagian 

sehamnya dimiliki oleh pihak asing; 

e. Jurnlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang, seorang diantaranya berkewarganegaraan Indonesia jika 

sebagian saharnnya dimiliki oleh pihak asing; 

f. Memiliki pengetahuan d a d  atau pengalaman di bidang perbankan; 

g. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan 

sebagai anggota Dewan Komisaris 1 (satu) bank lain atau BPR; 

atau sebagai anggota Dewan komisaris, direksi, atau pejabat 

eksekutif yang memerlukan tanggungjawab penuh sebanyak- 

banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan 

BPR. 



h. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan 

keluarga sarnpi dengn derajat kedua, terrnasuk suamilistri, 

menantu, dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lain. 

Selanjutnya dengan memberikan batasan mengenai Kriteria Perbuatan 

Tercela dari orang-orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham d d a t a u  

Pengurus Bank menyebutkan bahwa orang-orang yang tergolong tercela di bidang 

perbankan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

27711 18/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela 

Orang-Orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham d d a t a u  Pengurus Bank, 

yaitu: 

a. pemegang saham, pengurus atau pegawai bank yang dinilai terlibat 

d d a t a u  bertanggung jawab terhadap terjadinya: 

1) Penggelapan atau manipulasi yang merugikan bank, atau 

2) Transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva 

bank, 

3) Kolusi dengan nasabah atau pihak laimya yang merugikan bank, 

4) Perselisihan internal yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan, 

5) Praktek bank dalam bank, atau usaha bank di luar pembukuan Bank, 

atau 

6) Window Dressing dalam pembukuan atau laporan bank yang secara 

materiil berpengaruh terhadap keuangan bank, sehingga 

mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank, atau 



7) Kerja sama yang tidak wajar, sehingga salah satu atau beberpa 

kantornya berdiri sendiri. 

b. Pengurus, mantan pengurus bank, dan pihak terfaliasi lainnya yang dalam 

masa jabatannya dinilai terlibat d d a t a u  bertanggung jawab atas 

terjadinya hal-ha1 yang telah mengakibatkan bank yagn dipimpinnya 

mengalami kesulitan berat. 

c. Pemegang saham d d a t a u  pengurus bank yang diminta oleh Bank 

Indonesia untuk melepaskan kedudukannya; 

d. Pemegang saham dan pengurus bank yang tercatat sebagai debitor kredit 

macet pada suatu bank; 

e. Orang yang berdasarkan keputusan pengadilan atau infonnasi yang 

diketahui secara umum dinilai memiliki akhlak dan moral yang tidak baik, 

seperti penjudi atau penipu yang dapat membahayakan kelangsungan 

usaha bank. 

f. Orang yang dihukum atau pernah dihukum karena tindak pidana di bidang 

perbankan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Sebagai catatan bahwa sebelum pengangkatan dan menduduki jabatannya, 

calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari 

Bank Indonesia. 

Oleh karena Bank pada umumnya berbentuk Perseoran Terbatas, maka 

seperti yang sudah dijelaskan bank sebagai badan hukum mempunyai kekayaan 

sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pemegang sahamnya. 



Sehingga dapat dikatakan bahwasannya tanggungjawab ada di tangan perseroan, 

dalam ha1 ini diwakili oleh Direksi. Karena Direksi bertindak untuk dan atas 

nama Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar. 

Pasal 42 KUHD menyebutkan bahwa tanggungjawab para pengurus 

adalah tidak lebih daripada menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka 

dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak-pihak 

ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan. 

7. Permodalan Bank 

Berbicara mengenai permodalan dalam badan usaha Bank, maka akan 

tampak penitik beratan menganai dimensi modal itu sendiri baik dari arti maupun 

segala sesuatu mengenai penggunaannya. 

Modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka 

pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank 

di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. 

Dalam perkembangan kegiatan operasi perusahaan modal tersebut dapat 

berkurang akibat terjadinya kegagalan atau kerugian usaha. Pertambahan modal 

berasal dari keuntungan usaha atau surnber lainnya yang diperoleh. Selain itu 

posisi modal juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam 

ha1 pencapaian tingkat laba di satu pihak dan kemungkinan timbul resiko di pihak 

lain. 



Permodalan yang terlalu besar, akan dapat mempengaruhi jumlah 

perolehan laba bank dan juga sebaliknya. Disamping juga ha1 tersebut berimbas 

kepada penilaian khususnya para deposan, debitor dan juga pemegang saham 

bank atau dengan kata lain ha1 tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap kemampuan keuangan Bank yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  

Penggunaan modal bank secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan 

berbagai tujuan guna menunjang kegiatan operasional bank. Jumlah modal suatu 

bank dianggap tidak mencukupi apabila tidak memnuhi maksud tersebut. 

Sehingga menurut Dahlan Siamat memutuskan tujuan modal juh lebih sederhana 

karena tujuan modal bank dengan modal perusahaan non bank dapat dikatakan 

jauh berbeda.63 

Dari modal bank tersebut terdapat h g s i  utama yakni : 

1. h g s i  operasional 

2. h g s i  perlindungan, dan 

3. fungsi pengaturan. 

Dari ketiga h g s i  tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi modal 

bank adalah : 

1. melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian atau bila 

terjadi insolvensi dan likuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak 

diasuransikan. 

2. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna 

menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya; 

62 Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm.56. 
63 Ibid, hlm.62 



3. Memenuhi ketantuan permodalan minimum, untuk menutupi 

kemungkinan terjadi kerugian pada kativa yang memiliki resiko yang 

tidak dapat diperkirakan, sehingga operai bank tetap dapat berjalan 

tanpa mengalami gangguan yang berarti, 

4. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan 

bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi 

keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi 

k e r ~ ~ i a n . ~ ~  

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan di Indonesia 

memberikan ketentuan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei tahun 1993 dimana mewajibkan semua bank 

untuk menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari aktiva tertimbang menurut 

resiko. 

Hal ini senada dengan pedoman permodalan yang berlaku secara 

internasional seperti yang ditetapkan Bank for International Settlement. Namun 

demikian terdapat pegecualian yakni judgement dari Bank Yang bersangkutan 

maupun Pihak Bank Indonesia. Dimana jika bank yang bersangkutan atau Bank 

Indonesia menilai terdapat faktor lain yang dapat menambah resiko di luar resiko- 

resiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank perlu menyediakan 

modal yang lebih dari 8 %.65 

Modal bagi Bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai berikut : 

64 Ibid,, hlm.63. 
65 Dahlan Siarnat, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm.97 



1) Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia 

terdiri atas Modal Inti dan Modal Pelengkap. 

2) Modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di 

luar negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor 

cabangnya di luar negeri. 

Selanjutnya akan lebih difokuskan kepada Permodalan yang mempunyai 

kegiatan di dalam negeri atau dengan kata lain di Indonesia, dimana terdapat dua 

aspek ruang lingkup modal yakni Modal Inti dan Modal Pelengkap. 

Modal Inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan- 

cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah 

diperhitungakan pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa: 

- a. Modal disetor , yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya. 

b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

c. Modal sumbangan,yaitu modal yang diperoleh kembali dari 

surnbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan 

harga jual apabila saham tersebut dijual. 

d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan 

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat 

Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar 

masing-masing bank. 



e. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. 

f. Laba yang ditahan (retained earing), yaitu saldo laba bersih setelah 

dikurangi pajak oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat 

Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. 

g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu 

setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Dalam ha1 

bank memunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian 

tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. 

h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku 

berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 

sebesar 50 %. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami 

kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang 

dari modal inti. 

Modal Pelenkap terdiri atas cadangan-cadagan yang dibentuk tidak berasal 

dari laba, modal pinjaman, serta pijaman subordinasi. Modal Pelengkap dapat 

berupa : 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk sdari 

selisih penilaian kemali aktiva tetap yang telah mndapatkan persetujan 

dari Direktorat Jenderal Pajak. 



b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang 

dibentuk dengan cara membebani laba-rugi tahun berjalan, dengan 

maksud untuk menampung kerugian yang mungkin sebagi akibat dari 

tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 

Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan 

sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25 % 

dari (jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). 

c. Modal Pinjaman (sebelum disebut modal kuasi), yaitu utang yang 

didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti 

modal dan mempunyai ciri-ciri : 

1) Tidak dijamin oleh bank ang bersangkutan, dipersamakan dengan 

modal dan telah dibayar penuh. 

2) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa 

persetujuan bank Indonesia. 

3) Mempunyai kedudukan yang sama dalam ha1 jumlah kerugian 

bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang 

termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi. 

4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam 

keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar 

bunga tersebut. 



d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat 

sebagi berikut: 

1) Ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjman 

2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam 

hubungan ini, ada saat ban mengajukan permohonan persetujuan, 

bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman 

subordinasi tersebut. 

3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor 

penuh. 

4) Minimal berjangka waktu 5 tahun 

5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari 

Bank Indonesia, dan degan pelunasan tersebut permodalan bank 

tetap sehat, 

6 )  Hak tagihnya dalam ha1 terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari 

segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal). 

Semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang 

Bank Umurn sekurang-kurangnya Rp. 50 Miliar jumlah modal yang harus disetor. 

Semenjak tahun 1999 dengan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR dan Swat Keputusan Direksi Bank Indonesia 



Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, untuk mendirikan Bank 

Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dipersyaratkan modal 

disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 Triliun. 

B. Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. 

Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan 

kaedah yang berbeda dantara Pembinaan dan Pengawasan. 

1. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan 

peraturan yang menyangkut aspek-aspek: 

a) kelembagaan bank 

b) kepemilikan bank 

c) kepengurusan bank 

d) kegiatan usaha bank 

e) pelaporan bank 

f )  hal lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. 

2. Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam 

bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan 

bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul 

dengan tindakan-tindakan perbaikan 

Otoritas pembinaan dan pengawasan ini terletak dalam kewenangan Bank 

Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Khususnya dalam hal Pembinaan dan 

pengawasan terdapat dalam Pasal29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 



1998 tentang Perbankan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia, diantaranya yaitu: 

a. menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank, 

b. memeriksa buku-buku dan berkas-berkas pada bank yang dibinanya 

c. menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia 

melaksanakan pemeriksaan 

d. melakukan tindakan tertentu terhadap bank yang mengalami kesulitan 

yang membahayakan kelangsungan usahanya, diperkirakan mengalami 

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya 

e. mencabut izin dan memerintahkan direksi bank untuk segera 

menyelenggarakan Rapat Umurn Pemegang Saham guna membubarkan 

badan hukurn dan membentuk Tim Likuidasi terhadap bank yang tidak 

bisa memperbaiki kinerjanya sehingga membahayakan sektor perbankan. 

f. Meminta perintah tertulis agas bank memberikan keterangan dan 

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta swat-swat mengenai keabsahan 

keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. 

g. Memberikan izin kepada pejabat BUPLNJPUPN untuk memperoleh 

keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitw 

h. Memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk memperoleh 

keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada 

bank. 

i. Memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi 

kewajibannya sebagimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 



Penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya dilakukan di Indoensia, namun 

juga di negara-negara lain. Di dalarn Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan bahwa Bank 

Indonesia memperhatikan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, 

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan 

dengan dunia bank. 

Tata cara penilaian terhadap kesehatan bank tersebut diatur dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 3011 l/KEP/DIR dan Swat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang 

Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Indikator di sini sering disebut 

dengan CAMEL (Capital, Assets quality, Management quality, Earnings and 

Liquidity). Sebagai contoh , jika suatu bank pada bulan tertentu memiliki rasio 

kecdcupan modal (CAR) sebesar 5% sedangkan ketentuan minimal adalah 9% 

maka bank tersebutdapat dianggap berma~alah.~~ 

Namun demikian penilaian tingkat kesehatan bank juga terkait dengan 

pelaksanaan ketentuan tertentu, yaitu: 

1) pemberian kredit usaha kecil dan ekspor. Apabila bank melaksanakan 

kredit usaha kecil dan kredit ekspor tersebut dengan baik, bank yang 

bersangkutan akan diberi imbalan nilai kredit. Tetapi apabila bank yang 

bersangkutan tidak dapat mencapai jumlah presentase pmberian kredit 

66 M~yassar~tuss~lichah, Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia (Pra Lembaga 
Penjamin Simpanan (w),LinkSAS bekerjasama dengan Cakrawala, Rejowinangun Yogyakarta, 
2005, ha1.35 



usaha kecil dan kredit ekspor yang ditetapkan, bank yang bersangkutan 

akan dikenakan penalty. 

2) Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit 

(BMPK), dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK 

kepada Debitor Individual, Debitor Kelompok dan pihak terkait dengan 

Bank, terhadap modal Bank. Pelanggaran tersebut mengurangi nilai 

kredit hasil penilaian tingkat kesehatan bank. 

3) Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), yang 

dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam 

satu bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat 

rata-rata hari dalam seminggu, baik secara total maupun secara 

administratif. 

Selain menggunakan indikasi CAMEL plus untuk menilai tingkat 

kesehatan bank juga ditentukan oleh hal-ha1 lain diantaranya: 

1) Perselisihan internal 

a. Keterkaitan yang erat antara bank dengan group bukan bank. Afiliasi 

yang semakin ketat tersebut mendorong semakin berkurangnya 

independensi pengelola bank dari pemilik bank. 

b. Kecenderungan etika moral yang kurang dan semangat 

ketergantungan diantara pengelola bank dan khususnya pengelola 

bank yang beranggapan bahwa pemerintah akan selalu turun tangan 

menyelamatkan bank bermasalah. 



c. Minimnya manajer yang professional 

d. Kelemahan sistem prosedur pengawasan intern manajeman bank 

e. Minimnya kepatuhan kepada kode etik perbankan. 

2) Campur tangan pihak-pihak luar bank dalam pengurusan (manajemen) 

bank 

3) Window dressing dalam pembukuan dda tau  laporan bank yang secara 

meteriil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga 

mengakibatkan penilaian keliru terhadap bank. 

4) Praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar 

pembukuan bank 

5) Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau 

pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring 

6)  Praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha 

bank dda tau  menurunkan kesehatan bank. 

Sebagai contoh tindakan pelanggaran yang dilakukan pemegang saham atas 

batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait, dalam contoh ini 

pemberian kredit kepada pihak tidak terkait. 

Misalnya dengan praktek-prektek pelanggaran dalam pemberian Kredit yang 

melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit. Di dalam Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum 

Pemberian Kredit Bank Umum, tanggal 3 1 Desember 1998. 

Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk pihak tidak terkait ditetapkan 

setinggi-tingginya 30 % dari modal bank tersebut berlaku sampai dengan akhir 



tahun 2001 dan terus dikurangi setiap tahun 5 % dan pada awal tahun 2003 harus 

tinggal 20 % dari modal bank. Hal inilah yang dapat mempengaruhi tingkat 

kesehatan bank dinilai buruk dan dianggap membahayakan kelangsungan usaha * 

bank. 

Dalam peraturan perbankan di Indonesia kewenangan pencabutan izin 

usaha bank berada di tangan Menteri Keuangan, ha1 ini seperti yang dialami oleh 

PT.Bank Jakarta, dimana Pencabutan izin usahanya di dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.0 17/1997 tentang Pencabutan 

Izin Usaha PT.Bank Jakarta, yang ditandatangi oleh Menteri Keuangan Mar'ie 

Muhammad, pada tanggal 1 Nopember 1997, di ~akarta.~' Di dalam Sidang 

Paripma Dewan Penvakilan Rakyat pada tanggal 10 November 1997, Ma'rie 

Muhammad menyebutkan bahwa latar belakang terjadinya likuidasi adalah 

sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Asset yang dimiliki tidak cukup untuk menutupi kewajibannya dan ha1 

ini terutama disebabkan adanya kredit macet. 

2. Karena besarnya kredit macet, maka penghasilan yang diperoleh bank 

tidak dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkannya, dan ha1 ini 

menimbulkan kerugian yang dari tahun ke tahun semakin besar. 

3. Kemampuan menghimpun dana masyarakat semakin berkurang 

sehingga sumber pendapatan bank banyak bergantung pada pasar uang 

antar bank yang berjangka pendek dan berbunga tinggi. 

67 Salinan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 
533lKMK.01711997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta 

Ridwan Khairandy, "Penyebab dan Problematikan Hukum Pasca Pencabutan Izin 
Usaha dan Likuidasi Bank", Makalah Diskusi Panel: Aspek-Aspek Likuidasi Bank, yang 
diselenggarakan ovember 1997, ha1.3. 



4. Karena akumulasi kerugian semakin besar mengakibatkan modal 

menjadi negatif. 

5. Teguran dan usulan perbaikan yang disampaikan Bank Indonesia 

kurang mendapatkan respon positif dari pengurus bank yang 

bersangkutan. 

Namun dalam perkembangannya ketentuan tentang pencabutan izin usaha, 

pembubaran dan likuidasi bank diubah menjadi dialihkan kepada Bank 

Indonesia. Hal itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999, 

yang semula adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1996 kemudian 

- dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997. 

Sebagai contoh di dalam Pencabutan izin usaha PT Bank Jakarta Direksi 

Bank Indonesia dengn Surat No.30/93/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 31 Oktober 

1997 telah memeberikn pertimbangan untuk mencabut izin usaha PT. Bank 

Jakarta, Dan dianggap bahwasanya PT Bank Jakarta dinilai membahayakan 

kelangsungan usahanya. 

Di dalam pencabutan izin usaha tersebut selanjutnya terdapat langkah- 

langkah yang dilaksanakan seperti memberitahuan kepada kreditur, debitur dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan usaha bank Jakarta. Kemudian 

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan harus sudah terlaksana RUPS 

dengan keputusan mengenai ; 

a. Memutuskan mengenai Pembubaran badan hukurn bank 

b. Pembentukan Tim Likuidasi. 



c. Menyusun neraca penutupan pertanggal pencabutan izin usaha, dan 

diaudit oleh akuntan publik. 

Sebagai catatan apabila dalam waktu 2 bulan tersebut RUPS belum 

terlaksana atau belum dapat memberikan keputusan tentang pembubaran Bank 

maka Bank Indonesia bisa meminta Penetapan kepada Pengadilan yang berisi :69 

a. Pembubaran Badan hukum Bank 

b. Penunjukan Tim Likuidasi 

c. Perintah pelaksanaan Likuidasi sesuai dengan ketentuan 

d. Perintah agar Tim Likuidsi mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

likuidasi kepada Bank Indonesia. 

Kewajiban-kewajiban bagi bank yang dicabut izin usahanya, yaitu: 

a. menutup seluruh kantor-kantornya dan menghentikan segala kegiatan 

perbankan sejak tanggal pencabutan izin usaha termaksud. 

b. Menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, dan 

diaudit oleh akuntan publik. 

c. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk bank yang 

berbentuk Perseroan Terbatas untuk memutuskan pembubaran badan 

hukum dan pembentukan Tim Likuidasi. 

Setelah proses pencabutan izin usaha Bank tersebut maka dilaksanakan 

pembubaran atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saharn dan sekaligus 

penunjukan Tim Likuidasi seperti yang telah dijelaskan sebelurnnya. 

69 Muhammad Djumhana, op. cit ha1.2 10. 



Pembubaran Bank berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja dimana 

hal ini sebenarnya telah berlaku semenjak pencabutan izin usaha bank tersebut 

terjadi, dan sekaligus mengumurnkan kepada masyarakat umum melalui media 

cetak yang mempunyai peredaran luas. 

Secara umum sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1996 

Jo.Nomor 40 tahun 1997:" 

a. Tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi (BDL) 

dilakukan oleh Tim Likuidasi. 

b. Direksi dan Komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk 

setiap saat membantu memberikan segala data dan infonnasi yang 

diperlukan oleh Tim Likuidasi. 

c. Direksi dan Komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan 

mengundurkan diri sebelurn proses likuidasi selesai, kecuali dengan 

persetujuan Bank Indonesia. 

d. Tanggung jawab anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang 

saham sampai dengan harta pribadi dalam ha1 yang bersangkutan turut 

serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank 

atau menjadi penyebab kegagalan suatu bank. 

Setelah diadakan pembubaran terhadap badan hukum bank tersebut maka 

segera membentuk Tim Likuidasi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dan 

selanjutnya menunggu pelaksanaan proses likuidasi. 

70 Muyassarotussolichah, op, cit., ha1.56. 



Segala macam pembiayaan dan berkenaaan dengan asset bank harus dengan 

persetujuan Bank Indonesia tennasuk pennasalahan: 

1 .  pembayaran gaji pegawai yang terutang 

2.  pembayaran biaya kantor 

3. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana 

dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan. 

Istilah Pembubaran Badan Hukurn (widing Up) adalah satu langkah hukurn 

yang diambil terhadap sebuah badan hukum PT atas alasan-alasan antara lain 

jangka waktu berdiri dari PT tersebut telah berakhir ataupun alasan hukum dan 

komersial yang mengharuskan badan hukum tersebut dibubarkan dimana untuk 

melakukan pengurusan dan pemberesan harta badan hukum dalam likuidasi 

tersebut diangkatlah Likuidator yang bertanggungjawab kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham ataupun otoritas yang menaungi usaha yang dijalankan oleh 

Badan Hukum t e r s e b ~ t . ~ ~  

Tahapan yang harus dilalui sekarang ini sesuai dengan Likuidasi. Istilah 

likuidasi seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2 )  dan (3 )  Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak terbatas kepada pencabutan izin 

usaha bank, tetapi lebih luas lagi terrnasuk tindakan pembubaran (outbinding) 

badan hukum bank dan penyelesaianlpemberesan (verzfiing) seluruh hak dan 

kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. 

" Ricardo Simanjuntak, 'Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi 
Bank"Jurna1 Hukum Bisnis, edisi no.3, vo1.23,2004, hlm.89-90. 



Zainal Asikin mengemukakan pengertian likuidasi adalah: "Likuidasi adalah 

suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan h u k u ~ n . " ~ ~  

Pelaksanaan likuidasi bank dilaksankan oleh Tim Likuidasi yang berjumlah 

minim1 3 orang dan maksimal 7 orang dimana salah seorangnya ditetapkan oleh 

Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan untuk menjabat Ketua yang 

mempunyai wewenang bertindak mewakili Tim Likuidasi. Tim Likuidasi ini 

seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 

1996 jo. Nomor 40 tahun 1997 terdiri dari: 

a. pihak lain yang bukan pengurus bank atau pemegang saham 

b. campuran antara pihak lain dengan satu atau dua orang yang mewakili 

pengurus bank danlatau pemegang saham, sepanjang pengurus bank dan 

pemegang saham tidak melebihi sepertiga dari jumlah Tim Likuidasi; atau 

c. pengurus bank danlatau pemegang saham sepanjang likuidasi bank 

dilakukan atas permintaan pemilik danlatau pemegang saham, dengan 

memperhatikan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan likuidasi. 

Susunan Tim Likuidasi di atas merupakan campuran antara pihak lain 

dengan satu atau beberapa anggota Direksi atau Dewn Komisaris atau pemegang 

saharn secara kolektif tidak boleh melebihi sepertiga (113) dari seluruh anggota 

Tim Likuidasi tersebut dimaksudkan agar menjaga objektifitas pelaksanaan 

l i k ~ i d a s i . ~ ~  

72 Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Raja Grafmdo Persada, 
Jakarta, 1995, hlm1.79. 

73 Ibid, hlm.82 



Tugas yang hams dilakukan oleh Tim Likuidasi 

2. mendaftarkan danmengumumkan pembubaran badan hukum bank 

3. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi 

4. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya 

5. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan bank 

dalam likuidasi, tennasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditor. 

6. meminta akuntan publik indepnden untuk melakukan audit atas Neraca 

Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum diaudit. 

7. menyusun Neraca Verifikasi 

8. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham 

9. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditor kepada bank yang 

disetujui oleh Bank Indonesia. 

10. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saharn pada akhir 

pelaksanaan likuidasi; 

1 1. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia 

12. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya likuidasi bank 

13. melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung 

pelaksanaan likuidasi bank. 

Tugas tersebut dilaksanakan hingga pelaksanaan likuidasi berakhir atau atas 

pertimbangan Bank Indonesia dianggap cukup. Maka langkah selanjutnya Tim 

Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank 

Indonesia, kemudian melaksanakan Rapat Umurn Pemegang Saham dalam rangka 



membubarkan Tim Likuidasi dengan menyerahkan dokumen-dokumen likuidasi 

kepada yang benvenang menerimanya. 

Sebagai catatan pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka 

waktu paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi. 

Apabila likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu tersebut maka 

penjualan harta bank dalam likuidasi akan dilakukan secara lelang. 



BAB I11 

PEMBERESAN PT BANK JAKARTA 

A. Proses Pemberesan di PT Bank Jakarta dan Kendalanya 

PT Bank Jakarta telah dicabut izin usaha Banknya dan dilaksankan 

likuidasi, sehingga PT Bank Jakarta dinyatakan sebagai Bank dalam Likuidasi. 

Hal tersebut tertuang dalan Swat Menteri Keuangan RI Nomor Peng-86/MK/1997 

tentang Pecabutan Izin Usaha Bank Umurn. Menurut Menteri Keuangan 

keputusan itu diambil atas dasar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, dan berlaku semenjak 1 November 1997 pukul 13 .OO WIB. 

PT Bank Jakarta yang beralamat di Gedung Teja Buana, Jalan Menteng 

Raya Nomor 29 Jakarta Pusat bersarna dengan 16 Bank pertama yang dilikuidasi. 

Sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Tanggal 3 

Juni 1957 Nomor: 80851lU.M.11 tentang Pemberian ijin usaha Bank Umwn PT 

Bank Jakarta, telah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan perihal 

Keputusan mtuk mencabut izin usaha Bank Umumnya dan sekaligus 

pembentukan care taker-nya. 

Dimana dalarn ha1 ini Menkeu dalam Keputusan-nya yang tertuang dalam 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

533KMK.01711997 tentang pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta tanggal 1 

November 1997, dan selanjutnya dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor: 30/125/KEP/DIR tentang Penunjukan Care Taker PT Bank Jakarta 

(dalarn Likuidasi). Hal tersebut dikuatkan kembali dengan adanya Surat Bank 



Indonesia tertanggal 1 November 1997 Nomor 30/224/UPB3/AdB3/Rahasia 

tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta tersebut. 

Pada dasarnya kebanyakan Bank yang terlikuidasi adalah berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 

Nomor 1 tahun 1995 hanya digarnbarkan secara urnurn tentang tata cara 

pembubaran likuidasi dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 124. Atas dasar ha1 

itu maka penggunan Undang-Undang Perbankan banyak diajukan sebagai acuan 

di dalam mengambil langkah-langkah terhadap pencabutan, pembubaran dan 

likuidasi perbankan. 

Setelah pencabutan izin usaha, maka dilaksanakan Pembubaran dan 

langkah selanjutnya adalah Pemberesan. Tindakan-tindakan yang dilksanakan 

sebagai langkah awal a d a l ~ : ~ ~  

a. pencatatan dan pengurnpulan kekayaan perseorangan. 

b. Penentun tata cara pembagian kekayaan 

c. Pembayaran kepada kreditor 

d. Pembayaran sisa hasil kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saharn 

e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 

pemberesan kekayaan. 

Setelah diadakan pembubaran PT Bank Jakarta (BDL) melaksanakan 

koordinasi di dalam upaya penarikan asset-asset Bank yang ada di nasabah guna 

74 I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbats (Khusus pemahaman Atas 
undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995), Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta-Indonesia, 
2005, ha1.107. 



mengganti dana talangan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia selaku Bank 

Central terlebih dahulu. 

Hal inilah yang kemudian mendasari terbentuknya Tim Likuidasi dan 

Care Taker dari Pihak Bank Indonesia selaku pegawas dan dari Pihak PT Bank 

Jakarta itu sendiri. 

Di dalam proses pemberesan tersebut, sesuai dengan kesepakan antara PT 

Bank Jakarta dengan Bank Indonesia terbentuk Tim Likuidasi. Hal tersebut 

sesuai dengan keputusan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank 

Jakarta tanggal 16 Maret 1998 di Jakarta, sebagai tanggapan atas Surat dari 

Direksi Bank Indonesia Nomor 30/170/Dir/UHS tanggal Jakarta, 12 Maret 1998 

mengenai Hasil Pembahasan Penyelesaian Talangan Tahap I1 dan sekaligus 

susunan Tim Pemberesan untuk PT Bank Jakarta. 

Seperti yang tercatat dalam Risalah Rapat PT Bank Jakarta dengan IVomor 

40, yang disalin dihadapan Notaris Harun Kamil, SH di Jakarta dengan Nomor 

Surat Notaris 28/N/PT/III/1998 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

PT Bank Jakarta telah menunjuk Tim Pemberesan PT Bank Jakarta yang diketuai 

oleh Bapak H. Probosutedjo, dengan anggota : Dudung Hamidi (Bank Indonesia), 

Drs. Waldjimin SW (Bank Jakarta), Drs. Tri Widodo (PT Mercu Buana), M. 

Amin SE (Bank Indonesia), H. Amidhan (Majelis Ulama Indonesia), Bambang 

Suroso (PT Mercu Buana). 



Untuk selanjutnya Tim Pemberesan benvenang mewakili Bank dalam 

segala ha1 yang berkaitn dengn penyelesaian hak dan kewajiban antara lain:75 

1. Melakukan verifikasi dan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank dan 

menyusun Neraca verifikasi 

2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran biaya 

3. Melakukan perundingan dan tindakan lain dalam rangka penjualan harta 

kekayaan, penagihan piutang dan pengalihan kewajiban Bank 

4. Mewakili Bank di luar dan di muka Pengadilan 

5. Melakukan Publikasi untuk setiap ha1 yang diwajibkan dan dirasa perlu 

6.  Memutuskan Hubungan Kerja terhadap para pegawai 

7. Mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan pihak lain untuk 

membantu pelaksanaan tugasnya. 

8. Melaksanakan pembayaran kepada Kreditor 

9. Menitipkan bagian yang tidak diambil oleh Kreditor kepada Bank 

Indonesia 

10. Menyusun Neraca akhir dan mempertanggung jawabkannya ke Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

Setelahnya Tim Pemberesan Bank Jakarta menunjuk Koordinator pada 

setiap Kantor cabangnya yakni di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta d m  

Medan, yang selanjutnya bertindak sebagai Tim Pelaksana Pemberesan PT Bank 

- - 

'' Risalah Rapat PT Bank Jakarta dengan Nomor 40, yang disalin dihadapan Notaris 
Harun Kamil, SH di Jakarta dengan Nomor Surat Notaris 28/N/PT/III/1998 tentang Risalah Rapat 
Umum Pemegang Saham PT Bank Jakarta. 



Jakarta (BDL) di masing-masing kantor cabang Bank Jakarta. Hal ini yang 

kemudian di dalam pelaksanaanya Tim Pemberesan ini menghitung segala asset 

Bank, hutang, maupun piutang yang ada di tangan nasabah debitor. 

Mengingat Pihak PT Bank Jakarta Dalam Proses PemberesdLikuidasi 

telah mendapatkan dana talangan dari Pemerintah untuk membayarkan kewajiban 

ke nasabah penyimpan dana atas dasar pro rata atau atas dasar proporsional 

dengan rnmperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang 

harus dibayarkan dan kesemuanya ini harus dilaporkan ke Bank Indonesia. 

Selanjutnya yang juga merupakan tahapan awal harus diselesaikan adalah gaji 

pegawai yang terutang, terrnasuk juga pembayaran dalam kaitanya dengan hak 

pegawai bank atas pesangon yang belum dibayar. 

Tim Likuidasi dalam penghitungan asset bank dan juga inventarisasi 

terhadap nasabah Bank yang berutang (asset jaminannya), untuk selanjutnya 

segera diajukan sebagai data-data kepada Bank Indonesia dan untuk pengambilan 

langkah-langkah di dalam upaya pengambilan kembali dana Bank yang ada 

sebagai pengganti dana talangan dari Pemerintah. 

Khusus untuk asset Bank beberapa diantaranya atas persetujuan Bank 

Indonesia oleh Tim Pemberesan dalam hal ini Koordinator masing-masing Kantor 

Cabang diinstruksikan untuk dilaksanakan proses lelang maupun penjualan guna 

pengembalian dana talangan dari pemerintah. 

Sebagai contoh Tim Pemberesan PT Bank Jakarta telah menunjuk dan 

memberikan kuasa kepada Koordinator Tim Pelaksana Pemberesan PT Bank 

Jakarta (BDL) di Surabaya Sdr. H.M. Sutowo, dengan Surat Kuasa PT Bank 



Jakarta (BDL) Nomor 44/TPBJ/IL/99 KHUSUS, untuk menjual sebidang tanah 

berikut bangunan asset Bank sebagai upaya menarik dana. 

Begitupun dengan dana yang ada atau menjadi utang daripada nasabah 

debitur. Koordinator Tim Pelaksanan Pemberesan PT Bank Jakarta (BDL) di 

masing-masing cabang berupaya untuk verifikasi data agunan dan segala sesuatu 

hal yang berkenaan dengan kelengkapan dan akurasi dari agunan nasabah debitur 

tersebut. 

Sebagai catatan khususnya untuk penjualan asset Bank Jakarta sebagai 

contoh dengan menjual assetharta milik Bank Jakarta tersebut antar Bank yakni 

antara PT Bank Jakarta cabang Surabaya dengan Bank JATIM. 

Disamping transaksi penjualan asset antar Bank, Tim Pelaksana juga 

melaksanakan penagihan dana dari nasabah debitur (penjualan jaminan) untuk 

diperhitungkan dengan kewajiban pinjaman debitur. Proses pemberesan tersebut 

terrnasuk dalam serangkaian pencatatan administrasi perbankan, dimana dalam ha1 

ini yang berkaitan dengan nasabah terutarna adalah semua administrasi kredit 

/pinjaman tersebut. 

Dana-dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian diinventarisir guna 

pengembalian dana talangan dari pemerintah. Sebelumnya menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran 

dan Likuidasi Bank, pasal 17 ayat (I), (2) dan (3) berbunyi: bahwa pembayaran 

kepada kreditor dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, 

biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang 



berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotonglpemungut 

pajak, dan biaya kantor. 

Terlihat sekali bahwa Pemerintah memperhatikan segi perikemanusiaan 1 

perikehidupan dari petugasl pegawail karyawan bank yang terkena likuidasi, 

karena otomatis mereka terkena pemberhentian kerja. Seperti telah dijelaskan 

sebelumnya gaji pegawai yang terutang yang dimaksud termasuk juga hak 

pegawai berupa pesangon yang belurn terbayar. 

Namun dalam perkembangannya upaya-upaya yang dilakukan Tim 

Pembersesan PT Bank Jakarta dalam ha1 ini juga Tim Pelaksana Pemberesan PT 

Bank Jakarta (BDL) di masing-masing cabang menemui berbagai permasalahan 

dan ha1 itu menyebabkan terjadinya upaya-upaya lanjutan dari Tim Pemberesan 

untuk menempuh jalur-jalur ataupun cara-cara demi mengembalikan asset Bank 

yang di luar (Nasabah) untuk dapat ditarik kembali. 

Permasalahan itupun diiringi dengan perubahan-perubahan atau dapat 

dikatakan sebagai perampingan demi perampingan dari Tim Likuidasi tersebut. 

Sehingga proses pengadministrasian dan pencarian data-data terdahulu menjadi 

agak kesulitan. Seperti halnya dalam Surat Bank Indonesia Nomor 

311504NUPBlAdP tanggal 12 Agustus 1998, kemudian Surat bank Indoneisa 

Nomor 1120DPIPDpiP tanggal 1 Oktober 1999 kepada Tim Pemberesan PT 

bank Jakarta (Dalam Pemberesan) mengenai Perampingan Tim Pemberesan PT 

Bank Jakarta (Dalam Pemberesan). 



Hal inipun perlu untuk dicermati, sehingga di masa-masa yang akan 

datang tidak akan menjadi hambatan lagi bagi pelaksanaan pemberesan Bank 

tersebut. 

B. Kendala-Kendala yang dihadapi PT Bank Jakarta dalam pelaksanaan 

Proses Pemberesan. 

Setelah terjadinya pembubaran PT Bank Jakarta mendpatkan dana 

talangan dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas guna membayar kewajiban- 

kewajiban Bank Jakarta (BDL) baik kepada nasabah penyimpan dana maupun 

kepada internal Bank di dalam penbayaran pajak yang terutang, gaji karyawan 

terutang berikut pesangon dan sebagainya. 

Seperti yang telah dijelaskan salah satu mantan Direksi dan Branch 

Manager PT Bank Jakarta bahwa dana talangan yang diterima PT Bank Jakarta 

(BDL) kurang lebih Rp 220 Miliar dari Bank ~ndones ia .~~ 

Tentu saja ha1 ini tidak serta merta diberikan tanpa kompensasi waktu 

yang ditentukan. Bank Indonesia memberikan dana talangan dengan jaminan 

harta pemilik bank yang sesuai guna menutup utang talangan tersebut (H 

Probosutedjo sebagai Komisaris Utama Pemegang saham mayoritas memberikan 

jaminan terhadap dana talangan tersebut dengan sejurnlah asset pribadi yakni 

Tanah, Kebun, Vila, dan sejurnlah Deposito). Sedangkan dana-dana lain yang 

dihimpun adalah upaya menarik dana dari luar yakni berupa jaminan dari nasabah 

debitur. 

76 Wawancara dengan Bp. H.M.Sutowo, BSc dan Drs. Waldjirnin, Salah satu mantan 
Branch Manager dan Presiden Direktur PT Bank Jakarta (BDL), Mlati, Yogyakarta, Januari 2006 



Dari kondisi riil di dalam pelaksanaan Pemberesan PT Bank Jakarta ini 

terdapat kendala-kendala yang apabila dianalisi nanti berujung kepada kerancuan 

dalam manajemen internal di Bank ini, disamping memang faktor eksternal dan 

faktor-faktor di luar perkiraan awal. 

Beberapa kendala yang muncul dalam proses pemberesan PT Bank Jakarta 

(BDL) ini dikarenakan beberapa sebab dan sebagian besar terdapat kesalahan 

dalam proses Pemberian Kredit. Hal inilah yang mengakibatkan tingkat 

kesehatan Bank dinilai buruk oleh Bank Indonesia yakni: 

1. PT Bank Jakarta sering mengabaikan ketentuan Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (Legal Lending Limit). Sebagai contoh dalam pemberian 

kredit untuk: 

a. Petani Asparagus di Medan senilai Rp. 10 Miliar 

b. Petani Bawang di Bantu1 senilai Rp. 2,5 Miliar 

c. Perkebunan di Jawa Barat senilai Rp. 10 Miliar 

Dimana kesemuanya itu dengan Personal Guarantee langsung dari 

Tuan Haji Probosutedjo sendiri selaku Komisaris Utama dan sekaligus 

pemilik saham mayoritas di PT Bank Jakarta (pemilik 895 saham prioritas 

dan 49 15 saham biasa perseroan). 

Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dimana modal PT Bank 

Jakarta pada waktu itu diperkirakan sekitar Rp. 60 Miliar namun 

memberikan kredit atas rekomendasilperintah dan sekaligus jaminan dari 

Komisaris Utama memberikan kredit pinjaman untuk usaha, dimana usaha 



tersebut adalah sebagai bagian dari bidang usaha Komisaris utama sendiri 

dengan nominal melebihi 10 % dari modal Bank (sebagai pihak terkait). 

Dapat dilihat bahwa nominal dari pemberian di ketiga tempat di atas 

telah melebihi dari aturan daripada Batas Maksimum Pemberian Kredit, 

khususnya yang terdapat dalam Di dalam Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian 

Kredit Bank Umum. 

Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa: Batas Maksimum 

Pemberian Kredit untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 

10 % dari modal. 

Batas maksimum pembeiian kredit ini ditujukan kepada :77 

a. Pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal 

disetor bank 

b. Anggota Dewan Komisaris 

c. Anggota Direksi 

d. Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, 

dan Anggota Direksi 

Hal inilah yang mempersulit kerja Tim Pemberesan khususnya pada 

tingkat Pelaksana Tim Pemberesan di tingkat cabang yang menagih 

kredit/pinjaman dari nasabah debitur tersebut di atas, karena ketiga usaha 

di atas mengalami kemacetan dalam sirkulasi bisnisnya yang berakibat 

terhadap macetnya kewajiban terhadap Bank guna pembayaran angsuran 

77 Muhammad Djumhana, Loc.Cit., ,ha1.422. 



kreditlpinjaman maka pihak Bank tidak bisa begitu saja menyita asset dari 

tempat usaha di atas dan bahkan terkesan diabaikan begitu saja. 

Dapat dibayangkan, dana miliar-an yang telah dikeluarkan oleh pihak 

Bank dalam ha1 ini PT Bank Jakarta dalam mengeluarkan kredit yang 

dikemudian hari mengalami kesulitan di dalam penagihan pembayaran 

kredit oleh nasabah debitur kredit dikarenakan sebagai personnal 

guarantee adalah Komisaris Utama PT Bank Jakarta sendiri. 

Disamping itu dana yang telah dikeluarkan Bank Tersebut adalah 

untuk membiayai usaha dari beberapa bidang usaha dari Komisaris Utama 

sendiri (pihak terkait dengan PT Bank Jakarta) dengan nominal pemberian 

kredit, yang telah dicairkan melebihi 10 % dari saham disetor dan bahkan 

lebih dari 20%.~* 

Dapat dibayangkan suatu istitusi Bank yang dipergunakan untuk 

membiayai usaha lain daripada pemilik Bank tersebut dan tidak dapat 

dijelaskan bagaimana menarik pengembalian dana dari tempat atau usaha 

lain tersebut, hanya karena tempat usaha tersebut adalah milik komisaris 

utama yang notabene adalah milik para pemegang saham mayoritas 

kesemuanya dri Bank Jakarta itu sendiri. 

Pada waktu tim PemberesanILikuidasi PT Bank Jakarta (BDP) 

melaksanakan tugasnya untuk menghitung dan mengumpulkan dana Bank 

salah satunya dengan cara menagih kewajiban pembayaran (sebagai 

'' Wawancara langsung dengan salah satu mantan Barch Manager PT. Bank Jakarta cab. 
Surabaya, di Yogyakarta, Maret 2006 



konsekuensi penutupan Bank, dimana salah satu asset adalah nasabah 

debitur ) mengalami kesulitan dikarenakan kredit yang diberikan kepada 

ketiga usaha seperti contoh di atas termasuk dalam katogori kredit macet 

dan jaminan tidak sesuai dengan nominal kredit yang telah diberikan. 

Dan penanggung jawab hal tersebut (Personal Guarantee) adalah 

Komisaris Utama sendiri. Sehingga boleh dikatakan dana pinjaman atau 

kredit yang diberikan oleh Bank Jakarta tersebut menjadi tidak jelas dalam 

pengembaliannya. 

Hal ini seperti yang terjadi dalam kasus Bapindo, dimana akibat 

pemberian kredit yang terlalu besar jika dibandingkan dengan asset modal 

yang dimilikinya. Bahkan dalam penyalurannya telah melampaui jumlah 

batas maksimum dalam pemberian kredit, penyaluran dananya itupun 

dilakukan tidak dengan sesuai prosedurnya.79 

Sebagai catatan pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian 

Kredit ini maka bank yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa 

kewajiban membayar denda danlatau sanksi pidana. 

2. Dari segi kepemilikan Bank maka terlihat beberapa penyimpangan tentang 

pemegang saham khususnya saham prioritas yang terdapat di PT Bank 

Jakarta tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perbankan 

Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kepengurusan Bank, yakni 

Dewan Komisaris dan Dewan Dereksi sebagai pihak terafiliasi pada bank. 

Seperti halnya Swat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

79 Rachmadi Usman., Op. Cit., ha1.254 



27711 18/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan 

Tercela Orang-Orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dadatau 

Pengurus Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32134/KEP/DIR tanggal 12 Mei 

1999, Tentang Bank Umum dimana dijelaskan bahwa untuk menduduki 

Dewan Komisaris dilarang : 

a. Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga 

sampai dengan derajat kedua terrnasuk suami, istri, keponakan, 

menantu, ipar, dan besan dengan anggota direksi lain atau anggota 

dewan komisaris. 

b. Diantara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % (duapuluh lima per 

seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 

Sebagai catatan bahwa sebelum pengangkatan dan menduduki 

jabatannya, calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib 

memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. 

Sehingga dengan melihat kepemilikan PT Bank Jakarta, Pihak Bank 

Indonesia memeberikan catatan tersendiri mengenai kesehatan Bank ini. 

3. Faktor eksternal lainnya. Kendala yang dimaksud disini adalah penagihan 

dana dari nasabah debitur sebagai contoh dalam proses tersebut ternyata 

seringkali terjadi nilai jaminan dari nasabah debitur telah tidak sesuai lagi 



dengan persetujuan terhadap nilai jaminan guna mendapatkan 

kreditlpinjaman dari Bank Jakarta. Tidak sesuainya nilai jaminan tersebut 

dikarenakan beberapa ha1 yakni: 

a. Karena nilai jaminan telah menjadi berkurang secara wajar dan ha1 

ini dikarenakan verifikasi dari pihak Bank sendiri (pemantauan) 

berkala terhadap jaminan tidak jelas. 

b. Karena terjadi beberapa praktek penyimpangan yang dilakukan 

oleh oknum pejabat Bank Jakarta baik di era lalu maupun sekarang 

terhadap kesepakatan pemberian kredit kepada nasabah debitur 

antara nilai jaminan dan kredit yang diberikan (terdapat beberapa 

kredit yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada nilai jaminan 

yang diberikan oleh nasabah debitur kepada Bank Jakarta). 

4. Perihal Dana Talangan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada 

Bank Jakarta (BDP) salah satu pengembaliannya dengan cara 

pengembalian asset Bank. 

Dana Talangan yang berbentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI) salah satu pengertian yang meliputi : Fasilitas untuk 

mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam 

bentuk dana talangan untuk membayar kembali dana nasabah bank yang 

dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi, untuk pelaksanaan sistem 

penjaminan menyeluruh (blanket guarantee).80 

Ridwan Khairandy, op. cit., ha1.7 1 



Pemerintah dalam ha1 ini BPPN mengambil alih hak tagih (cassie) 

terhadap bank penerima Bantuan Liluiditas Bank Indonesia, disini 

Pemerintah menuntut tanggung jawab pribadi (personal liability) dari 

pemegang saham bank-bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

untuk melunasi hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut. 

Diantaranya dengan cara sebagai berikut: 

a. mengosongkan tanah atau bangunan yang menjadi hak milik bank 

dalam penyehatan. 

b. Mengambil alih dan menjual asset dalam restrukturisasi melalui 

penawaran umum melalui lelang. 

c. Menagih kepada debitor dengan menerbitkan surat paksa 

d. Menyita kekayaan debitor. 

Khusus mengenai penyerahan asset pemilik bank sebagai salah satu 

upaya pelunasan terhadap Dana Talangan dari Bank Indonesia, mengalami 

kendala. Dikarenakan Pihak Bank Indonesia belum dapat menerima 

penyerahan asset tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab 

lambatnya proses pemberesan Bank Jakarta (BDL) yang hingga kini 

belum berakhir. 

Perihal alasan kenapa Pihak Departemen Keuangan sebagai pihak yang 

benvenang saat ini tidak atau belum menerima penyerahan asset pemilik 

dalam ha1 ini Tuan H.Probosutedjo yang berupa Tanah dan asset bisnis 

lain terkesan bemuansa politis. Mengenai reason tidak atau belurn 

diterimanya asset dari Pemilik bank berupa tanah, dan bangunan ataupun 



ha1 lain tersebut masih dalam pembahasan namun seperti telah dikatakan 

di atas nuansa politis tersebut lebih terangkat daripada segi penyelesaian 

umumnya. 

Depatemen Keuangan belum mau menerima penyerahan asset pribadi 

sebagai upaya menutup kekurangan atas utang talangan tersebut 

dimungkinkan dari faktor-faktor hambatan yang akan ditemui dalam 

proses pencairannya. Oleh karenanya pihak Departemen Keuangan tetap 

menginginkan penyelesaian utang talangan tersebut oleh pemilik bank 

dalam bentuk cash money. 

Permasalahan ini juga disampaikan oleh beberapa koordinator 

Pelaksana Tim Pemberesan Bank Jakarta perihal tersebut, karena jika 

diperhitungkan asset tersebut diharapkan dapat menutup utang Dana 

Talangan dari Bank Indonesia tersebut. Ataupun seandainya masih terdapt 

kekurangan maka akan segera dapat diselesaikan dari pihak pemilik Bank 

tersebut mengingat sisa utang talangan tersebut masih sekitar kurang lebih 

Rp. 140 ~ i l ia r . "  

Upaya-upaya lain yang telah ditempuh Bank Jakarta (BDP) dalam 

usaha untuk mengembalikan Dana talangan yang diberikan Pemerintah 

telah dilaksanakan salah satunya dengan upaya menarik asset bank berupa 

jaminan dari nasabah debitur yang tidak mampu lagi untuk membayar atau 

Wawancara langsung dengan mantan President Direktur, Barch Manager PT. Bank 
Jakarta cab. Surabaya dan Jogjakarta, di Yogyakarta, Maret 2006 



mengangsur kreditnya yakni diantaranya dengan melalui jalur hukum 

seperti memintakan permohonan eksekusi jaminan. 

Sebagaimana diketahui bersama penyelesaian melewati jalur hukum 

terdapat dua alternatif, yakni: Peradilan Umum melalui Gugatan Perdata 

ataupun Peradilan Niaga melalui Gugatan Kepailitan. 

Namun untuk gugatan kepailitan baru dikembangkan kembali setelah 

dibentuknya peradilan khusus yakni Peradilan Niaga (berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan jo Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- 

undang tentang Kepailitan Menjadi ~ n d a n ~ - ~ n d a n ~ ) . ~ ~  

Sebagai contoh dalam salah satu kasus yang terjadi di Bank Jakarta 

dimana Ketua Tim Pelaksana pemberesan Bank Jakarta (BDP) cabang 

Surabaya yakni dengan menulis dalam Surat Permohonan Eksekusi Tim 

Pemberesan Bank Jakarta, Satuan Tugas Pelaksanan Surabaya yang 

bertindak selaku kuasa dari Tim Pemberesan Bank Jakarta kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Surabaya .83 

Dalam kasus tersebut CV Manalagi Motor dengan pengurus Ny.Oen 

Mei Kiauw (Direktur) dengan alamat Jalan Tegalsari Nomor 15 Surabaya, 

mempunyai wajib hutang yang belum dibayarkan dengan memberikan 

82 Muhammd Djurnhana, Op. Cit., ha1.43 8 
83 Surat PT Bank Jakarta Nomor 18~PBJISBYN111100, tanggal 18 Agustus 2000, 

tentang Permohonan Eksekusi, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. 



jaminan tanah bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 

745fKelurahan Sonowijen, seluas 171 M2. 

Karena pelunasan hutang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2001, 

dan pemohon eksekusi (Bank Jakarta (BDP)) telah menempuh upaya 

kekeluargaan dan telah dilakukan pendekatan dan sekaligus peringatan 

baik lesan maupun tulisan, sehingga Bank Jakarta (BDP) memohon 

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan : 

1. menerima dan mengabulkan eksekusi 

2. menetapkan dan memerintahkan agar jaminan tersebut dapat segera di 

eksekusi. 

Contoh di atas adalah satu dari sekian permasalahan khususnya 

mengenai upaya Bank Jakarta (BDP) di dalam menarik asset dari jaminan 

nasabah debitur. Namun pada dasarnya penyelesaian melewati pengadilan 

dipandang banyak sisi kelemahannya, terutama apabila dipandang sari segi 

bisnis. 

Kelemahan tersebut te rjadi karena beberapa ha1 seperti tidak efisiennya 

sistem peradilan yang ada, sebab hams mengikuti sistem yang formal dan 

tehnis sekali. Sehingga penyelesaian tersebut kurang efektif karena 

memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang ma ha^.'^ Dalam contoh 

kasus di atas pada akhirnya diputuskan pelaksanaan eksekusi akan tetapi 

setelah menempuh masa sidang selama 3 tahun atau tepatnya diputus 

84 Muhammad Djumhana, Op. Cit., ha1 439 



tahun 2004 dan setelahnya ternyata nilai jaminan telah tidak sesuai lagi 

dengan nilai terdahulu (lebih rendah). 

Permasalah di atas tergolong ringan apabila dibandingkn dengan 

jaminan yang tidak sesuai, jaminan yang tergadai dengan pihak lain, 

padahal pihak lain itu mempunyai privilege terhadap jaminan tersebut. 

Atau bahkan lebih parahnya lagi terdapat beberapa jaminan kredit nasabah 

debitur yang ternyata jaminan tersebut telah terjual kepada pihak lain 

ataupun Nasabah debitur yang melarikan diri. 

Dengan demikian dapat diberikan gambaran tentang upaya-upaya 

termasuk langkah hukum yang telah dilaksanakan oleh PT Bank Jakarta 

(BDP). Hanya saja pengembalian atau pelunasan terhadap Dana Talangan 

kepada Bank Indonesia hingga sekarang belum dapat diselesaikan secara 

tuntas. Bahkan ketika kewenagan itu beralih dari Bank Indonesia kepada 

BPPN dan Kembali kepada Menkeu, permasalahan pemberesan Bank 

Jakarta belum tuntas. 



BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan analisis hasil penelitian dapat dikemukaan beberapa kesimpulan 

dan saran sebagi berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Tanggung jawab bank terhadap hutang-hutang bank dalam likuidasi adalah 

sebatas asset-aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Pengecualian, apabila 

terjadi pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi ini dikarenakan 

kesalahan atau penyimpangan dari Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

dari pemegang saham, direksi atau komisaris, bertanggungjawab secara 

pribadi sampai pada harta pribadi terhadap kewajiban yang timbul akibat 

perbuatannya. Permasalahan asset pribadi pemilik bank hingga kini belum 

dapat diterima oleh Departemen Keuangan, sehingga menyebakan kendala 

dalam penyelesaian utang talangan tersebut. 

2. Upaya hukum yang dilakukan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (BDL) 

dalam rangka menarik asset bank dari nasabah debitur terkendala 

permasalahan tehnis waktu yang lama dalam proses pengadilan. 

Disamping itu perampingan-perampingan dari Tim Pemberesan itu sendiri 

yang semakin menyulitkan pelaksanaan Pemberesan PT Bank Jakarta 

(BDL) itu dari segi inventarisasi data dan penarikan asset Bank dari 

Nasabah debitur. Upaya hukum yang dilakukan dalam usaha 



menyelesaikan dana talangan oleh PT Bank Jakarta (BDL) dengan 

menarik dana debitur peminjam dirasakan tidak optimal bahkan dengan 

upaya lelang asset bank terhadap ketentuan lelang asset yang masih 

tersisa setelah maret 2003 dihasilkan hasil lelang pada umumnya lebih 

kecil dari harga pasar atau harga taksiran atau lebih rendah dari jumlah 

hutang debitur. Hal ini juga terkendala dengan harus lengkapnya dokumen 

daripada asset tersebut yang harus lengkap sebagai persyaratan lelang, 

sehingga sset yang dokumennya kurang lengkap sulit untuk dilakukan 

lelang. 

B. Saran 

1. Perlu suatu lembaga yang telah ditetapkan dengan jelas (tidak berpindah- 

pindah istituti lagi) yang khusus memang mempunyai spesifikasi terhadap 

proses likuidasi bank ini. Penegakan hukum yang kongkrit tentang 

pertanggung jawaban pemegang saharn, direksi dan komisaris yang turut 

serta menyebabkan kesulitan keuangan. 

2. Pemerintah harus secepatnya mengambil asset dari pihak pemilik Bank 

sehingga dapat segera diperhitungkan dengan kekurangan dari pihak 

pemilik bank dengan pmerintah. Hal ini sebenarnya dalam rangka 

mengurangi beban pemerintah itu sendiri. Karena bila masih menunggu 

hasil dari penarikan asset bank dari nasabah debitur bank maka akan 

memakan waktu lama lagi, walaupun hal itu tetap dilaksanakan. 
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MENTERI KEUANGAN 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN WPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 533/KMK.017/1997 

-PENCABUTAN IZIN USAIIA PT ,BANK JAKARTA 

MENTERI I<.EUANGAN REPUBLIIC INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. * 
80851/U.M.II tanggal 3 Juni 1957, telah diberi izin usaha kepada PT 
Bank Jakarta; 

b. bahwa keadaan P.T Bank Jakarta dinilai telah membahayakan 
kelangsungan usahanya; 

c. bahwa Bank Indonesia telah nlemberikan waktu yang cukup kepada 
pe~nilik dan' pengulus bank untuk nlelakukan segala upaya guna 
penyehatan banknya, narnun tidak berhasil karena tidak adanya upaya 
yang sunggull-sungguh dari pelnegang saharnlpengun~s bank; 

d. bahwa Direksi Bank Indonesia dengan surat No. 30/93/DIR/UPB3/ v 

Rahasia tanggal 31 Oktober 1997 telah men~berikan pertimbangan 
untuk mencabut izin usaha PT Bank Jakarta; 

e. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mencabut izin 
usaha PT Bank Jakarta dengan Keput~isan Menteri Keuangan; 

Aengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral 
p emb bar an Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, 
Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonlor 2865); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tallun 1992 Nomor 3 1,  Tanlbahan 
Lenlbaran Negara Republik Indonesia No~nor 3472); 

3. Peraturan I'emerintah Kepublik Iridonesia Noinor 70 Tahun 1992 
tentang I3ank LIrnum (Le~ubaran Ncgara Republik Indonesia Taln~n 
1992 Nonlor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3503) sebagainlana telah diubah terakhir der lga~~ Peraturan 
Penlerintah Republik Indonesia Nonlor 60 Tahun 199G tentang 
Pe~ubahan atas Peratusan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 
(Lembaran Negara Republik Indo~lesia Tahun 199G Nornor 90, 
Tanlbahan Lembaran ~ e ~ a ; a  Republik Indonesia Nomor 3655); 



Keputusan Menteri Keuangan 

MENl'ERI KEUANGAN 

v 
4. Peraturan Pemerintall Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1996 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Iziil Usaha, Pembubaran 
dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diuball dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nolnor 40 Tahun 1997 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3714); 

5. Keputusan Mei1tel-i ICeuangan RI Nolnor 220IKMK.0 1711993 tanggal v 

26 Februari 1993 tentang Bank Umum; 

6.  Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/1997 tanggal 4 

22 Agustus 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara 
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank; 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI I FUIPUBLIK INDONESIA . 
TENTANG PENCABUTA3 IZIN USAHA PT BANK JAKARTA. 

Pasal 1 

. Mencabut Keputusan Menteri Keuangan No. 8085 1AJ.M.11 tanggal 3 Juni 
1957 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bank Jakarta. 

, I 
PT Bank Jakarta terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, 
wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan 
segala kegiatan usahanya. 

Pasal 3 
I 

Memeri~ltal~kat~ Direksi PT Bank Jakarta untuk melaksanakan Keputusan 
i11i sesuai ketenhlan yarig diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 
Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pen~elintah 
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pe~nerintah Nomor 68 Tahun 199G. 



Ceputusan Menteri Keuangan 

MENTERI KEUANGAN 

Pasal4 

Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Bank 
Indonesia. 

Pasal 5 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Menteri Kehakiman; 
2. Direksi Bank Indonesia; 
3. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan; 
4. Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan; 
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. 

Salinan se rn uai dengan a9 inyal 

~ i t e t a ~ k a n  di Jakarta 
oada tanggal 1 Nopember 1997 
Menteri ~euangan 

ttd 

Mar'ie Muhammad 



No. 30/ ~ ~ ~ / U P B J / A ~ B  j/~a.hasia Jakarta, 1 Nopember 1997 

Kepada Direksi 

P T  Bank Jakarta 

JI. Menteng Raya No. 29 

J A K A R T A  1034Q 

Perilla1 : Pencabutan izin usaha bank Saudara 
............................................. 

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Keuangar: Republik Indonesia 

No.  5 3 3 / ~ 1 \ : ~  .017/1997 tanggal 1 Nopember 1997 'Tentang Pencabutan 

Izin Usaha PT Bank Jakarta, untuk Saudara laksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pem?rintah No. 68 tahun 1996 tentang Icetentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, , 

Pe~nbubaran dan Likuidasi Bank, dan ketentuan pelaksanaannya. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1996 dan ketentuan pelaksanaannya 

dimaksud, k a ~ n i  minta perhatian Saudara untuk melakukan hal-ha1 sebagai besikut : 

1. Menghentikan kegiatan usaha bank terhitung sejak ditetapkan Iceputusan Menteri 

Iceuangan Republik Indonesia te rseb~~t ,  dan menutup kantor bank Saudara di se lu~uh 

wilayah Republik Indonesia; 

2. Segera memberitahukan pencabutan izin usaha bank Saudara kepada para . kreditur, debitur 

dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegia ta~~ usaha bank Saudara; 

3. Mengkoordinnsikan selusuh kantor-kantor Sank Saudara mengenai langkah-langkah 

pengamanan Ii;jrta dan kekayaan bank dan hal-ha1 yang peslu dipersiapkan dalam proses 

likuidasi, yang ~neliputi : 

a .  Menginventarisasi, nlengamankiln clan menilai seluruh harta kekayaan bank; 

b. Menginventarisasi selul-uh ketvajiban bank kepada kreditur; 

c. Menginventarisasi seluruh tagihan bank kepada debirur dan pihak laiimya, sesta dapat 

meneri~na pembaynsan setoran/~~elun~.san ksedit dari debitur; 



t anggal  1 Nopember 1997 -- - 

d .  Menyusun neraca penutupan per tanggal 31 Oktober 1997 dan menugaskan 

kepada akuntan publik untuk melaksanakan audit terhadap neraca penutupan 

d ima ksud . 

4.  Memberitaliukan kepada seluruli kal-yawan ~neligenai pc~icabuta~i izin usalia bank Saudara 

dan menjelaskan iangkah-langkah yang berkailan dengan pemutusan hubungan kerja sesuai 

dengan ketentuan Departamen Tenaga Icerja. 

5 .  Dalanl jangka waktu selambat-lambatnya dua bulan setelah pencabutan izin usaha, 

menyelenggarakan Rapat Umunl Pemegang Sahanl yang memutuskan : 

a .  pe~nbubaran badan hukum, dall 

9. pernbentukan Tim Likuidasi. 

6. Menghubungi kepolisian setenlpat untuk meminta pengamanan gedung dan harta kekayaan 

bank. I 

Selanjutnya unluk n~emperlancar proses likuidasi, Saudara berkewajiban untuk 

membantu Tim Likuidasi dalam n~enyelesaikan selurul~ liak dan kewajiban bank, dan untuk 

itu seluruh Direksi clan Dewan Icomisaris .PT Bank Jakarta tidak diperkenankan 

mengundurkan diri sebeluln pelaksanaan likuidasi selesai. 

Delnikian agar Saudal-a lnaklum. 

URUSAN PENGAWASAN BANK UMUM 5ZJ 

: - Dewan Komisaris PT Dank Jakarta 
81-lS0#.2.97.1~ 





R I S A L A H  R A P A T  

" PERSEROAN TERRATAS PT. BANK JAKARTA " 

Nomor : 40'.- 
/' 

-Pada hari ini, Senin, tanggal enarnhe,las Maret ----- 

tahun seribu sembilanratus sernbilanpuluh de.lapan - - -  
(16-3-1998) ---------------------------------------- 

pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Ragian Barat.- 

-Saya, HARUN KAMIL, Sarjana HUkum, ~ o t a r i s  di ------ 

Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----- 

nama-nanianya akan disebutkan pada bagiah akhir ----- 
akta ini.- ------------------------------:---------- 

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. ----  

BANK JAKARTA, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran 

Dasar serta perubahan-perubahannya telah dirnuat ---- 

clalarn Eerita Negara Republik Indonesia, masing- ---- 

anggal duapuluh clelapan Juni t ~ h u n  seribu ---- 

nratus delapanbelas (28-6-1918) Nomor 52, --- 

Berita Negara Nornor 201 tahun 1918 ;- ----- 

1 tujuhbelas Nopernher tahun seribu ------ 

us duapuluh dua (17-11-1922) Nomor 9 2 ,  --  

Tarnbahan Berita Negara Nomor 642 tahun 1922 ; -  ----- 

- tertanggal sebelas September tahun seribu -------- 

sembilanratus limapuluh s a t ~  (11-9-1951) Nomor 73, - 

Tarnbahan Berita Negara Nomor 418 tahun 1951 ; -  ----- 
- tertanggaI delapanbelas Oktober tahun seribu ----- 

sernbi lanratus 1 in~apuluh tu juh (18-10-1957) Nornor 84, 

I'arnbahan Berita Negara Nomor 1104 ta.hun 1957 ; -  ---- 

- tertanggal duapuluh s a t ~  April tahun seribu ------ 
jenibilanratus limapuluh sembilan (21-4-1959) Nomor - 
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Nomor 3 2 3  1 -  ---------------------------------------  

/ - t a r t a n g g a l  sembi l n n h e  l a s  P o h r u n r i  t a h u n  s e r  i h u  - - -  
! 

1 s e lnb i  I a n ] - n t u s  semhi l a . npu  l u h  empo t  ( 1 9 - 2 - 1 9 9 4 )  ------ 

r a n  I ~ I I I I ~ ,  Not n r i s  r1.i .Ta .knr ro :  y a n g  s;l 1 innr l -  - - -  



R I -  . n n Q ,  I Ke 1 1 . 1  ~ ' a h n n  rlan K e c a m 8 t a n  M e n t e n g ,  

J a k a r t a  P1.1.sa I , perneg;3.ng Kart,r.l T a n d a  Pendr.lduk - - - -  

vnmor  1 6 Q 4 . 7 3 1 6 / 0 1 . 0 ? 3 Q Q 9 6  ; -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-1nenl.lrvt: k e t e r n n g n n n y a  da l . am h a  1 i n i  b e . r t i . n d a k  --  

sel ,aga, i  : -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -  

I I a .  Kolni s a r i s  lilallia P e r s e r o a n  ; - ----------------- 

t .  Pe.mi I i. k/peli i t?gang dn.r i 29.5 ( d u a r a . t u s  s e m h i  1an  - 

prl l u h  l i n l a )  sa.hani p r i o r i  t a . s  clan 1 9 1 5  ---------  

( s e r i h u  ,senil>i l a n r a t u s  1 i rna .be1a.s)  s a h a n ~  ------- 

( b i a s a  d a  Ian,  p e r s e r o a n .  --:------------------- 

I c .  b y a h  y i ~ n g  I r l en ja la .nknn  k e k u a s a a n  o r a n g  t u a  - - - -  

a l a s  c l i i n  oI~'1'i  k n r c ! n a ~ ' ~ ) r e ~  1.1nt1.1k clan n t a s  - - - - - -  

nania nna .knya  y e n g  n l n s i h  d . ihawa.h uniur b e r n a m a  - 

N U R . A N S  P I J J  TASTIJTI , Pe  1 a j a r ,  b e r t  e m p a t  t i n g g a l  

d i  . T a . k a r t a ,  J a  l a n  D i p o n e g o r o  Nomor 2 0 ,  R T . 0 0 9 ,  

Rw. 0 0 7  , K ~ i 1 1 . 1 r i l h a r i . d a n  liecan1a.t.a.n Men t e n g  , - - - --  , 

. I . T a k n r t a  F u s n t ,  :?ang d a I . a s  h a 1  i n i  d i i u a k i l i n y a  I 

/ s e h i i g ; ~  i pe111i 1 i t / p r . s r egnng  d a r  i 1 0  (sepi.1 l u h )  - - -  
I 
( s a h a m  p r i o r i t a s  c1a.n 1 0  ( s e p u l u h )  s a h a n ~  b i a s a  - 
I 

1 2 .  Nyonya  R A I ' M A N S  PROROSLITEDJO, S w s s t a . ,  h e r t e m p a t  -- 

I t i n g g ; ~  l d i  J a . k a r t a ,  .Tal.an n iponego rc : ,  Nvlncir 2 0 ,  -- 

K t : .  0 0 9 ,  Rw. 0 0 7 ,  K e I . u r a I ~ a . n  d a n  Keca.mata.n M e n t e n g ,  

J a k a . r t a  P u s a t ,  pernegang K a r t u  Tanda .  F e n d u d u k  ----  

,Yolllor l r j 0 4 . 7 S S 3 / 6 8 8 3 3 9 0 2 9  . ; - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-nleriu.ru l: ke t e t - a n g a n n y a .  clalanl ha1 i n  i l3e.r t i n d a k  - -  

se l : laga i ,  P f ? ~ r ~ i  1 i k / p e t ~ i ~ : ~ n ~ i g  r1;iri. 5 0  ( I  i~nap1.111.111) - - - -  

. s;i 1ia1i1 !I I .  j I >  I: .i I.. i.1 5 ' ( I  ;)I] 3 6  ( t  i g;q [> \ I  11.1 t i  (3n811i) ~ t i  Iia111 -- - 

3 .  Nyonya  ~ o k t o r a n d a  DTNTARTI PER.TIWT, S w a . s t a ,  ----- 
\ 



. -  t e r  t a n g g a  1  d u a p u l u l ~  s a  t u  Nopernber  t a . h u n  s e r  i.br.1 - - -  

s e r n b i  1 a n r a . t . t l s '  s e r n b i  1 ; l n p u l u h  e m p a t  ( 2 1 - 1 . 1 - 1 9 9 4 )  ----- 

- t e r t a n g g a . l  duapi.11.uh s a t u  N o p e m b e r  t , a . h u n  s e r i h 1 . 1  ---- 

.se.mbi:l a n r a  t u s  'serrihi  l a n p u  1  Oh e n ~ p a , t .  ( 2 1 -  I. 1 - 1 9 9 4  ) ----- 

Nomor 7 2  ; -  - - - ' - - - ' ; - - L - - - - - A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- t  ? .I- t  n n g g a l  d u a p u  l.1.1h s a  t1.1 N o p e m h e r  t ahl.ln  SF!^ i b1.1 ---- 

s e ~ n l ~ i .  l . a n r a . t u s  senlhi .  1cl.npu 111h e r n p a t  (21 . -  1. 1 - 1 9 9 6 )  - - - - -  

Nolnor 7 3  ; -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- t e r  t  a n g g a  l  c1l.1ep1.1 11.1h .sa t1.1 Nllperriber ta111.1n s e ~ :  ih!l - - - -  

seml?j .  l a n r a  ~ \ I S  .se~r~I?. i  lanpl.1 11.111 e.nrpo.t. ( 2 3 - 1  1-1 9 9 4 )  ----- 

N o m ~ r  7 4  .L  ........................................ 

ke.r,emuc?nya d i b u a t  cl i h e d a p e n  s a y a . ,  N n t a . r i . s ;  - -------- 

- t e r a k h i r  b e r d a . s a r k a n  a k t a  t e r  tc7ngg3 1 t  i g a p u  l u l l  - - -  

N o p e m b e r  t a h u n  s e r  i b u  s e n ~ h i  l a n r a  t .1 .1~ sembi I anlX.1 11.1h--- 

1  i m a  ( 3 0 - 1  1 - 1 9 9 5 )  Nomor 2 2 2 .  y a n g  d i b u a t .  d i h a . d a p a . . n - - -  

PURBAYDARI, 8 a r j a n a ; I - I u k u r n  p a d a .  w a k t u  i t u  p e n g g a n t i  - 

j d a r i  l1AJI ARDllL KADJ!? I !SM.AN~ N o t . a r i .  d i  ------------ 
! 
I .T;.lk;l.l:t.a , , l . l r l t  1.1k :;E: l n n j ~ ~ t n y a  ( : l - i . s ~ : l ~ ~ . ~  t P ~ I . . ~ C , I - ( I ~ ~ ~ I ,  - - ----  

I. -Bera.cIa. c l i  Karl t o r  R a n k  .Tali.nr t a . ,  'Irn1a.n. M e r ~ t e n g  ------ 
I 
i R a y n  Nolnor 2 9 ,  .TRlcar t a .  P1.1se.t.. - --------------------- 
i I -Aga.r  mernl?rra.t . F  i s a .1  a h  Rap8.t: m e n g e n a  i s e g a  l a  . s e s l l a  t u  I 
I 

! y a n g  d i l ? i c a r a k e n  da .n  d ip1.1 t . l . lskan d a  1o.m R a p a t .  ! ~ I I ~ I . I I ~ I  ---  
! 
' Pernega.ng S ~ h a m  d n r  i p e r s e r o a . n  t e r s e b l . ~  t  y a - n g  d i . a d a k a n  

: pacla. h a r j ,  t a n g g a . 1  dar i  p\lki.il t . e r s e l ? i ~ t  rl i .2.ta: ,-  -----  
. . 

- T e l a . h .  h a . d . i r  d a l a . n ~  r a . p e . t ;  da.n k a t e n a  j.1:i.l ----------- 

b e r h a d a p a n  c l e n g a n  sa.yc7, N o t a r i  s :' - - ----------------  

, 1  . T1.1;rn 1-18 j j. PF!OPOS~!TET?.TO, . I{ljj f a s ~ v 8 8 t  a ,  h e r  telnp-ra t ---  

I t i n g g a . 1  d i  .Takar  t a ,  .Te . lan  D i p o n e g c r ~ . ~  Nnnlot. 2 0 :  -- 

\ 



Fur.  0 0 7 ,  Ke l u r a h a r i  dnrl K e c a r n a t a n  M e n t e n g ,  -------- I 

J a k a  1- [ a  P1.1r;;i I : ,  pemc!gi:tng K a r  t u  T a n d a  P e n t l u d u k  - - - -  

Nnmoi: 1 .604 .4041 .4 /4 .1  I n 6 8 3 7 8  ; -- ------------------- 

-nien~irl . l  t. k e t  e r a n g a n n y a  rla l.am. h a  l i n i  h e r  t  j . ndak  -- 

s c b a g a i  . -  ------------;------------------------- 

a .  n i r e k t u r  P e r s e r o a n  ; -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, , 
' i  

h .  Perrli 1 i l ; / p e r n c ! g a r ~ ~  d n . r  i I 0  . ( s e p u  l u h )  saha111 - - - - -  

pr. i.nr i ! . a s  dlin I(! ( e e p u  lul ' i )  saharn  h i a s a  - - - - - - -  

,-la J a n ~  p p r ~ e l - o n n ,  - ------- ---- -----------------  

1 7 .  
T u a n  W A L . T T M T N  SAPTo WTRATMO, S w a s  t a  , b e r t  e m p a t  -- 

t . i n g g ; ~ I  r l i  . T a k a ~ - t n :  Tsmnn Kel?on ,Teruk 1 3 / 1 3 ,  - - -  

R t . 0 0 7 ,  S w . 0 0 4 ,  K r : l u r n h n n  S r e n g s e n g ,  R e c a m a t a n  - -  

K~!ri!I>angari, ' . J i l k ~ ~ ~ : f  a. ~ P I - a  t  , p e m e g a n g  K a r  t u  T a n d a  -- 

Penduc l i~f i  Nornor 3 8 0 4 .  1 5 4 9 4 / 0 9 0 9 4 7 2 2 0  ; - ---------- 

- m e n u r u  t  k e t . e r a . n g a n n y a  d a  lam ha31 i n i  b e r t  in(1a.k -- 

s e b a g . b  i -  T?i l -ek t i , i r  1Jtauia P e r s e r o a n .  - -------------- 

- P e n g h a d s g  T I . I A ~ I  WALJlMIN SAPTO RTRATMO t e s s e b u t  ---- 

(1;1 I a1n ~ F ~ ~ I . I ~ P I I T I _ V I ?  s e l > ; ~ g a  i ni. r e k t u r  Utama P e r s e r o a n ,  - 

I ~ e r - c l a s a ~ - k i i n  ~ E : ~ . C I I  1 . 1 . 1 ~ 1 . 1  P a s a . 1  1 7  a n g g a r 8 . n  d a s a r  ------ 

p c r s e r o a n  msmbuk.a r a p a . t  s e . l a k u -  K e t u a ,  s e l a n j u t n y a  --  

1l)en<<l-,ql1gka,n : - ------------------ r ------------------ 
I 
I - 1)aIiwa. p e r s e r o a n  p n d a  s a a t  i n i  t e l a h  m e r i y e t o r k a n  --  

1 . 0 0 0  (st:~: i h i . ~ )  s;ill~l111 pri,r?r i t a s  (Ian 5 .  0 0 0  ( 1 inia --- 

r i b ~ )  s a h a n i  l > i a . s a  c1enga.n n i l n . i . n o r n i n a l  u n t u k  -----  

t i  a p -  t  i e.p sa11a.m s e h e s a r  Rp. 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  - ---------- 

I ( s e p i l  I u h  ji.1t.a. rup i s .11)  a . to .u  s e l u s u h n y a  s e b e s a r  - - - -  

I R p . 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ( e n n m p u l u h  m i l y a r  r u p i a h )  ---- 

I a t a l l  I I I B T U P R ~ R ~  semlla s a h a l n  y a n g  t e l n h  d i k e l u n r h a n  

j 0 1  t?h pt!1-:;cr-oal1 .s.?mp;.l i i l e n g a n  bar i i l l  i  . - - - - - - - - - - -  

- l?ahwa .;erul.~a satiani  y a n g  d i k e l u a r k a n  o l e h  P e r s e r o n n  
\. 



/ 
be . r t . c .~ r ipe t  1. ingggl. cli. ,Tak.as.l:;i, . T ? I ~ H T \  nipc:>r\ego~.r.i -- 

Nnmor 2O: R t . .  O n ? ,  ~ w .  0 0 7 :  Kell i i : .n.ha?~ I-lan KecR111a.t a n  

Men t e n g ,  Ja.ka.r t EI P i . l s ~ L ,  pemegang Kar t.11 T a n d a  ---- 

P e n d ~ ~ c l u k  Nornor 1 6 0 4 . 7 4 5 2 / S 4 0 4 6 2 2 6 5  ; -  ----------- 

- r n e n u ~ . ~ i  t kc te . ra .nga.nn)-a  (13 1 am h a  1 ' .  i n i  l3ct.r I. i n r l a k  -- 

s e l 3 a g a i  Penii. 1 i k / p e ~ n e g n . n  d a r i  1S ( 1 i I S )  ---- 

saham p r i o r  i ta.s dan  9 ( g e m h i  I a n )  ' sa .has ,  l ? i a s a .  ---- 

( 4 .  T u a n  SEPTANTO SUPADIARTO WAHYUNO PRODOSIJTEDJO, -- 

S w a s t a ,  11er tempa . t  t i r l g g a l d i  J a k a r t a . ,  .Talon - - - - -  

D i p o n e g o r c i  Nornor 2 0 ,  R . t . 0 0 9 ,  R w . 0 0 7 ,  k 'e11.1ra.han -- 

clan K e c a l n a t  a n  Ment:e.ng, J a ' k a . r t a  P U S ~ . ~ ,  p e m e g a n g  --  

K a r t u  T.c~.ncla Pe..ndl.~dl.ik Non!or 1 6 0 4 ,  31 .807 /1109(53462  ; 

-me .nu . ru t  k e t e r a n g a n n y a .  t l a l n ~ n  h a 1  i r i i  h e . ~ : t . i . n ( l a k  --  

I s e b a . g a i  P e . m i l i l r / p e ~ i i e g a . n p ,  da.1-i 1 0  ( . ; ep~ l l . l . lh )  ------  

5 .  N y o n y a  RITARIA KIJRNI-AWTA ( R I T A  PFOEOST.ITEDJO) , --- 

Master of .  A r t s ,  S w a s t a . ,  . I ? e r t e n i p a . t '  t i n g g x l  c l i  ---- 

I J a k a r t a ,  J a l n n  P i p o n e g o s o  Nornor 2 0 ,  R t .  0 0 9 ,  ----- 
Rw.. 0 0 7 ,  Ke l i ~ r r _ ? . h a n  clan Kecama.ta.n Men t e n g ,  -------- 

J a k a r t a  P u s a t ,  p e m e g a . n g  Kar. t u  T a n d a .  Penduc luk  ----  

I s o h a l n  p r i o r  i t s s  d n n  1 0  ( s e p o  l s l l )  saliii~r ---------  

?la R I: I? t: .(-I f .A J. 1. s : I :  t a I :  t I f 1: j, r1gc9 1 11 i - - -- 

Ja .ka . r  t~ , .Ta.lan D i p o n e g o r o  Nnnior 2 , O ;  fi.1: . no? ,  ----- 



+_.- 

k ~ n d n n n  ~ii~lrripi i h,? t i n k n n  )Inrig me I a n d a  R a n g s a  d n n  ----- 

Nega1:a Tnclones i n .  a k h j  r -a1;hj . r  i n i  ; - ---------------- 

- hahwa  h e ~ - d a s a r k a q  S i l r a  t  n i r e k s i .  Pa.nk T n d o n e , s i a  --- 

t e r l a . n g g a  I, d ua .he1  a s  M a i - e t .  t .a .hun s e r  i h u  s e m b i  1 a n r a . t ~ ~  

s e m b i l a n p u l u h  c l e l a p a n  . ( 1 2 - 3 - 1 ? P 8 )  Nornor ------------ 

3 0 / 1 7 6 / D j  r./(!l.lS p e d  h a  1 h a s i  1  pemba .ha .wn p e n y e l e s a i a n  

t a ] , r ~ q g a n  t e l l f i g  IT . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- ba.hwa k e p e  t. i nya.n u ~ n i ~ r n / n a s a . h a h  ' n a n k  J a k a r t a  t  e 1 a h  - 

c. l~l ; i lp  t e r p e n u h i  i3enga.n n.denyn. k e h i j a f a n  P e l n e r i n t a h  - 

y a n g  memhel- i k e p a s  t i a n  penge lnha l  i 8 . n  s e  1ur11h dar ia  ---  

mi .  1 j k n ~ s g l > : i h  P T .  R a n k  . lnk,qr t .a  - ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-hahwa.  n l e h  korc!na it.11 R a n k  J a . k n r t a .  m e n c a l ~ u t  p e . r k a . r n  

I t e r c r h ~ l t  d i a t a s  t e r t n n p g a  l t  i g a b e l o s  M n r e t  t a h u n  --- 

s e r  il?il semh i l r i n r n  t 1 . 1 s  s emh i lonpla I i.lh de  1 a p a n  --------- 
. . 

( 1 3 - 3 - 1 9 9 8 )  - y a n g  c l i t e l - i ~ n n  o l e h  :Peng;ic.il 1a.n T a t a  U s a h a  

N e g a r a  p a d s  t a n g g a l  y 8 . n ~ ;  sanla. r l engan  t a n g g a l .  p o k o k  - 

, T u r a t  ; -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i - F a h ~ v s  . .r ;esua.i  r l engan  k . e t e n t l ? a n  I J e r a . t u r a n  P e m e r i n t a h  

I 
Nornor 6 8  t e r t n n g g a  1 t  i g a  D e s e m b e r  t a h u n  , s e r i h u  - - - - -  

s l ~ c l a h  1: i d n k  hc!:!1.lak11 l a . g i  :cla.n d i n y a t n k a n  d i  1:i.l t u p  - 

sr.l>.?gn i man,? d i n ~ n k s ~ i c l  d a  1 a.m S i i r p  t Ke,niltir.?an -----  

M c n t c r  i K e u n n g a n  N c ? ~ i i i ~ i - .  533/KMK..017/1?9? t e n t a n g  

p c n r 8 i h ~ ~ t n l ~  i 7 i n  i ~ x n h n  P T ,  Rank  J a k n . . r t n  I --  

1 Nauemher 1 9 9 7  1 -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. 



I - h a d i r :  d a l a m  r a p a t  I s e h i n g g a  o l e t i  k a r e n a  i t u  - -  

s e s u a i  dengar1  k.e t en t1 . i an  P a s a . 1  1.6,,aya.t  3 a n g g a s s n  - 

t l a . s a r  P e r s e r n a n ,  p a . n g g i  1 a n  l e b i h .  da1l1.1 l u  t i d a k  - - - -  

d i p e r  1 uk.a.n l a g i  d a n  r a . p a  t  i n i  saki  , s e l a t . a  l2erha.k  - - -  

m e n g a ~ i i b i  I. k e p u  tl.l.r;an ya .ng  sa.11 d a n  ~ n e n g i k n  t -------- 1 

t  e n t a n g  s e g a  la,  .st?sl.la.t.u y a n g  a k a n  cl i h i c . a . r a k a . n  ----- 

c l a p a t  d i p e r  1 i h a t  k a n  k a r e n a  . ~ a h a . ~ @ - s a . h a m  te.~:sc+l:~~.i t .  - -  
, . 

be  lull1 d i c . s t a k  o l  el1 P e l - s e r o a n ,  a .kan  I :e l -npi  Kr.t.1.1a. - -  

I ( g i s t a s , -  - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - -  

' - b a h w n  B a n k  J a k a r t a  h e r d a s a . r k a . n  Kep~1 tusa .n  --------- 

Perner  i n t a h  l ~ e r c l a s a i - k a n  ~ u r a  t K e p ~ t u s a . ~  M e n t e r  i ----- 
I 

K e u a r i g a n  R e p u h l  ik. Z n c l o n e s i a  t e r t a n g g a  1 s n t i ~  -------- 

N o ~ i c r n b e r  t a h l i n  .set.i h ~ r  se~nbi.  I. a n r n  t t ~ s  sernlri l nn171.1 l u h  --  

t u  j u h  ( 1 - 1 1 - 1 9 9 7 )  Nolrins 553/KMK. 03.7/1 .?997 d4.n S u r a r ;  

R a n k  I n d o n e s  ia .  t e r  ta . ,ngga.  1 s a . t - u  N a p e m b e r  t a h u n  s e r  i l?u 

s c m h i  1 a n r a t . u ~  sczmhi l a n p u l u l ~  t u j t ~ h  ( 1 - 1  1 - 1 9 9 7 )  - -----  

Nornor 30/224/I?PJ?,7/AdE3/Ra.ha.s i a .  t -en t  a n 2  P e n c a . b u  t3.n - -  

I z i n  I J sahg  PT. J?e.vk ,Takar!:a j -  ..................... 

- b a h w a  B a n k  J a k a r t a  t i d a k  d n p a t  . m e n e r  ilna K e p u  t u s a . r ~ -  

t e r s e b u t :  sehingge. B a n k  . ?a .ka r ta . '  mengaj1.1kt1.n.  g u g a t e n  - 

d a l a m  p e r k a r a  g u g a t a n  d e n g n n  p e m e r i n t a h  d i  --------- 

P e n g a . r l i  l ~ n  Ta. ta .  lJ .r ;~.ha Nega1:a di .  J a k a . r t : a .  c1a.lam - - - - - -  

p o k o k  ~ e . i k a r a  Nnmol- 1 .?5/G.TIlN/1997/PTLJN-.JKT ; - - ----  

- l.>n.h\v:i n a n k  . J a k a r t a  ~nc:nyadai-i  d a n  rnc?nir.l~an~i. I.);.~hw.> - -  

Perner  i n t o h  p e r l u  b e i . k n n . s e n t r a s i  u n t ~ r k  i n e n g a l a . s i  ----  
\ 



-Dalani  me l a k s a n a k a n  t u g a s n y a  T i m  P e m b e r e s a n  ----- 

h e r - ~ v c n n n g  r n e w a k i  l i  R a n k  clalarn s e g a l a  h n l  y a n g  --- 

b e r k a i t s n  d e n g a n  p e n y e l e s a i a n  h a k  d a n  k e w a j i b a n  - 

I a .  M e l a k u k a n  V e r i f  i k e s i  clan 1 n v e t . l t a r i s a s i  ------- 

k e k n y a a n  dfin k e w n j i h a n  Rank  da.n m e n y u s u n  ----- 

n e r a c , a  v e l ; i , f i k a , s i  , -  ---------- - - - - - - - - - - - - -  ---  

I , .  F lenyus,un Renca l ln  K e r  j n  dc?n A n g g a r a n  n i n y a  ; - - -  

1 c .  P1elakuka.n  p e r u n d i n g a n  d a n  t i n c l a k a n  l a i n  clalnrn 
t -. 

r a n g k a  p e n  jr la I n n  ha . r  t a  k e k a y a a n ,  p n n a g i l i a n  --- 

p i u  t a n g  clan p e n g a  l  iha .n  kewa . j  i l ~ a n  B a n k .  - - -----  

I d .  M e w e k i l i  P a n k  r l i l u a r  c1a.n d i r n u k a  P e n g n d i 1 a n . -  - 
I 1 e .  H e l a k o k R n  P u h l i k n s i  1.1nt.irk s e t i n p  ha.1 y a n g  - - - -  

i d i w a j i h k a n  clan d i r n s a  per l1 .1 . -  ---------------- 

. I p ,+gawai  . -  ------------------------:----------- 

I e -  
Mempekcr  jn .kan  pe.grlvra i clan memin t  a h a n t u a n  ---- 

I p i . h 3 k  l a  i n  i i n  t l lk  mcrnhantu p e l a k s a n a . a n  
I 

h . ,  MeSnkr;nna.k.nn pernhayar -an  k e p a d a  K r e d i  t o r .  - - - - -  

i .  Mcni t . ipk.an 13.7.gian y a n g  tic1n.k d j a n i b i l  ole11 ---- 

i K r e d i t o r  t e p a d a  Dank J n c l o n e s  i n.  - ------------- 

1 j .  M c n g ~ ~ s l l n  Yc!riicn A k h i r  clan inen iper t . angg1~ng  -----  

I j ? ~ w a h k a n n j r n :  keparl:? R a p a t  1.lrni.1m Perl iegang Saharn .  - 
't,, 

I -.4cla.pun 1 1 ~ 1 . 1  1.-1.1si.l l  " t . e r s e l : , r ~ t  c1j.a t a s  1 : e l a h  (1 j. t e r i r n a  --- 

13 l r l i  R . ~ i , . c l  t  rlc:nx,qn .511a1:~ I , l i ]  ;l t . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 0 l c h  k r i r e n a  t i d a l i  a d a  p e r r n f i s a l a h a l ~  yw.ng -----------  

r l i l l i c a ~ - s k n n  I n g i ,  111;7ka Kc . t i .~a  m e n u t u p  r a p a t  j .n i  - - - - -  

a  I 1 1 1  . n n  (.?(:he1 a s )  Wakt,u I n d o n e s i a  E n g i  all 



- ~ a h w a  0 1  t lh  k a r e n a  e . c n r a  ra .pa . t  i n i  t , e l a h  d i k e t : l ' ~ ~ . l i  - 
8 

s e l u r u h n y a  o l e h  p a r a  p e s e r t a  r a . p a t  , maka K e t u a .  - - - - -  

R a p a t  Inengusul .k: jn  clan 1.a.pa.t ke.rnl.ldian rlengarl  s u a r a  -- 

b u l a t  memutus l ;a ,n  ' : -  -------------------------------- 

1 . Meni1,er i t a.hukn.n ba.hwa i j i n  u s a h a  P T ,  Earlk J a k a r  l-a 

s u d n h  t i d a k  b e r l a k u  l a g i  clan d i n y a t a k a n  d i t u t u p  - 

s e l ~ a g a i m a n a  d ima .k sua  c1ala.m Sl.lra t K e p u t u s a n  ------ 

S1eritel.i Keuanga .n  Fu'on~or 533/KMK.017/1997  t e n t a . n g  - 

p e n c n b u  t a n  i j i n  ~ s . q h n  P T .  Da.nk .Takas t a  t a n g g a l  - -  

I 1 I\lopelllber ] .C)?7.-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I , A t a s  r l n a a - r  p e r s ~ : l : i . ~ j ~ l a u  I3 i . r e . k~  i Rank l ,r~done..s  j.a --- 

' Irre l a ! ~ . ~  j. sura . f :ny;n,  r:ey 1;a.ngga.l d u a  be1a . s  Ma.re t  t a l ~ u n  

sc.1. i131.1 , . ~ e ~ i l b i  1 a n r a . t . u s  seinbj.  1anp1.1 11.1h r.le] a.1iiq.n ------  

( 1 2 - 3 - 1 3 9 s )  Nomor 30/I76/Dj . r /UI . IS rnernbentuk T im -- 
! 
1 J?c!nlberesa.n d r l n g a n  S ~ . ~ s u n a . n  Tirn s e b a g a . i  h e r  i k u  t  : -- I 

i - K e t u n  : T u a n  U n j  i PROBOSOBTEDJO ; - ---------- 
I 

j - ?,nzgc?tr, : Tua.n PUDl!NG MAMIDT ( c l a r i  Bank  ------- 

WIRRTFIO ( d a . r  i B a n k  J a k a r t a )  ; --------- 

T I J : . ~ ~  D o k t o s a n d u s  I-1a.j i. TRI WIDOl?O ---- 

( d a r i  PT.  bIERCI! F U A N A )  ; -  ----------- 

*Iq 1.1 :\ TI 11 , :', h:l T I l l  I !I Pi ( rl ;i I. j hl a j e I, :i .s 1-1 I a.1118 - 



. -Maka s a ) r a ,  Not a r  i , ~  111e111hua t R i s a  l a l l  Rapc.~ t i r l i  - - - - - -  

1.1n t 1.1k d i p e r g u n n k a n  se l?aga  i ~ n a n a  nics t iriya . - - - - - - - - - - -  

i - S c ~ g c r a  s e t e l a h  ; ik t i l  ini c l i l ~ s c a k a n  o l e h  s a y a ,  - - - - - -  
! 

N o t a r  i s ,  k e p n c l a  p a r a .  penghada l?  d a n  s a k s i - s a k s i  , - - - -  
i 

. sa1;si - s n k s  i clan s a g a ,  N o t a r  i s .  - 

i -Fl in i .~ ta  3 k t a  i n i  t e l n h  d i t a r ~ r l a  t a n e a n i  c1enga.n ------  
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JAKARTA 10340 
7 

No. : ~ P B  JI I 1198. 
t i , ,  

.. ~e&ba' ; t~ l .  : 
Direksi Bank Indonesia 
CY. 
U. P. B. 3 
di Jaltarta. 

. . 

Perihnt : Pcmbcritahuan. ... . .  

Dengar) hormat, 

Sesuai kesepakatan Bank Indonesia dengan PT. Bank Jakarta, .bersama ini 
kami beritahukan bahwa : 

PT. Bank Jakarta pada hari Senin tgl. 16 Maret 1998 telah melakukan Rapat 
Umum Pemegang Saham ( RUPS ), ( terlampir ). 
PT. Bank Jakarta telah membenluk Tim Pemberesan : 
.Ketua : H. Probosutedjo 
Anggota : ~Dudung Hamidi 

Drs. Waldjimin S . 
Drs. Tri Widodo 
M. Amin SE. 

Y 
I-I. Amidhan 
Bambang ~ u r o s o J  

PT.Bank Jakarta lelah mencabut gugatan di PTUN Jakarta ( terlampir ). 

Jakarta, 'I6 Marct 1998. 1 

Kotua T im ~embcrcsan  

: 

H. Probosutodio ' 

Kanlor Cabang : Jakarta - Surabaya - Bandung - Yogyakarta - Mcdan 1 
1 
3 
$ .  .. . 
4 . . . . . - -- . . 

.f 
4 
1 
i 
~ - ' - - U " C  ..-.. .u;,. , . .. 

F ~ ~ ~ ~ ~ n ~ : ~ . m . p P v . ~ m - n .  . .. .,...-.. : ..r .-.-, . ...-... ,. . .. 

. 
Dernikian ~ u r a t  pemboritahuan ini disampaikan berkailan dengan upaya .. penyelesaian PT. Bank Jakarta yang dicabut ijin usahanya. Alas kerja sama 

i. ysng baik diucapkan terima kasih. 
: ' I  



fIAHUN KAMIL, SH 
NOTARIS Dl JAKARTA 

JI. Hang Tuah No. 16 Kobayoran Daru Jakarta 12120 
Tolp.: 7266686 Hunling. Fax. : 7232310 
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.'..' , : . . . . . .  ... ..; : . . .  ........ .. , 
.....A v., . 8;:: .< . I . .  . .. L . . 
; :: . .  s r r 1 7 ~ ' l '  KlT'l'I'.r4~ N G ~ N  
-1: . . 
. . . , .... _... ... N o r n o r :  : 2 X / N / P v J ' /  1: 1 X / ,l, ' 3  2% 
. . .', I I . :... .-. . . . .  . . . .  : . .  
::?).; 

... . . . .  ; . . 
------------ . :. ., Y a n g  h e r  t a n c l a -  t a n & a n  cl i l ~ a v a h  i n i  : - - - - - - - - - - - -  

...... '::.:. i . -. , 
,: . . ----------- 

. . H A R II N K A El 1 L ,  S n r j n n n  I ~ { I ~ C I I I I  - - - - - - - - - - -  
..',.$' ' : . . .  i.. . . > . : . . . ':, :,:?' : I -------------------- 

I - NOThRIS 0 1  JAI ( , \RTA'  --------------------  ....... . . .  .; .. ..' ! ........ 
. : -  . .._.. : . I .  . . . .  . . .  , ...... 

.;: ;;,,.j: .' 
.. , :..,,,. ,:! 
,...:. ... 7 .  E l e n e r a n g k a n  d e n ~ a n  s e s l ~ n n ~ t ~ t i n y ; ~  l > ; ~ l i w : ~  1);1rl;1 tin r i , S e n  i n ,  

2 :.,<..::;! 
. 8 : ;%>,! ; ' . ' '  ....... ::1 (. ..*. .  
.'.#, 3.':. ; 

t a n g . g a l  16 h l a r e t  1 9 ? R ,  t e l a t ~  r l i a t l a l i o n  p r ? n ; ~ n r l ; ~ - t ; r r ~ ~ i ~ n n r ~  a k t a  
........ -! . . .  ;,:.." . ! .  . R i s a l a h  R a p a  t  P e r s e r o a n  T e r b a  t a w  PT .  B A N I (  JAKARTA r l e n ~ a ~ i  --- 

-.'I. ! : 
. . .  Nornor 40  r a p a t  n l r ? .n~ l l t \ l skan  : -  ------------------------------ 

..:.:.. :.. .:. 
::; .,.. ...... , . .... ,. 1 . a t a s  d a s a r  p e r s e t k l j ~ ~ a n  D . i r e k s i  Dank  I n r l a n c r s i a  ~ n t ? l a l t ~ i  --- 
... : . . . .,:. .I ., . . . . .  s u r a t n y a  t e r t a n n g a l  d t ~ a  b e ~ n s  E l a r c t  tl1Iit111 s c r  i b l ~  -------- 
{.'.,'.! 
'>! >.v, 
.:.: I 

s e 1 n b i 1 a n r a t 1 r . s  . s r r rsI>i lar1~11111I ,  r . l e l ap :~n  ( 1 2 - 7 - 1 ? ? R )  N o n ~ o r  --- 
. .  ..:.I . . ;it 

, . i l . ' i  ,. . . 3 0 / 1  7 6 / D i r / l l l l S  nle111he.nCt1k Tin1 P e ~ ~ ~ h r ? r e s n ~ i  r.lr?nyan S u s u ~ l a n  -- 
. ..( . 
, I . . ' . :  . . . . 

T i m  s e , b a g a i  b e r i k u t  ----------------------------------- 
. . .  . . ,  . . :'. ' :  . , .  . . -: K e t u a  : T u a n  Ha j i PRODOSOETRDJO ;- ------------------ 
..... 

S.' :. , .: 
,' .: ...! - h n g g o t a  : T11an D1JDIJNI; IIAFIIDI ( d a r i  R a n k  1 n d . o n c s i a )  ; - -  
:_ i .. . . , I .  ... 
. .  :. ..:: . , . . .  . . r . ; :  
: - .  Tiran l l o k t o r a n d i ~ s  IU'AI,DJICiIN SAPTO lJIRATEIO ---- 
...... 
. . .  . . . .  ( d a r i  D a n k  J a k a r t a )  ; . ....................... 

,'. . . .  ..... T u a n  D o k t o r n n d u s  l l a j i  TRI  \JTDODO ------------ 
...... . I . .i .. ..i : 

.. . j .: (c1ar . i  PT, EIRRCIJ DI.IANA) ; -  ------------------- 
.., : '.'! : : 
: a ,  . :,<: 
: .: : 

T u a n  MUIIAIIIEIAD A E I I N ,  S a r j a n a  E l tono~t l i  --------- 
.. .. . . . .  ...... 
, ..,:;w: . .!.'..?! 

' ;.':.;,I 

( d a r i  R a n k  I n d o n e , s i a ) ; -  ..................... 
:;.: ::: 
::. ... ... : .. . . . .  . . ...: ' . T u a n  ) I .  AEIIDIIAN ( c l a r  i E l a j e 1 . i ~  I l l a l ~ i a  --------- ......... ::;. . ,. . . ..: .... . _ , .  I n d o n e s i a  ; -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - -  

, . . '  . .::! 
; ..:, ............ . .;,:,. '. 

.. :. ,, ..> ::.,.! ;r.; l ' uan  DAFIDANG SOEROSn ( c l , i r i  1'1'. ElEllCll O U A N A )  ; 
. . .  ,:.:A,'.! . (I:.... ..... : .... -. . .;. ._.. - D ~ l i . l m  n ~ e l . a l i s a n n l i ; ~ n  t \ l g n s l l y i l  Ti111 P ~ ? I I I ~ > ~ I . C S ; I I I  I ~ P I . W O I I : I I ~ ! ;  - - -  ..... :..:.:.:* .... 

, .:;;p:; 
;i.< 

~l lewa l ; i l  i. bilnli  clil1;1111 s c g a l o  h a 1  y n n g  I>ol.l<a i t a n  r l c n c a n  - - - -  . . .  
. n .., ...... .: .'I ., . 
, .'& 

p e n y e l e s a i n n  hal;  c lan I ;cwaj  i h a n  n n t a r a  l a  i n  : -  - - - - - - - - - - -  
;.;:! 
.. .: a .  E l e l . a k ~ ~ k a t i  Vcri T i l ; a s  i. clan T n v r . n t a ~ .  isi1.s i l i r ! l i ~ y ~ i l l ' l  ------  

, . ? . .  ,... 5 * ... .;:: ..... clan k e w n j i b a n  I3anlc d a n  Illenyilscln n e l ' a c n  v e r i f  i . k n s i .  - - - -  ::.. 
. .  ' . . . .  .... . .' '3' .,. :.: ,,! I, .  E l e n y i ~ s t ~ n  I t e n c a r l a  K e r j n  rlan Anggn r a n  I \ i i i y a  ; - - - - - - - - - - -  

c .  H e l a k u k i ~ n  p e . ~ ' u n c l i n y a n  d a n  t i n z l a k i i n  l r ~ i n  d a l a 1 1 1  - - - - - - -  
r a n g l t a  p c n j ~ ~ a l a n  h a r t n  k r c l t a y e ; ~ n ,  penn1 ; ihnn  p j ( ~ t a n ~  ----  
d a n  p e n g a  l . i h a n  kewa  j i b a n  D a n k .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

d .  M e w a k i l i .  n i n l t  c l i l u a r  clan rSimuka P e n g a d i l a 1 1 . -  - - - - - - - - -  
e .  M e l a k u k a r i  P u l ~ l i k a s i  u n t l ~ k  s a t i a p  h a 1  y a n g  ------------ 

d i w a j  i b k a n  d s n  d i r a s a  p e r 1 . u .  - ........................ 
f . Meniu tii..jl;an t l t l b t tngan  K e r j a  t c l - h a d a p  p a r a  pe ,gawi~ . i  . - ---- 
g. E f e m p e . k c r j ~ k i i n  1 )egawa  i d a n  nic111j l l t i ~  t > n n t l ~ n n  p i  h n k  l a i n  - 

t ~ n t u k  n ~ e n ~ b a n t u  p c l a l ~ s a n a a n  t u s a s n y n . -  ---------------- 

. . .  , . 

.' .. . I . .  



HARLIN KAIVIIL, SH 
. . .  NOTARIS Dl JAKARTA .. .: :. .. ,. 

'. ..../ ,. . JI. Hang Tuah No. 16 Kobayoran QJN Jakafla 12 120 . . 
I: 9 ..: ' . .: . Tolp.: 7266686 Hunling. Fax. : 7232310 

:.2 .: . 
::: j. Elenyus\ ln N e r a c a  h k t ~ i ~ '  d a n  n i e ~ l ~ p e r  t a ~ i g ~ ~ . l n ~  j a w a b k a n n y a  - 
... 
.\? 
.,'I kcpar la  Rapa t Slroi1111 Pe r~ l egang  Sahalll. --------------------- '.;: 
<; 
' I  : 
<: - ,  :., 

2. F l e m b e r i t a h ~ ~ k a n  bahwa i j i n  u s a h a  P T .  Dank J a l c a r t a  --------  - 
3 s t ~ d n h  t  ir.lak I ? e r l a k u  l a g i  clan d i n y a  t aka11  ~ : l i  t i l t u p  --------- 

s e . h a g a i ~ ~ ~ i i n a  r:l.ill~aksi.~rl c la la l l~  S u r a l :  I ( c . p \ ~ t l t s i ~ ~ ~  ! l l r - r~tc . r i  ------ 
Kcuangan  Nclrl~ar 533/KElK.017/1997 t e n t a n ( :  p c n c a b u t a n  i j i n  - 
u s a h a  PT.  Dank . J a k a r t a  t a n g n a l  1 Nopelnher 19?7:- -------- 

> .  
. - .,, .. -Dahwa a t a s  a k t a  t e r s e . l , u t ,  s e k a r a n g  d a l a c t ~  p r o s e s  ----------- 

p e n y e l e s a i a n  s a i  i n a n n y a  . - 
,+ 

, De111ikianl .ah S u r a  t  I ( e t e r a n g a n  j n i  r.libt~a t < l e n s a n  s e b e n a r -  . . 

'I 
I 
I ;  J a k a r t a ,  1 6  l l a r e t  1 9 9 8 .  

N o t a r i s  d i  J a k a r t a  

. . 

. . . . . . . . . . .  ., . . . .  
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. . .I . Tuan  Il:i j i .  lJRQnn.?IITKI);FO.:.. W i  rn.vwas t . ~ ' ,  h e r  t. en1pfi't."'-:-' 

t:ir~ego 1 d i. :.Jn.kn~lto ,' :lo. 1 tin ~ i , p n n c . $ o r n  . ~ n o l o ' r '  20-," -" '  
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I o k n r  t a  Pu.ra I: , pr?slsgnng . ' K O  r ~ I I  Tnntlcl Pcndudt ik  ---- 
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Nomor 1604 .73 ! .6 /010530096  ; -  -------------------- 
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-menur \ l t  k ; ' : ' t e rnngnnnya  da ln rn  1181 i r , i  b e r t  inclnk -- 
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'n. Korr~i.sn r i s l j t a r ~ ~ ( r  j?c.rscructn ; - ----------------- 
. . .  ....... . . . .  . . . I . .  r . . : ' . ' .  :, 

I ) . '  P e i l~ i  1 i k / p e r r ~ r . g t ~ r ~ g  clar i 2 9 5  ( J u n r n t o s  s c ~ i i b i  l n n  - 
- .  ,--,-... ... . . .  

' [) \I  1 u h  i.i nla)' sal1n111 p r  i u r  i t t ~ s  dari 19 15 --------- 
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I K e p a d a  
P T  Bank  Jakarta  (Dala~i i  Proses  I'eliiberesan) 

JI. Men teng  Raya N o .  2 9  
JA K A I<'T A 

Jakarta. 12 Maret 19913 

h4criu1ijuk i)crtenii~an 13al)ak cdcugan kariii Ilari ini, deligar1 illi clap;~t ka~i i i  saml~aikarl  
kesepakatall  sebagai berikut : 

1 .  Berhubur i s  sampai de l iga~i  adanya pengulliunlali Pe~iicriritali i~litirk nlcnibayar tlana 
talarigari taliap 11 fillak Batik belum tiieniberituk Tim I'embcrcsa~i dari nlasili clala~il 
proses  11erkar-a g u g a t a ~ i  kepada Penleriritali di PTUN Jakarta,  niaka deligar1 i r i i  kami 
n ienye t i~ j i~ i  periibentukan Tim I'embel-esan I'T Bank Jakarta (Dalani Proses 
Pemberesarl/Liki~idasi) yang  harus dilakukan ber-dasal-kan Rapat I J~ i ium Pemcgang 
Saham sesuai ketentuan yang bcl-laku. A t l a l ~ u ~ l  su su~ i an  Ti111 atlalali sebagai berikut : 

Ketua  : Uapak 1-1. Probosutctljo 
Ariggota : Saleli Udin 

Drs .  Wald j i~ i i i~ i  Sap to  Wil'atliio 
Drs .  IS. Tri Widodo  
Muhammad Amin, SE 
1.-T. I - l a~ i~ idan  
nariibang S i ~ r o s o  

Dz!21!! !>claksan::a~lriya Tin1 dapat dibanru oleli J'ralitisi I l u k i ~ ~ i i .  Apar-at J<cy,olisia~i cia11 
Kejaksaan yang  bekerja sesuai de~ igan  kebutilliarinya (o~r  cnll  ha.^;.^). 
Sesuai  kescpakatan, bcrsaliiaan dengall ter-be~ituk~iya I h ,  I'T Barik Jakarta (Dala~l i  
I'roses Pemberesarl/Likuidasi) Ilar-us nlcricabut gugatarinya (el-liadal) T'c~iierintali di 
I'TUN Jakarta .  

2. Daria talarigan yarig aka11 dibayarkan keoada riasal~ali ~ ~ c r i y i n i l ~ a n  d a ~ i a  (girali, pcnaburig, 
dan  clel,osan) disediakarl ole11 Pemerintali dan dibayarkan scsuai ketentuan dalani 
P c r i g u ~ i i i ~ ~ ~ ~ a n  Bank  Indonesia No .  30/12/UI-IS/SkD, tcrlampir, dan bilamana angka I 
tclah dilaksatiakan. Pembayarari sesuai de~ igan  kcsepakatan dalam pcmbicaraan Iiari ini 
dilakukari mclalui k a ~ i t o r  J'T. Bank Negara Ilido~icsia (I'crsero) yalig d i t u~ i j~ rk .  



3. h4engenai Saldo Rekening  di B a n k  Indotiesia dan  Antar  Bank disampaikan dengan 
sura t  tersendiri, surat  N o .  30/125/Dir/UPR3 tariggal 1 2  M a r e l  1998. 

Apabila Rapak  n~enye tu ju i  isi s u r a t  ini, sebagai tawla i~ersetuj i~ar i  kanii n ie11gl ia1-a~kan 
agar  R a p a k  dapat t i i ena~ida tanga~i i  ternbusan surat ini diatas mctcsai 1111 2.000,-  (dua ribu 
~ u p i a h )  clan nienyarni~aikan kembali  kepada kanii. 

Dcrnikian a las  l~erigcr-lian dari ker-jasnnia yarlg baik, kanii rnengi~caj)kari tesinia kasill. 

Muk1il. j .s l l a s y ~ .  I w a n  R .  Praw1.1-anata 



, ? E M ~ ~ A Y A R ~ N  TALANGAN SISA DANA NASABAH 
- 3ANK.DAMiVi  LIKUIDASI (BDL) . . 

?p,ng. No. 3011 21UHSISkD 

D a l a n  rzngks! rn~n indz~k lzn ju i i  t.,epu.tusan Petn2;intzh. untuk r n e r n b ~ r i k 2 ~  t a l angzn  
:,pads ".asabah penyimpan d a n a ' 8 ~ ~  y a n g  d icabu t  izin u s a h a n y a  p a d a  L z n ~ g a J  -1 Novern- 

3997, b e r s a m z  ini disarnpkik2h..hal-ha1 s e b z g a i  beriku; : 

, 
~ ~ r n b a y a r a n  ta langan akan 'd imula i  pada hari J u r n z t  t z n g g z [  6 f i larst  1998 .  

; < a s a b a i ~  penyimpan d a n z  y2ng 2kzn menerirnz t a l znczn  za2lai1 naszbah b u k a n  bank 
y s n g  rnnrniliki s i m p a n a n  baik d a l a n  Rupizh n a u o u n  valuta ? s ing  dalzm b9n:uk : 

. . .  . . . . 
--. 1 jla!.;gz:~ .gntuk se t i a?  rek tn i r lc  diherikan dzlzri? tjentuk tunai  s~6 . r ; c . z :  Up75 :..'-. , - -<:, 

- s2d2,gksn s i sanya  dibsrikan tizlzr;) b e n t u s  : . 
a .  :unai,  apab i ip  jumlahn)fa kurang dari Rp25 juta; 1 I 
b. 2;dcpG"i:o'pe$e E a n k  Perneiiniz'n d e n g z n  jangka  v l s k ; ~  , i a in im~l !2  t a h u n  dzr, s c : u  

. b u n g 2  ?6ch.{1er tahun,  apabila  jurnlahnya s a n a  a i2u  lebih dzr i  3pl!5 ju-La.. 

.un:u'l< s i m p z i n ~ ~ n  d a l z k  vaIu!a z s i n g  t a l a n g a n  d i b e r i k a n  d a l z m  R u p i a h  d e n c z n  
nehggunakan  nilai tukar  p e r t a n g g a l  3-1 OMober 1997!. . I 

. . . . .  . . . . . . .  
.: u n i u k  nasz.bah bukanbznk  yan~ 'mernpur iya i  kevkjibzn p e n n a y z ~ n ' k t ! o z d a  BDL (hu&.ng), 
.! ~ l z n g a n a b n  di,b.:ribn . . . . .  untuksejumlahsimpznan . . .  setelzh dilzrhitirngkkn ciengank&.ajib2fi~:ta - ': . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  (nu:zngnya). ,: . . . . . .  : . . .  .,.. :... . . . . . .  . i . . . . . . .  . . . . .  . . . .  . .  . . . .  : . . . . . .  . . 
: Untuk n a s a b a h  lainnya', p m b a y q 2 n  , t e t ap  rnenunggu  hasil poncairan zsei BDL yang 
. . . a , -  

:.; ber5zngkufan . -~ \ - :as ibah  tefsg~utjantara,~lain. : :  :;, ' - ., . . .  . . . .  . . . . . . .  . . .  ... ; 
1 :~ .....b-.. ::..:. :,: 

:. . . . . . . . . . .  . : :  ...;...: .-,.:.: '.". ,.: ' ..... ... ..... ,>. ... :, ;.? ,: . ,.:;;, ,. .;. .;:..::; '........' "'- 
. . . . -  . '1 2. S a n k  kredjtvr, -: :<,.:: . . . .  ......I.... . . .  . . . . . .  . . I . . 

. . .  b. ! i ~ a m i / i ! :  d a n , ~ e ~ g u r u ~ : ~ ~ ~ , ~  ::'? ' ' . . . . . . . : .  ::. . ' . . ,  . II . $1 . I 

I c. ' ,Pin2k-pihak.terkait de6gan '  i3DL (group),':.,!!.: - '  

d. Pihak-pihak y a n g  , m e h e g a n g  j a m i n a n y a n o  di terbi tkan oleh BDL, sepe r ; i  av21, 
. . . -. e n d o s e m e n ,  d.an'bank . .  . : ,  garansi, '..: ,; :.;;::.- . ......... _ ...... 

. . .  . : . . .  
. . .  . . . .  2 .  i i ; ~ a i t u r  lainnya. . :  , . . . . . .  . 

. . . .  . . . .  . i . . .  : . ,  . . . . . . . . . . . .  . . .  

2 .  Giro, - o.  l a b u n g a n ,  . . 
C .  Dcposito, . 
d .  Dcl>osi is  o n  Call, 
c: Ser;i-hkat Deposi io,  d s i l  

. 

. . 

. . 
. . - .  

1 ssbzcjzi bznk p e ~ ~ a y ~ r  ditunjuksernuz Bank P e m e r i n ~ h  dehgan ~ z n c j a t c ~ s n  seoagki berik*. 

I 

j a. S a n k  Rakyzt Indonesia '.;, 
, . - .  . : . . . . .  . .  ... . . . : . ,  . . . .  :.., 

. . .  . .:. , 

5. S a n k  Negara Indones ia .  :. . . 

c. B a n k  Dagang Negara " '::.. . .-3 

. . o .  a z n k  Eumi Daya . :, . . 
2.  . S i n k  Ekspor  lrnpor Indonesia - --I r .  s a n k  P ~ r n b a n g u n a n  Indonesia 
c. S a n k  Tabungan Negar i  , 

. . . .  

- t . l'.rr:i!sizr yzng  bclurn d i s c l ~ s a i i ; z n .  . , 
. . . . . j /  

: . Bank  K o s a g r h a ,  Bank !J;Alipa, 8 z n k  Umzm 
.. Majapahit Jaya, d a n  Eznk Ani ico  . 

: B z n k  Harapan S a n t o s s  
: 9 z n k  P i n a e s z a n  d a n  Sznl; Citrahas;: 
: Sojahtera  S a n k  Urnurn , 

: S a n k  Astria d a n  Soul;;  E a s t  Asi2 Gank  
: Bank Pacific d a n  Eank PdIaiar2m .+ ; 
: ..Bank 1ndus:ri d a n  8a.fi.k G u c a  

.. , . . 
1.: .... :-;hc;sus.untul-;. Bank Jakarta, p 'enbayaian  talangan rnenuncjcju terbentilknya Tim Likuidasi ' pad: ban!-: yang be r sangku tan .  -. ' , ' 

U ~ i u k  iniorrnasi lebih lanjut d a p a t  meng'hubungi  T i n  Likuidasi EDL di K z n t o r  P u s z t  
.'z;;lu :-;!~asa Tim Likuidasi di Kantor-kantot  S D C  .vilayah ss(zrnoai .  



N o .  3011 76/Dir/UHS 

P T  Bank Jakarta (Dalam Proses Pemberesan) 
TI. Menieng Ray2 No .  29 

J A K A R T A .  - 

11.13. T37.!)21: H. Probosutedjo 

h4ellull-juk pel.tcr+uan Bapzk dengan karili t12ri ini, dengan ii!i d a l ~ z i  barni sei-~-~;)zi!:ei~ 
! j I:ese!:r-.\:aian sebagzi b[eri\n;i : : .  

1. Berhubung sampai dengan idanya penzumunan  Pemeri l~tah uniuk (nembayar clzna 
ialangan tahap IT fihak Bank belum membeniuk Tim Pcmbcresan d i n  masih dilzm 
proses perkara pga ta i  kepada Pemerintah di P T U N  Jakarta, maka i engzn  ini kan~i  
nenyetujui pembentukan Tim Pemberesan  P T  Bank  Jakarta  ~ D a l e m  Proses 
~e rnbe resadLih idas i )  yang ha?us dilakukan berdasarkan Rapat  Umum Pernegang ~. - 

Saham sesuai ketentuzn . . ya ig  b e r l a h .  . . . . .  ~ d a p u n  susunan Tim adzlah sebagai beri.ht : 
......... . . . ' . / .  _ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" ;. : ,...,.. ..:.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  ............. .. ' . . .;...;,<.. : ', :'. li.:.. ..: ._. _._ ., . . .  

I(e'tua ' : ~ ~ p ~ k ' ~ ' . ~ ' ~ d b ~ ~ ~ t & d j ~  
-bosota . . ~ $ i &  Udin' ': L. j ' -  : . .  . . :  :, ' , 

', 

I 
1 ::.. ;I , I  

' '  is. ~ a l d j i m i n ' ~ a ~ t o  ~ ' i r a i m o  . . 

Drs.'H.'Tri Widodo' . ; .  . .  ,. ' 

Muhzmma'd ,Amin, S E  
. . . .  

. . H.  amida an . I 
Bambang Suroso 

. . .  . . .  . . 

Dalarn pelak;znainhya T& dapat dibantu oleh Praktis i .Hukun~,  Aparzt ~ e ~ o l i s i a n  darl 
Kejaksaan yang bekerja sesuai dengan kebutuhannya ( o t ~  call basis). 
Sesuai kesepakatan, bersamaan den'ian terbentuknyz Tim, PT E2n.k Jzkana  Ozlarn 
13roses PemberesanILikvidasi) hams mencabut gugatannya tcrhndap Pernerintall di 
PTU?! Jakarta. . . .  . . 

? 7 . . 
? -. Dznz talangan yang zkan dibayarkan kepada nasabah penyimpan den2 (siran, penabung, 

dan deposzn) disediakan oleh Pemerintah dan dibayarkan sesuai ke:encuan d2lani 
Ptngurnumzn Bank lndonesia No. ? O I I Z ~ ~ S I S k D .  terlarnpii, dzn bilamana angka 1 
telah dilaksanakzn. ~embayaran  sesugi denian  kesepzkz~an dalzni pembicaraan Ilari in i  
dilaLxkan melalui kahtor PT. . . Bank Ncoara Indonesia (Persero) ),snS dirunjuk. 



J ! <. 
1 I 

. ' I  
I Lanjutan surat No. 30/176/Dir/UHS tanggal 12 Mzet  1998 

I 
I i 

4,. 1 

5 .  

3. h4engenai S d d o  Rekening d i  Bank Indonesia dan /intar B u l k  disarnpzikarl dengan 
surat ~ersendiri, surat No. 30/125/Dir/UPB3 b.ri~gzl 13 Maret 1998. 

. . 
Apabila Bapsi: nenyeti~jui isi surat i n i ,  s:bag~i Z n d a  persetgjuzr 1:zrni 

~ n e n g h u a p k a  2 3 1  h p &  dzpat menandatangai tcrnbusan surzi jni diatzs rnek ;~ i  J.:p 
2 .OrJO,- (dua ribu rdpizh) d m  men yampzikan kernbz!i 1 : q r d a  !-:arni. 

! i DIREKSI i '  
I .  BANI;  IhTDONESIA /j' / 

. , 

: - Urusan Pengaturan dm Pengembansan Pcrbankm 
- Urusan Pengawasan Bank Unlu~n I11 



POT* BARK JAIMRTA 
KANTOR PUSAT 

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpon : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101426 - 3101490 
Telex . 618 19 bjkpst ia - 61 792 bjbdir ia, Facsimile : 3 142920 

JAKARTA 10340 

SURAT KUASA 
No. : 044/TPBJ/IU99 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. H. Probosutedjo 
2. Drs. Waldjirnin SW. 
3 .  Dudung Harnidi 
4. Bambang Suroso 

masing-masing selaku Ketua dan Anggota Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta dan oleh 
karena itu dalam ha1 ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Jakarta ( Dalam 
Pemberesan ) berkedudukan di Jakarta, Jalan Menteng Raya No.29, menerangkan, dengan 

, ini nlemberi Kuasa kepada : 

SDR. H. M. SUTOWO 

sebagai Koordinator Tim Pelaksana Pemberesan PT. Bank Jakarta ( BDP ) di Surabaya 

Untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna 
Bangunan No. Sertifikat 26, Kelurahan Jemur Wonosari, Gambar Situasi Tanggal 25 
Oktober 1994 No: 10597, seluas 601 M2 atas nama PT. Bank Jakarta berkedudukan di 
Jakarta, terletak di Propinsi Jawa Timur Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, 
Kelurahan Jemur Sari setempat dikenal dengan alamat : J1. Jemur Sari Selatan I No.9 
Surabaya. 

Selanjutnya penerima Kuasa berhak untuk menerima uang pembayaran Harga Tanah 
dengan memberikan Tanda terima pembayaran, menghadap kepada Pejabat yang 
berwenang dan terkait dengan urusan jual beli Tanah dan Bangunan dimaksud, termasuk 
membuat / melaksanakan tindakan apapun juga tanpa dikecualikan untuk mengurus 
transaksi jual beli sampai terlaksananya jual beli tanah bangunan dimaksud dengan baik. 

Kantor Cabang : Jakarta - Surabaya - Bandung - Yogyakarta - Medan 
* 



P.T. BARK JAKARTA 
KANTOR PUSAT 

Jalan Menteng Raya no. 29 Telpon.  3142951 - 3142952. 3101425 .3101426  - 3101490 
Telex : 6 1819 bjkpsl ia - 61792 bjbd~r ia, Facsim~le : 3142920 

JAKARTA 10340 

Akhirnya ditegaskan bahwa yang dikuasakan- wajib menjalankan Kuasa ini dengan 
! mengindahkan norma-norma dan instruksi-instruksi Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta 

(DP) dengan ketentuan bahwa penerima kuasa tidak berhak untuk memindahkan kuasa ini 
atau mewakilkan pelaksanaan kuasa ini baik seluruhnya maupun sebagian kepada orang 
lain jika tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tim Pemberesan PT. 
Bank Jakarta (DP). 

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 1 Pebruari 1999 
sampai selesai. 

Penerima Kuasa, 

Jakarta, 11 Pebruari 1999. 

,f Pemberi Kuasa, 

STP SURABAYA PEMBERESAN 

v 
H. M. Sutowo ................. 

..,.. 

M E N G E T A H U I  SESU,:.,~ DEMGAN ASLINYA 

3. Dudung Hamidi 

............ mbang Suroso ....... 

Kantor Cebang : Jakarta - Surabaya - Bandung - Yogyakarta - Medan -- -- .-- 



No. 3 1 / 94 /UI'PU/ACIP Jaltat.ta, 12 Agustils 1998 

Kepada Tim Pemberesan 

PT. Banlc laical-ta ( D ~ l a ~ i i  Pemberesan) 

]I. Menteng  ray^ No. 29 

JAKARTA 

M e n ~ ~ n j ~ ~ l c  surat Sauc1ar.a No. 199/TPDJ/V11/98 tanggal 24  ]uli 1998 

~ ~ c r i l i a l  tei'sebut di aras, dc~igan ill] dibc~'italiuItsn baliwa ltanii tidal( I~e~.ltebcl-a~an 

tel-liadal~ per.anil~ingan Ti111 Penibe~.esan I'T B;inlt J a 1 t ~ 1 . t ~  (Da l~m Penibe~.esan) 

tel-sebut. Uengan de~iiiltia~i, susunan Tim 1)embel.esan P'r Banlt Jaltarta (DaLam 

Pembel-esan) un t~~ lc  selanjut~~ya melijacli sebagai be!.ikut : 

Anggota : Dudung Harnidi . 
Drs. Waldji~iiin SW. 

Sehi~bungan dengall ha1 tel.sebut, nialta Sdr. Drs. tI. T~.iwidodo, Sdr. Mull. Amin, 

SE, dan Sdr. Drs. H. A~iiicllian telah selesai tugasnya sebagai anggot.7 Tin1 

I'e~ilbercsan Ualilt Sa~1:lal.a ])ad; talig~al 3 1 ]uli I V 9 8 ,  



~iiengliarapkan agar penyelesaian tugas Tin1 Pemberesan kliususnya nieri~eliai 

pencairan asset dapat dilaloariakan data111 waktu yarig lebili cepat, nJriiLln detigari 

ltualitas yang lebili baik. 

O u i u s A N  0 PENGATuItAN DAN I)CNGEMDANGAyp 
PERBANKAN 



No. I /  20 /.PPIP/IDPiP 

Kepada Tim Pemberesan 

PT. Bank Jakarta (Dalanl Pemberosan) 

Perihal : Perarnp'nqan l'im Pornberesan PT Bank Jaltortn (DP) 

Menunjuk surat Saudara No. 328/TPBJN111199 tanggal 31 Aguslus 1999 
perihal lersebut di atas dengan ini diberitahukan bahwa karni dapat ~nenyetujui . 
pernberhentian Sdr. B:~rl>bang Surosa sobagal anggota Tim Pemberesan PT 
Bank Jakarta. ~ e n y a r l  dernikian maka susunan Tlrv Peniberesari PT Bank 
Jakarta (Dalam Pcrnberesan) ~nenjadi sebagal berikut : 
I<etua H. Probosukdjo 
Anggola Dudung Hamidl 

Drs. WaldJimin SW. 

Demikian agar rraklurn. 

4 DlREKTORAT PERlZlNAN DAN I N F O R M A S I J ~ ~  
PERBANKAN 

Sukanuan 
Olrektur 



P D ,  BFR, - 'B f l b IK  BASAR Y O G Y A  6 2  2 7 4  3 7 5 1 2 7  
,:<'& - /. jd d,:.t~ /N/ . k/'/ ,?I 1 .  If,'/,& / sc I -  -. 

P.T. n- j A m T A  7 I c '.&: 
KANTOR PUSAT 

Jalan Mentcng R b y 0  No. 29 Telpon : 3142951 - 3 142952 - 3101425 - 3101426 3101490 
Telex : 6 1819 hjkpst is . 6 1792 bjbdir ia. Facsinlile : 3 142920 

JAKARTA 10340 

Nomr: 18/TPBJ/SRY/VIII/OO Surabaya, 18 Agustus 2000. 

Kepada Yang Terhormat, 
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 
J1. Arluna No. 16-18 
S U R A B A Y A .  
-.---.------- ---- 

Denqan hormat, 

Mempermaklwnltan dengan hormat, kami yang bertanda-tangan dibawah ini : 
............................... Haji m&md Sutom ..................... 
Kmrdinator T i m  Pemberesan Bank Jakarta, Satuan Tugas Pelaksana Surabaya, 
dalan ha1 i n i  bertindak selaku kuasa dari Tim Pemberesan Bank Jakarta, 
heral~lmat d i  Jalan Menteng Raya Nmr 29 Jakarta, yang berdasakar~  Surat 
Kuasa Tim Pemberesan Bank Jakarta tertanggal 7 Oktober 1998 Nomor : 
392/TPBJ/X/98, oleh karentulya untuk se r t a  a tas  nama Tim Per i resan  Bank 
Jakarta krkedudukan Qi Jakarta danlatau cab8ngnya dk Surabaya, Jalan 
Tanjuhg Sadari Nomr 3 ,  yar~g untuk selanjutnya mohon di.sebut sebagai : ---- 

PmOHON III(SEKUS1 -----------------------.------ 
Vengan i n i  mengajukan permohonan eksekusi terhadap harts kekayam darl : -- 

N a m a  : C.V. Manalagi Motor 
Pengurus : Ny. Oen Mei Kiauw, Direktur 
Alamat : J1. Panglima Sudirnlan No. 52 Sanrpang Madura 
Alamat terakhir : J1. Tegalsari No. 1 5  Sur&ya 

dal.m ha1 i n i  mhon disebut' sebagai : -----------------.--------------.-.--- 
---- ----- -------- TEMOH(JN EKSEKUSI ............................. 

Khusw terhadap harta kekayaannya k r u p a  : ..................... - 
1.Sehidang tanah bangunan Sertipikat Hak Guna Ban- Nomor 74: 
%nciwijentr.r;, s e l u s  1.71. M2 ( Seratus tujuhpuluh satu merer persegi 
lar$uc, diwaikan dalam Gambar Situasi  tanggal 22 Agus~us 1905 N m .  
tercatat a t as  nama Oen Mei Kiauw yang ter le tak  d i  daerah Propib-. 
Timur, Kotmadya Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Sonouijenan, setern- 
pat dikenal. dengan pe r s i l /mmh d i  Jalan D a r m a  Earu barat VIII Nmr 27 
S ~ r d ~ a y a ,  kserta segala sesuatu yang berdiri , tertanam, dan ditempatkan 
diatasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukwn dianggap sebagai 
h n d a  te tap ,  yang dalam ha1 i n i  te lah  dipasangldihbani Hipotik Pert= 
untuk kepentingan pemohon eksekusi sebesar Rp. 60.000.000. - Enampuluh 
juta rupiah ) berdasar Akta Hipotik Nomor: 4391901T.Dl1992 tertanggal 23 
Desember 1992 yang dibuat dihadapan Notaris AWul Kdhar sarjana Hukum, 
Pejabat Pembuat Akta Tanah d i  Kotamadya Swabaya dan Sertipikat  Hipotik 
No~nor: 27111993 yang dikeluarkan oleh Kahtor Badan Pertanahan Nasional 
Kotmdya Surabaya. 
Adapun alasan permohonan in]. adalah sebagai berikut : 
1. bahwa termohon eksekusi sampai saat  permohanan ekseklusi dia jukan maslh 

mempunyai hutang yang wajib dibayarnya kepada psmahon e l s e h i  sebagai - 
m a  yar~g termuat dmlatau dapat dibuktikan dalam Akta Pengakuan Hutang 
dan Jaminan nomr: 174 tertanggal 31 Oktober 1991 yang dibuat oleh Nota- 
ria Abdul Kohu. Sarjana Hukum, ~ o t a r i s  d i  Surabaya, dan Perjanjian kre - 
d i t  dibawah tangan Nomr:3975 tertanggal 11 Desembr 1990 dan Nomor:Y375 
t e r t a n w a l  11 Jan~nri 1991 Nornor: 4046 tertanggal: 30 April 13:. . 

ketentuan kredit  setinggi-tingginya Rp. 10.000.000. -(Sepuluh ju ta  r\.Ipica ,; 
disanping i t u  dalam ked~dtlkannya selaku hvalist dar i  : 32(Tiacpltluh dua) 
debitur kradit pemilikan kendaraan bermotor roda e m t  dm r- Jcla se - 
suai Akta Pemberian JaminanlAvalist Nornor: 175 tanggal. 31 i ; . - a h r  1991 
Yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar Sarjana Hukum, d i  Surabaya, be 
lm termastlk bunga,dendakelambatan pembayaran bungalangsuran dan hiay.3- 
hiaya lainnya yang juga merupakan bagian dari beban hutang yang wtli  r ' .L 
bayarnya i t u .  



2. Bahwa perhitungan selmjutnya atas jumlah fwtang bessrta bunga dan 
biaya-biaya senyata sekgai mm d i  tentukan didalam per janj ian kredi t 
tersekit diatas disepakat i  dengm cara perhitungm dengar1 R E I I ~ ~ U U ~ ~  
Rekening Koran dan santpaj. saat diajukannya pernmhonan i n i ,  hutmg t e r m  
hon eksek~lsi te lah  diperhitu1igka.r~ dx sanpai dengan tanggal 30 April 
2000 ma-lcapai sebagai kr ikut  : 

.......... Sado debet rekening koran a.c.  200.1818 Rp. 94.826,094.- 
...... mngg&au bunga s w a i  dangan 30 April 2000 Kp.210.611.521.- 

. . . . . . . . . . .  Derida atas kelanbatan pembayaran bungs I?p. 30,543.760.- 
---------AM---- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Jwnlah seluruh kewajiban pinjaman Rp.335.981.375.- 
++-...-------*----- ---------------- 

Bahwa mtuk menjamin lebih jauh pembayarm sehga-i. mana mestinya term- 
hon eksekusi mamberikan jaminan l ~ i p o t i k  atas; sebidang tan& barkgunan 
sehagairnana telah tersebut diatas yaitu : 
Sebidang tanah bangman Sertipikat Halc Guns Bangman Nomr '7 45/~elurahan 
Sonowijem,, seluas 171 H2 ! &ratus t?.1ir,hp!1! lh satu meter persegi ) 
lebih lanjut diura&an dakm Gimibar 5 s c U a s l  . 1 22 Agustus 1985 
Nonms- ; 5827 tercatat atas runa Oen FIei Kiain. .,'s;i.g terletalr di daerah 
3r:opinsi. Jawa Ti lnur ,  Xotmdya Surabaya, Kecaaatan Tandes, Kelurahan 
Annwijenan, setempat dikenal dengan persiljrumah d i  Jalan D a n k 3  Ba~x 
h a a t  VIII Nomor 25 Surabaya, beserta sega3.a sesuatu yang berd i r i ,  
tertmam, dan diternpatkan aatasnya yang k;arena jenis dan kerentuannp 
menurut hukum dianggap sebagai benda te t  ap , 

4 .  Bahwa untuk rrlaksud pel~masan hutang sebeuar s e h g a h a m  t e lah  disebut 
diatas yang saat jatuh tampa plunasmya pada tansgal  30 J u l i  '1991 maka 
terhdap pemoklon ekseklsi malra terhadap ge~ahon eksekusi telah InWBmpuh 
upaya kekeluargaan, k l a  ter'nadapnya t a i t i  pula di1akuk.m peringatan- 
peringatan baik l i s a  taupun rertulia aka-: cetapi ternwhon eksehmi  retap 
t idak rrterealisasi pembayaran/piunasan hutan~flnya tersebut. 

5 .  Bahwa brdasarkan U t i - b u k t i  h i k  bsrupa i&ra pengak~ml Hur.ancJ dan 
Jamilmx Nomor 77 tanggal 20 J u l i  1982, dan Ferjanjian Kredit dibawah 
tangan norror; 2004 ter'tanggal 20 J u l i  1962 nlorror: 2004 tertanggal 29 
Jar~uari 1983 n m r :  2044 ter'canggal 21 Februari 1983 n6mor: 2292 ter- 
tanggal 15 Agustus 1.983 nm-t~t-: 2547 tsrtanggal 13 S-eptmbar 1984 nomr: 
2973 tertanggal 15 Noyenhr 1986 nomr; 3023 tertanggal 11 Februari 1987 
no;ncjr; 3023 tertanggal 11 Agustus 1987 r m r :  3225 tertsnggal I1 Febr-- 
ruar- 1988 11-r; 3525 t,artu,gij& 11 i:*$zWj 1Cj"i, +. dm k m r :  3580 
tertanygal 11 Agustw 1989 dan nomcrr: 3841 tercanggal 11 Agustus 1 ~ '  
dan perubahan terakhir nomr: 3841 tertanggal 14 Fet~ntnri 1991 m u w i  
bukti-bukti lainnya yany melengkapi sebagaf untuk perjanjian 
hipotllulya i t u .  
Surat Kuasa untuk memasang Hipotik yang tercanrun Aalam Akta Per jmj ian  
Per~gakum Hutang dan Jaminan Nornor; 174 tanggal 31 Oktohr 1991 yang 
dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar Sarjana Wmn di. Surabaya. 
Akta Hipotik Nanor: 39/439/90/.D/1992 tertanggal 23 Desembex 1992 yang 
dibuat dj.tmdapan Abdul Kohar Sarjana W n ,  Notaris/PPAT d i  Surabaya. 
Buku Tanah Hipotik Nomor: 271/2993 tertanggal 11 Februari 1993 ymg 
dikeluarkm oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya SuE.abaya. 
tnaka sebagaimana ketentuan hukum p a a l  : 224 HIR/258 RBG Pemhon Ekseku- 
si dengan i n i  mengajukan Parate Exemtie. 

6 .  ~ahwa oleh karena permhonan Parate examtie ini rang dengan didahului 
Sita aksekusi atas benda jaminan Hipotik P e x t m  mil* pemhon eksekusi 
tersebut adalah t.idak bertentangan dengan hukum dan karenanya telah 
tsspenuhi segala persyaratan untuk dil&sanakan eksakusi . 
Maka Pemhon eksekusi mMf1 kepada Bap& Ketua Pengadilan Negori Sura- 
h y a ,  untuk memberikm wn~tapan eksekusi dan meminta kepah Pengadilan 
Negeri yang wilayah hulnmulya meiputi benda jarnim tersebut brad.?, a y q  
menjalankan/melaksmakan eksekusi s e h g a i  mena ketentuan y m g  k?- ;a l r  

,, 
Kantor Cabang : Jahalta - Sutabaye . Bandung . - - Yugy~har ta  - Metjar; - .... - .. 



KANTOR PUSAT . 

Jalsn M~nteng Raya No. 29 Telpon : 3142951 - 3142952 - 310142.5 - 3101426 - 3101490 
Telex : 61R113 bjkpst ia - 61792 bjbdir ia. Far:sir~~ile ; 3 142920 

JAKARTA 10340 

--- Halaman 3 --- I 

Berdasarkan alasan-alasan aebagaimana tersebut diatas,  maka dengan ini 
I 

Pemohon Ekselxllsi mohon kepada Bapak KoLw Pengadilan Negexi Swabaya 
umtuk rnemberikan perfitapan sebagai berikut; 

I .  Menerim dan rcbtangahllkan Yermhonan l3lwkwi ini. 
TI.Meneta!$an d m  memerintman agar terb8ap mbidang tanah bangunan 

Sertipikat, Hak GW Bangurm Normr 745/Kelurahan Sonowijem, fielm 171 
M2 ( Serataa tujudii1l.A satu meter per~legi ) lebih lanjut diuraikan 
dalam G&x Situasi tanggal 22 Agustus 1985 t4omr : 5827 tercatat atas 
riam Oen Mei f(laukr yang terlatak d i  daerah Propinsi Jawa l ' irru, Ketw- 
dya Suabaya ,  i t e c m t a n  T d e a ,  Kelurahan Somuijenan, setempat dilcenal 
darlym persill'n~mah d i  Jalan Darnlo Earu m a t  VIII Nmr 27 Surabaya, 
bemrta tiegala sssuatu yang berdixi, tertanam, dan ditempatJm dia ta~nya  
yang karana jarliv clan kst-entuannya mrmt hukum dimggap sebagai b d a  
tetap, segera dilaksanakan ebekusi. 

Sur-abaya, 17  April, 2000 

Hoxmat Mi, 
Pemohon Eksekusi. 

Tim Pernhresan Bank Jakarta 

II.Mozhmd Sutowo ....................... 
Kwr dinator STP Surabaya . 



Kepada yth, I 

Sernua Ketua Tiril Likuidasi 
Bank Dalam Likuidasi 
di Jakarta 

.. - , Perihal : P e d o ~ ~ ~ a n  Pelaksanaan Keria Tirn l iku idasi  

Dengan hormat, 

I~lenunjuk surat Bank lnclorlesia No. 21 69/D?I?/IDPiP tanggal 20 Juni 2000 dari surat Itarni 
tanggal 30 Desernber 1999 perihal Ped011;aii Pelaksariaari i k r j a  Tim Likuidasi, nlaka 
bsrsama ini kami sampaikan Pedon~an dirnzksud yarlg telah diler~gkapi/disernpurnakan 
sesuai petujuk dalam surat Bank Indonesia te'rsebut diatas. 
Sehubungan derigan ha1 tersebut diatas, sessai perrniritaan Bank lndonesia dala~n surat 
tersebut, rnaka karr~i harap agar Saudara lnencar~turnkan ha1 - ha1 yang diatur dalarn 
Pedornan Pelaksanaan Kerja tersebut dalr;;: pedornan intern BDL dibawah pimpinan 
Saudara. 

Demikian agar rnaklum, dan dapat dilaksanakan sebagairriana niestinya dan terirna kasih. 
. . .- . . . , . . .. - - 

Jakarta, 22 September 2000 
Komunikasi 

E ko t j ip to  llfoch bla'ruf Salch 
Ketua Wakil Ketua 



. . 
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA 

TIM LIKUID;?SI 

Sesuai dengan petunjuk Bank Indonesia dengan surat 140. 21 69/DPIP/IDPiP tariggal 20 Juni 
2000, pedornan ~elaksanaan Kerja Tim Likuidasi yang telah disarnpaikan kepada Bank 
Indonesia dengan surat tanggal 30 Desernber 1999 rninta agar pedornan tersebut dilengkapi 
rnenjadi lebih rinci dan aiau ditambah: rnaka dalarr, ra?at FK BDL tanggal 08 Agustus ZOO0 
telah disepakati pedornan tersebut dilengkapi/ disempurnakan khususnya pada 1 angka 2 , 
3, 3.4 , 4 dan tambahan pada ang ka Ill, sehingga rnenjadi sebagai berikut : 

BIDANG KREDIT : 

Bunga yang akan ditagiii kepada debitur, baik bunga Intra-cornptabel niaupun 
Extra-cornptable, dihitunq s/d Till. Neraca Penutupan Likuidasi. 

2. Ko~nposisi Taqihari : 

Tagihan kepada semua debitur, terdiri atas : 
a. Saldo Bunga Extra-comptable s i d  ty l  neraca penutuparl Iikuidasi. 
b. Saldo Bunga Iritra-comptable s/d tgl neraca penutupan likuidasi. 
c. Saldo Pokok Pinjariian s ld tgl neraca penutupan likuidasi. 

Atas cicilari yang telah disepakati dengan debitur, tidak lagi dikenakan buliga 
selarria lnasa cicilan. Narnun kepada debitur yang tidak mernbayar sesuai dengan 
schedule1 jadwal cicilan, posisi pirijarnari kerribali semula dan pcrjanjian 

rescheduling di batalkan. 

3. Discount/ Penqhapusan : 

Discount atau penghapusan dimungkinkan untut diberikan betdiiarkan 
. .. keputusan rnasing - masing Tim Likuidasi BGL derigan pertimbangan sbb : 

3.1 Pertiinbangan yang bersifat ekorioliiis rnerijadi penting apabila upaya 
tiukurn rnelalui jalur tiukurn akan rnernakan biaya yang lebili besar dan 
jangka v~aktu yarig panjang ditarnbai.1 adanya unsur ketidakpastian. 

3.2 Kernarnpuari dkb i tu~  atau kcadaati perusahaan debitur untuk dapat 



3.3 Pada dasarnya pernberian discount/ penghapusan untuk bunga pinjaman 
dimungkinkan. Discount/ penghapusan terhadap pokok pinjarnan harus 

' 

dilihat secara kasus demi kasus. 

3.4 Pemberian discount atas Pokok Pinjarnan terrnasud pada butir 3.3 
maksimium 25 %. B'agi debitur yang. tidak bersedia sebagaimana 
dirnaksud, agar diselesaikan nr la lu i  jalur l iuku~n ( eksekusi ) dan apabila 
masih ada saldo/ sisa pinjariiannya, ~ i iaka sisanya tetap menjadi 
kewajiban debitur dirnaksud. - . ... . .. . 

3.5 Atas kredit yang dibeikan kcpada pihak yang terkait yang turut serta 
~nsnjadi penyebab arnbruknya Bank, tidak dapat diberikan discount. 

4: Kredit Valas : 

Pe~nbayaran kredit valas harus dennan menggunakan valas yang bersangkutan 
atag Rupiah dengan kurs (r~ilai tukar) pada saat pernbayzran/ pelunasan cicilan 1 
kredit tersebut sesuai dengan surat €31 No. 1 /4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 
Novembel- 1959. 

5. Kredit Sindikasi : 

Bila terdapat kreditur Sindikasi yarlg berada dibawah pengawasan BPPI\I, 
sebaiknya dilakukan pernbicaraan segi-tiya antara BI, BPPN dan BDL ybs, guna 
rnenembus kernacetan dari proses penyelesaian. 
Bila dimungkinltan, dapat ditenipuh pendekatan bilateral langsung antara BDL 
dengan debitur. - .  . - . -- 

6. Penaqihan Kredit atau Perolehan Asset denqan meryqunakan Law Office 
atau pihak ke - 3 : 

TL dapat rnempergunaltar~ jasa Law office ( harus selektif ) atau pihak ketiga 
untuk melakukan penagiliari kredit atau perolehan asset yang tidak dapat 
ditangarii sendiri. 
Tarip success-fee yang berlaku urnum untuk la~"r,,er diluar biaya pengadilarl 
adalah setirigyi - tiriyginya 20 % dari hasil yang terlagih disarliping Latvyer-fee 
dan biaya - operasional ( out of pocltet expenses ) .  



7. Kredit vs Asset Settlement : . . 
TL dapat nlenerirna pernbayaran kredit datam beniuk bararly bergerak atau 

I 

barang tidak bergerak. Dalarii lial bararig tidak bergerak harus disertai dengan 
Surat Kuasa Untuk Menjual secara notarial--dxl pemilik h;cr;lry tidak her-gerak 
ybs. Kedua jenis barancj-tersebut harus terlkbi,h dahulu dinilai oleh penilai 

.- Independent. 

II. PENCAIRAN ASSET / JAMINAN 

1. Proses di luar Penqadilar~ : ' 

1 . I  Urituk ilierier~iukari Ilar-;a jual Asset perlu dilakukan periilaian 
(appraisal) oleh perusahaai.1 appraisal yang i~ideperident. 
Harga jual Asset harus diusai.~akan agar dapat rnencapai harga setingyi- 
tingginya, dengan patokiin l i i i r~ i~ l ia l  seriilai hargz likuidasi ( forced sale 
value ) yang tiinilai 01th i>ei.usahaan pcnilai ( herdasarkan zppraisal 
report ) .  
Apabila tlarga penawarari lebih r?ndaii dari liarga likuidasi, agar 
penjualan dapat lebih clip?r.tanggurlg jawabkan, maka diperlukarl Legal 
Opinion atau catatan dari 1'L. 

1.2 Apabila dibutuhkali, perijualan dapat'diupayakan deligan 1semakZi jasa 
perantara. Maxi~iluln fee ililtult broker adalah 3 7'. 

1.3 Peningkatan status kepernilikarl sebelurn asset tcrjual dapat dilakukan 
derni kearnarian tugas TL, untuk maria diperlukan pertimbar~gan dari segi 1 
ekonornis. 
Contoh : Bila tanah yang berstatus hak niilik, tapi lnasih llierlggunakan 

narna pernilik larva,-krnudian dibalik nama kepada TL, ur~tuk 
lnencegah gugurnya'status Hak Milik dapat dibalik nania kepada 
pribadi yang ditunjuk oleh TL derlgan dilerlgkapi Surat Kuasa 
secara Notarial kepada TL. 

2.1 Bagi pelaksa~laan eksek;lsi jarrlinan rnelalui pengadilan Iternudian 
dilelarig, dalarn ha1 ticiak terdapat penawaran atas jarnirian yang 
dieksekusi atau harya penawaran yang diajukan terlalu rendah, gulia 
~nenguntungkan -keuangan rlegara, !.aka. -hi12 diperlukan TC dapat 
nlembeli jaminan terseijut lrrelalui perorangzn arlggota TL b e y a n  
dilenc,kapi Surat Kuasa Jual sccara rlotarial dari pribadi tersebut kepada 
T L 

, 



.. - 
'>. . . 2.2 Mengajukan gugatan melalui pengadilan atas harta yang diketahui 

. merupakan milik owner dari Bank yany telah nienyebabkan kerugian bagi 
BDL. 

3. Lain L Lain : 

Pelaporan ke BI dalam Laporan Bulanan harus rnencantunikan : 
Pemberian ciiscount/ peny hapusan kredit. 
Hasil pembahasan kredit sindikasi dengar) BPPN khususnya bagi kredit 
sindikasi dengan ind-uk ( Lead Bank) yang berada dibawah BPPN. 

laltarta, 08 Agustus 2000 

TIM LIKUID?SI BAEI( - Lfi!iI( DAUJd LIKLIIDASI 

'. -- / 

1 .  Balk Harapan ~ a n t o s a  : Ekotjipto &a==- . . . . . . . . . . .  
--- 

. - 
., 2 ,  Bank Pacifik : M. bla'ruf Salell 

3. Sejahtera Bank U ~ n u ~ n  : Siswanto Djojodisastro 

4. Bank Guna lnternasional : Muclltar Suriadihardja 

5. Bank lndustri : Jusup Kartradibrata 

6. Bank Umum Majapaliit : Rijanto Sastroatniodjo 

7. Bank Dwipa : lgnasius Sutardjo , . 

8. South East Asia Bank : Zulkarnain 

9. Bank Citra : Nus Karo S . . . . . . . . . . .  

10. Bank Kosa : Santo Silaban 
I 

1 1 .  Bankk t r i a  : Ady Soenaryo 

... ., 12. Bank Pinaesaan : Tarltowi Djauhari Lintang / 

13. bank blatararn : M. Ikloenadi Qosjim 

: a H i  14. bank Anrico ... 

: Dudung Har~iidi 

16.' 6ank lndovest : Husni T. tvlukti . . . . . . . . . . .  
4 



RISALAH RAPAT TIP! KERJA BANK DALAM LlKUlDASl 
( Hasil Rapat tgl. 08 Agustus 2000 ) 

Sesuai dengan petunjuk Bznk Indonesia dengan surat No. 23 69/DPIP/IDPiP tanggal 2 0  luni  
2000, pedoman Pelaksanaan Kerja Tin1 Likuidasi yang' telah disampaikan kepada Bank 
Indonesia dengan surat tanggal 3 0  Desernber 1999 rninta agar pedornan tersebut dilengkapi 
menjadi lebih rinci dan atau ditarnbah, maka dalarn rapat FK BDL tanggal 08 Agustus 2000 
telah disepakati' pedoman tersebi t  dilengkapi] diskrnpurnakan khususnya pada I angka 2 , 
3, 3 .4 ,  4 dan tambahan paaa angka Ill, s6hinggamenjaJi sebagai - berikut : 

. - 

-. - I. -- BIDANG KREDIT I 
' , 

1. Perhitunqan Bunqa : 

Bunga yang akan ditagih kepada debitur, baik bunga Intra-cornptabel maupun 
Extra-comptable, dihitunq s/d Tq!. Ideraca Penutu~an Likuidasi. 

2. Komposisi Taqitlan : 

Tagihan kepada sernua debitur, 'ierdiri atas : 
a.. Saldo Bunga Extra-cornptable s/d tgl neraca penutupan likuidasi. 
b. --. Saldo Bunga Intra-comptable s/d tgl neraca penutupan likuidasi. 
c. Saiao Pokok Pinjarnarl s/d tgl neraca periutupan likuidasi. 

Atas cicilari yang telah disepakati dengan debitur, tidak lagi dikenakan bunga 
selama rr~asa cicilan. Nalnun Iiepada debitur yang tidak rnembayar sesuai dengan 
schedule/ jadwal cicilan, posisi pinjaman ke:nbali r;e:n:!z dl!! ~eyan j ian  
reschedulirig dibatalkan. 

.- - 
<: 

8 

3. Discount/ Penq hapusan : 

Discount atau penghapusan dilnungkinkan untuk diberikan berdasarkan 
keputusan rrlasirig - rnasir~g Tirn Likuidasl BDL denyan pertimbangan sbb : 

3.1 Pertin~barlgari yarig bersifat ekonomis nienjadi peritirlg apabila upaya 
hukurn rnelalui jalur hukurn akan nieniakari biaya yang lebih bcsar dan 
jangka waktu yang panjarig ditanibah adanyz unsur ketidakpastian. 

I 
.. . 

3.2 Keriialnpuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat 
rnernbayar kewajibannya serta status dan nilai agurian. 

1 



3.3 Pada dasarnya pemberian discount/ penghapusan untuk bunga pinjaman 
dirnungkinkan. Discount/ penghapusan terhadap pokok pinjaman harus 
clilihat secara kasus derni kasus.. 

3.4 Pemberian discount atas Pokok Pinjarnan terlnasud pada butir 3.3 
rnaltsimium 25  %. Bagi debitur l...y.ang tidak bersedia sebagairnana 

-. > 
.; dimaksud, agar diselesaikan melalui jalur h u k u i  ( eksekusi ) dan apabila 

rnasih ada saldo/ sisa pirrjarnannya; rnaka sisanya tetap menjadi 
kewajiban debit~rr dimaksud. 

3.5 Atas kredit yarlg dibei.ikzn kepada pihak yarlg ter'kait yang turut serta 
rr~enjadi penyebzb arnbru knya Bank, tidak dapat diberikan discount. 

4, Kredit Va1a.s : 

Pernbayaran kredit valas harus dengar) menggunakan valas yang bersangkutan 
atau Rupiah derigan kurs (nilai t u k ~ )  pzda saat ~>e~iibayaran/ pelunasan ciciian 
kredit tersebut sesuai dengar, surat BI 140. 1 /4/DGS/DPIP/Rahasia tanggai 2 
1\1overliber 1999. 

Bila terdapat kreditur Siridikasi yang berada dibawah pengawasan BPPN, 
sebaiknya dilakukan. periibicaraan segi-tiga-.ai;t~:2..Bl., SPP?! dar! EcDl y-bs, guna 
menembus kernacetan dari proses penyelesaian. 
Bila dimungkinkan, dapat ditempuh pendekatan bilateral larigsung antara 6DL 
dengan debitur. 

6. Penaqihan Kreuit atau Perolzhan Asset cjenqan rnenqgunnkan Law Oi f ice  
atau pihak ke - 3: 

TL dapat ~nernpergunakan jasa Law' office ( llarus selektif ) atau pihak ketiga 
untuk rnefaku karl periagihan kredit atau peroletian asset yang tidak dapat 
ditangarli sendiri. 
Tarip success-fee yang berlaku urnurn un t i~k  la:yer diluar biaya perigadilan 
adalatl setinggi - t ingi inya 20 W dari llasil yarlg tertagiti disainpirig Lawyer-fee 
dan biaya - operasional ( out o f  pocket expenses ) . 3 



:!F*>- 
;*<!:!;iz: 

. - . . . . , , ... - 
F 7. Kredit  vs Asset Settlement : -. . 

. . 
-. - 

'rL dapat lneneririla pernbayaran I~redit  dalam bentuk barang bergerak atau 
barang tidak bergerak. Dalam ha1 barang tidak bergeralc harus disertai dengan I 
Surat Kuasa Untuk Flenjual secara riotarial dari pernilik barang tidak bergerak 
ybs. Ke'dua jenis barang tersebut harus terleb,ih dahulu dinilai oleh penilai 
Independent. 

II. PENCAIRAN ASSET I JAMINAN 

1. Proses d i luar  Penqadilan : ' 

1.1 Urltuk rnsrlentultarl harga jual Asset pc:lu dilakukan perlilaiarl 
(appraisal) o!eh perusahaan appraisal yang independent. 
Harga jual Asset harus diuszhakan agar dapat niencapai harya setinggi- 
tingginya, dengan patokan minimal senilai harga liki~idasi ( forced sale 
value ) yang dinilai oleh perusanaar~ perlilai ( berdasarkan appraisal 
report ) . . . 

Apabila harga penmaran lebill fendah dari llarga likuidisi; agar 
penjualan dapat lebih dipertanggung ja~vabkan, rnaka dipeslukan Legal 
Opinion atau catatan dari TL. 

1.2 Apabila dibutuhkan, penjualan dapat diupayakan dengan rnemakai jasa 
perantara. fdaxirnum fee untuk broker adalah 3 %. 

1.3 Penirlgkatan status kepernilikan sebelurr, asset terjual dapat dilakukan 
denli kearnanarl tugas TL, untuk rnana diperlukan psrtirnbangan dari segi 
ekonornis. 
Corlton : 6ila tanah yarlg bers:c?tus hak ii.iilik, tapi rnasih rnenggunakan 

narila pemiiik lar~la, kernudian dibalik narna kepada TL, untuk 
mencegah gugirrnyi status Hak lvlilik dapat dibalik narna kepada 
pribadi yarlg ditunjuk oleh TL clengan dilengkapi Surat Kuasa 
seccira Notarial lcepada TL. 

2. Proses blelalui Penqadilan : 
1 

. . 

2.1 Bagi pslaksznaarl eksekusi jaminan rnelalui perlgadilan kernudian 
dilelang, dala~n ha1 tidak terdapat pet~awaran atas jarninan yang 
dieksekusi atau harya penamran yang d ia juk~n  terlalu rendah, guns 
menguntungka.rl ' keuaiqan negara, rr:aka bila diperlukan TL dapat 
inembeti jaminan tersebut ~iielalui perorangan ariggota TL dengan 



2.2 Mengajukan yugatan rnelalui pengadilan atas harta yang diketahui 
rnerupakan rnilik owi:er dari Bank yang telah rnenyebabkan kerugian bagi 
BDL. 

3. Lain - Lain : 

Pelaporan ke BI dalam Laporan Bulanan harus rnencantumkan : 
D Pe~nberian discount/ penghapusan kredit. 

Hasil pembahasan kredit sindikasi dengan BPPN khususnya bagi kredit 
sindikasi dengan ihduk ( Lead Bank) yang berada dibawah BPPN. 

Jakarta, 08 Agustus-POGO - - .  - - 

1-1E1 I(ERJ/I BANK DAM14 LlKUlDASl 

Kstua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

. . . . . . . . . . .  

: M. Ida'rui Saleh 
n u 

: Siswanto Djoiodisastro 
J J  

: Muchtar Suriadihardja 

Max D. Setijadi 

: Jusup Kartradibratr: 

A. Sanusi Lubis 

tiidayat Ahyar . . . . . . . . . . .  tcd. _ 
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i t  . . 
; i 

Kepada Tim Penibkresan 

PT. Bank ~ a k a r t a  (Dalarn Pemberesan) 

JI. Menteng Raya No.29 

JAKARTA 

I3erii)al : -- 13ernbayaran dana talangan Pemeri~itali kepadal~i l iak terkait 

I\/le~iunjuk sul-at Saudara [do. 129/TPBJ/IV199 tanggal 28 Apc-il 1999 peri l~al 
~ ~ e i i j e l a s a ~ ~  dzna talangan, dengan ini disz~iipail;aii Iial-ha1 sebagai berit:i11 : 

1. Dir-elsi Bank Indonesia :tidak .pernah.:rnernbe~-ikan persetujuan secara lisan 
kepada pihak rnanapun berkaitjn dengan pemb-yaran dana talangan Rupial: 
kepada nasabsli Bank Dalam t.ikuidasi (HDL) 

2.. Pembayaran dana talangan Pernerintah ~ u p ~ a n  tahap II diatur rnelalui 
; pengumunian Bank lndonesia NO. ~O/ I~/UHS/S~D bulan Maret 1998. Angka 

6 dari pengumuman tersebut antara lain rnenyalakan ba l~wa dana sirnpanan 
pihak terkait tidak dibayarkan dengan dana talangan dirnaksud. 

3. Persetujuan pembayaran sisa dana pihak ketiga nasabah PT Bank Jakarta 
(Dalam Pernberesan) oleh Direksi Bank lndonesia disarnpaikan melalui surat 

1. No. 301176lDirlUHS tanggal 12 Maret 1998. I:;i surat tersebut antara lain 
! rnenyatakan "Menunjuk perfen?uan Bapak dengan kami hari ini, de17gal7 ini a 

8 ! 
11 dapat kami sampaikan kesepafkatan sebagai bdrikut : ... 2. Dana taIanga17 

yang akan dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana ... disediakan 
oleh Pemerintah dan dibayarkan sesuai ketentuan dalaln Pengumurnan 

. Bank Indonesia No. 30/12/UHS/SkD, .ferlampir, dan bilania17a a~igka I tela/l 
... dilaksanaka17. ". 

4. Persetujuan Direksi Bank lndonesia pada angka 3 di atas secara jelas telall 
rnenunjuk pengurnurnan Bank Indonesia, sehingga berdasarkan. persetujuan 
Direksi Bank lndonesia dana talangan 'Pernerintali Rupiah tahap I1 tidak i 
c'irnaitsudkan untuk mernbayar dana nasabah p i n a ~  terkait PT Bank Jakarta 
(Dalam Pernberesan). 

5. Rerdasarkan ha1 tersebut di atas dan laporan hasil arldit investigasi Bantuan 
Likuiditas Bank lndonesia (BLBI) yang dilakukan oleh Badan Perneriksa 
Keuangan Republik lndonesia (BPK-RI) atas bank Saudara tanggal 31 Juli 
2000, rnaka pembayaran dana talangan Pemerintah Rupiah tahap II kepada 
riasabah pil-iak terkait PT Bank Jakarta (Dalam Pernberesan) merupakan 

/ 

en irn an a n .  . * 



l x ~ ~ 1 . L  I N I > O N E S I A  

. penyimpangan atas ketentuan pernbayaran yang berlaku dan tidak sesuai 
dengan perset~~juan Direksi Bank Indonesia. 

,-A;",$,:,, .,>?i ,.., ,?::, r<,,!. '*. "?:.;-': * . .,, -.. .. , 
6 .  Berkaitandengan ha1 tersebut, diharapkan Saudara %gera+rnenank?i~emba\i 

dana:::ter.sebut:i:~.ssejuml.ah ,..l.Rp... :96.?58:,8 ,jyta:, dari pihak-pihak yang telah 
n7enerirna d i n  meqgernbalikar~nya kepada Penaerintah, karena dana 
talangan rupibh.tersebut merupakan bagian dari tagilian Bank Indonesia yang 
telal7 dicessiekan kepada Pemerintah. Rencana untuk menarik dan 
mengembalikan dana tersebut agar segera disampaikan kepada kami. 

Dernikian agar maklum dan jawaban Sa'udara kami nantikan dalam v~aktu 
ya11g tidak terlalu lama. 

DEPUTI GUBERNUR SENIOR / 
(.: 

BANK I IJDONESI/I ! 
. ., 

Anwar Nasution 



No. 4 / 210 / DPIP / IPSiP Jalcarta, 22 Olctober 2002 
.---- 

Icepadn 
I I 

. ,Tim ~elllberesall PT. Baillc Jalcarta (Dalai'n Pemberesan) 

. ' '  J1. Meilteng Raya No. 29 

J A K A R T A  

. . 
Perihal : Status Staf Pendukullg Tiin Lilcuidasi ;. . 

---------_________----------------------------. 

: Berkenaan dellgall perihal tersebut diatas, bersama ini lcami sampailcan foto copy 

surat Direlctur Jenderal Penlbiilaan Hubtmgan Industrial dail Pengawasan Ketenagalcerjaan 

! - Depal-teinen ~ e n a g a  ICeija d m  Trallsinigrasi R.I. (Dirjen Biilawas - Depilalcertrans R.1;) 

n. - No. B;A17/D.PHIWNI/2002 tanggal 1 6  Juili 2002 perihal Permintilan Pegegasan 

. ' Menpenai Status ~ a x ~ a w a d  ~ t a f  Pendukung dan Tiill ,Lilcoidasi (terlampir) dan surat 

~ u l t u '  Dinas Tenaga ICerja dan Tra1smigras.i - Pemerintah ICotamadya Jalcarta Selatan 

(Sudinakertrans-Pemlcodysr Jaksel) No. 811-1.831 tanggal 5 April 2002 perihal Status 

Tiin Lilcuidasi dan Pen~bailtu Tiin Lilcuidasi Bmic Anrico (terlampir), yailg ineilurut hemat 

kami dapat diguilaltan sebagai pertin~bnllgan penyelesaiail nasalall dimdcsud. 

DIREICTOIUT FERIZINAN DAN INFORMAS1 
PERB ANIWN 

<\ 

Edi Sisyanto ---..------------.. 
Deputi Direlctur 



,ARTEMEN TENAGA KEKJA DAN TRANSlVllGKASl R.I. ;"/ DIREt<TUR J E N D E R A L  PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 
DAN PENGAWASAN K E T E N A G A K E R J A A N  

JI. Jend. Gatot Suhroto Kav. No. 51 I<otalc Pos 4872 Jakarla 12048 
-. Te lp .  52557.33 Pes. 600  - Fax. (021) 5253913 

610 
- 

Jakarta, 26 Juni 2002 

Kepada : I '  
. . 

. B. 4 1 7 / ~  .~~1\1/V1/2003. ' omor 
i fat  : Segera Yth. Gubernur Bank Indonesia 
m p i r a n  ; : 
x iha l  : Perrnintaan Penegasan D i 

Mengenai Satus Karyawan JAKARTA 
Staf Pendukunq dan Tim Likuidasi 

d , ,  L, 
2 n AU: 2032 

Mernperhatikan surat Deputi Direktur Bank'lncfonesia No. 4/265/DHK 

tanggal 17 Mei 2002 perihal lersebut pada pokolt sural dengan ini dijelaskan 

sebagai berikut 

I. Ciri khas hubungan kerja sesuai penjelasan pasal 1 UU No. 14 lahun 1969 
. .  . I 

. . .  . , 
: , .  I .  adalah bekerja di bawah, perintah orang lain dengan rnenerirna upah. 

s. a. 9 

. . . % . . . . ,  
Berkaitan dengan ha1 tersebut, dalarn penyelesaian proses likc~idasi Bank, 

. . .  
. :. , . . . T im , ~ iku idas i  mernpekerjakan Staf Pendukung dkngan mernberi perintah 

den rnembayar upah, rnzka Staf Pesdukkng terseb~t ,  rnernenahi ciri !.;has 

hubungan kerja dengan Tim Likuidasi. 

2. Pekerja ' ~ i r n  Liltuidasi (3a1ilt PLICI;I 1.1aI((?l(alnya adalali melarijulkan 
. . 

pekerjaan-pekerjaan Bank yang dilikuidasi. Dalarn ha1 ini Tim Likuidasi 

bertindak selaku kuasa dan alas narna Direksi BBKU dan BBO untuk 

melakukan pernberesan hak dali ltewajibnn Bank dimaltsud. Oleh karena 

itu ,hubungan kerja pelterja staf pendultclng adalah dengan BBKU dan 

BBO yang diwakili Tim 'Likuidasi, sehingga pelaksanaan hubungan kerja 

iunduk kepada peraluran perundang-undangan. ketenagalterjaan yafig 

berlaku. 

3. Penyelesaian proses likuidasi akan beralthir pada saat tertentu,-sehingga 

hubungan kerja Tim Likuidasi dengan Staf Pendukung dapat diadaltan 

untuk waktu tertentu, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan 

Peraturan Menleri Tenaga Kerja No. 02/Men/1993 tentang I<esepakalan 

Kerja Waktu Tertentu. 

4. Dalarn ha1 ,hubungan kerja dilakukan berdasarkan ~esepakatan Kerja 
' 

Waktu ~e r t en tu  (KK\NT) ternyala pelaksanabnya bertentangan dengan 

ketentuan dalarn rnernpekerjakan pekerja KKVVT, Inaka berdasarkan 



I .  
-1  pasal 11 Permenaker No. 02lMen11993 Kesepakatan Kerja Waklu 

I ,  

Tertentu berubah menjadi Kesepakatan Kerja Waklu Tidak Tertentu, 
,. , . 

sehingga apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan 

berakhirnya Kesepakatan Kerja Waklu Tidak Tertentu, maka pekerja yang 

bersangkutan berhak atas uang pesangon, uang penghargaan rnasa 
. . 

kerja, dan uang ganti kerugian sesuai pasal 27 Kepmenaker 
P 

No. 1501Men/2000. 

Demikian, alas pel.haliannya disampaikan lerima kasih 

1. i 
i I Menteri Tenaga Kel-ja dan Transmigrasi R.I. (sebagai lapaoran); 

i (2. Arslp. 
' 1 .  . . 

'T- a! 



. . .  ; i  
4h. Y.T. BARK JAI-TA - .  

-<-::@ .............. 
IWNTOR PUSAT 

y:- Jalan Meotesg Rrya Mo. 29 Telpoll : 3142951 . 3112952 . 3101425 . 3101426 - 3101490 .......... g 1 . 3 .  

my&7J.. ..... 
Telex : 61019 bjkpst ia - 61792 bjbdir ia. Facsimile : 3142920 

JAKARTA 10340 . . . . .  

MEMORANDUM 

Kep.ada : Koordinator Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta 
Cabang Surabaya, Yogya, Bandung dan Medan. 

. . . . . . .  

' D a r i  : Tim Pelllberesan P'T. Bank Jakarta ( BDP ) 

~er ihal  : Risalah pertemuan. '. - -- 
......................................................................................................... . . . . .  .., 

. . .  

Dengan ini disanlpaikan risalah pertemuan tanggal 1 dan 2 Pebruari 2003 di Yogyak&-ia 
............. untukdiketahui dan digunakan seperlunya. 

. . . . .  
~'enliki'an agar Saudara maklunl. . - .. , . . . . .  - 

Jakarta, 13 Pebruali 2003. . . 

Tim Pemberesan PT. Ba~ilc Jalcirta 

. . . . . .  
' . : . . ,  - Kantor Cabana : Jakarta - Sl~rahava - Rand l lnn  - Vnnvnknr ta  - M ~ d a n  



Y.'P'. BARlBi J A m T A  

{ . . :*J . . . .  
KANTOR PUSAT 

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpon : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101426 - 3101490 . 
Telex : 61 819 bjkpst ia - 6 1792 bjbdir ia, Facsimile : 3142920 . . . .  

JAKARTA 10340 
-- 

.- 
, 

............ RISALAH PERTEMUAN 
TIM PEMBEWESAN PT. BANI< JAIURTA .- , 

.... 

1. Perteniuan diadakan : 
. . 

1.1 .  Pada Hari / Tgl : Sabtu dan Minggu 
Tanggal 1 dan 2 Pebruari 2003. 

. - 
1.2. T e m p a t  : Rumah kediaman Bpk. Waldjirnin SW. . . 

1.3.  Dihadiri ole11 : Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta beserta koordinator 
. .  STP dan Anggota STP Icantor Pusat dan Kantor Cabang 

PT. Bank Jakarta ( DP ). 

1.4 .  Maksud pertemuan : Memberikan pengarahan dalam rangka berakhirnya"masa 
tugas Tim Pemberesan serta pembahasan lain-lain. 

" ... 

........... 

2. Hal - ha1 yang dibicarakan : - - ..... 

Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan antara Tim dan Koordinator Tim 
mengenai kesiapan masing - masing ICoordinator dalam mengakhiri tugasnya di 
Tim Pemberesan, yang pada umumnya masing - masing Koordinator telah. siap 
untuk mengakhiri tugas di Tim Pemberesan, narnun segala Hak.: dm 
Kewajibanliya asar diselesaikan sebagaimana lnestinya sesuai dengan ketentuan 

. . 
yang berlaku. 

Telah diberitallukan baliwa Neraca Akhir Tim Pemberesan adalah tanggal 18 
..... 

Maret 2003. 
Agar seluruh Koordinator dapat menutup Neraca pada tanggal tersebut-dan 
menyalnpaikan ke Kantor Pusat selambat-lanibatnya tanggal 20 Maret 2003. 
Walaupun neraca telah ditutup tanggal 18 Maret 2003 namun pegawai masili 
tetap liarus nielaksanakan tugasnya sampai dengan 31 Maret 2003;: karena 
masih diberikan Honor untuk bulan Maret 2003. . . . . . .  

Sesuai dengan pemberitahuan dari Pemilik Asset, HT.1 milik PT. Bank Jakarta 
( BDP ) tidak dijual sernua. ........... 

Berhubung dengan itu apabila ada masalah mengenai Asset Bank . - ..... agar 
diinfornlasilcan ke Tin1 Pernberesan di Kantor Pusat antara lain mengenai nasib 
Inventaris rumali dinas. 

. . . . . . . . . . .  . . . .  
Sementara itu mengenai mobil dinas yang tidak dipergunakan oleh Koordinator 

.J STP agar segera dijual .menurut harga pasar. Namun untuk mobil dinas yang 
dipnakan Koordinator sedang dalam pembahasan dengan ketua Tim di Kantor 
Pusat. , 

. -  2.4. Mengenai Tenaga Kerja (SDM) setelah 18 Maret 2003 sesuai dengan usulan 
, . . dari Koordinator Kantor Pusat Jakarta akan dibicarakan di Kantor Pusi t  

. .- dengan Pernilik BankKetua Tim. 
Dalam ha1 ini Koordinator Tim diminta untuk nienyampaikan usulan secara 

........ tertulis mengenai ke~nungkinan kebutuhan SDM di kantor Cabang / 

Kantor Cabang : Ja l ta~ta - Surabaya - Bandung - Yogyakarta - Medan -- 



-- 
r.T. BAR18 J A H ~ T P A  

IWN'I'OR PUSAT .. . , 
Jalan Mentcng Rayo No. 29 'Telpon : 3 14295 1 - 3 142952 - 310 1425 - 3 101426 - 3 101490 

Telex : 61819 bjkpst ia - 61 792 bjbdir ia. Facsimile : 3 142920 
JAKARTA 10340 

2- 
- 

. . .. 

Apabila telah ada ketetapan tentang SDM, maka bagi SDM yang tidak terpilih 
masih diharapkan bantuannya setelah tanggal. 31 Maret 2003, agar.. tetap 
me~nberikan informasinya apabila dibutuhkan oleh Tim. 

2.5. Mengenai Saldo Dana Pihak I<etiga (Giro, Tabuiigan dan Bunga deposito) 
terdapat usulan untuk melnperhitungkari biaya administrasi sebagai pengugng 

. .. seperti halnya pada Bank yang nlasih operasional, misalnya untuk tabungan per 
... . . .  - bulan dikenakan pada saat ini dikenakan biaya Rp.2.000,OO untuk setiap 

.. . ... . . . tabungan. Sehingga jumlah dana pihak ketiga kurang dari Rp.128.000,OO akan 
terhapus. 

... 
2.6. Saldo debitur yang pada saat berakhirnya Tim tanggal 18 Maret 2003, karena 

i, 
jundahnya relatip kecil diusulkan ditarik ke Kantor Pusat. 

. . Dalam liubungan ini mengingat penempatanlpenunjukan Tenaga ke ja  yang 
. .. 

. . .  . akan melanjutkan pekerjaan Tim belum jelas penunjukannya dari Pemilik, maka -. . 
' masalah ini akan diberikm peturjuk lebih lanjut pada waktunya. 

.-2:7. Mengenai data-data/dokumen/Arsip ada usulan untuk disentralisir di ~ G t o r  
Pusat. 
Namun demikian mengingat dokumen dan Arsip ini bertalian dengan tenaga 
kerja yang akan mengelola dan tersedianya tempat penyimpanan, illaka unti~k 

. . 
sementara masih tetap seperti sekarang. Akan tetapi ha1 ini perlu mendapat 
penegasan dari P e m i l i k s  
\ 

. - - . . . . . . 
.2.8: Terhadap ketentuan Lelang untuk asset yang masih tersisa setelah 18 Maret 

. -  . " - 2003, terdapat beberapa tanggapan antara lain bahwa : 
.. . ;_  . 

1. Hasil lelang pada ulnulnnya lebih kecil dari harga pasar atau harga taksiran 
atau lebih rendah dari jundah hutang debitur. Dalam hal ini apakah lelang 
ini dapat dilanjutkan atau dibatalkan. 

2. Persyaratarl lelang pada ulnunlnya hams lengkap, sehingga untuk asset 
yang dokunlemya kurang lengkap sulit untuk dilakukan lelang. 

. - 
.. . .. 

2.9. Debitur - debitur yang tergolong tidak dapat ditagih diusulkan agar di hapus 
. - 

dari Cadangan Penghapusan Pihutang. Mengenai hai ini diminta agar se6ap 
Koordinator menyampaikan usulan penghapusan secara tertulis ke Ka!ltor 

. . . .  
Pusat. I 

3. Pertenluan ditutup pada jam 15.00 tanggal 2 Pebruari 2003 

Mengetahui, 
Tin1 P~nbe re san  PT. Bank Jakarta 

.. .... . . 

I . .  

Drs. ~ a l d  iim'in SW. 
Anggota 

Yogyakarta, 2 Pebruari 2003 

P e n u l i s ,  



PEMERINTAH-KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
SUKU DINAS T W A G A  KERJA DAN TRANSMIGRASI 

JI. Warung Buncit Raya No. 440 Telp. : 798031 1 
JAKARTA SELATAN 12470 

I 

' Nonror : y / - / .  831 f Apri 1 2002 
Lampiran : -  
Rerihal : Status Tim Likuidasi dan , 

Pembantu Tim ~ikuidasi Ke.pada Yth. 
Bank Andrico. Sdr. Tin1 Likuidasi 

U i l n k  Anrico 
/ . J I .  bicltrwui I X  No.  10 A 

di - 
JAKARTA SI.:I.A'rt\N. 

Sehubungan dengan surat saudara N O . O ~ ~ / T L D A / I I / ~ O O ~  
tanggal 7 Pebruari 2002 pcrihal permohonan penjelasan ntos 
karyawan staf pendukung dan tim 1i.kuidasi PT. Uarik Arlr i c o  
(dalarn likuidasi) maka dapat kami jelaskan Ilal-Ira1 . scbagai 
berikut : 

1.. Ka'rcna T i m  1 ikuidqs i diangkat .bcrdasarkan Rapa t U II~UII~ 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) seiuai akra .Notaris - no.41 tahun 1997 rnaka segala hak dan kewajiban Tini Likuidasi 
te.lah diatur dalarn RUPSLB tcrsebut. 

' 2. ~ e s u a i  ketentunn pasal 8 ayat ( 1 )  dan (2) Peri~~cnakcr - 
No.Per-O2/Men/l993 Kcscpakatnn Kerja Waktu l'ertcnru yang 
didasarkon atas jnngka waktu tertentu daput diadnkan 
p a l i n g  lama 2 (dua) tahun, honya boleh dipcrpanjung s u t u  

. , kali untuk paling 1a111n dillil~li lvnktu yang sgllia dcnparl 
' ketentuan jumlah seluruhnya tidak bolcti lebih tlari 3 - 

,(tiga) tahun. 

3. Sesuqi dzigon kotentunn pasvl I 1  Permenakcr No.Psr-02/Ycn/ 
1993, Kescpakatan Kerja .Waktu ., Tcrtcntu yang tcr-riyaLu 

. 
bert cntangan dengnn kc tcntuan scbagaiiilana di~~~aksucl da la111 
pasal 2, pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, pasal 8 d a n  pasal 10 
Kesepakatan Kerja Lersebut menjndi Kesepakntan Kcrja Waktu 

, Tidak Tertentu. 



. . 1 '  . ' .  I 

.. , 4 .  A p a b i  l a  K c s e p a k a t a n  ' K e r  j a  a n t a r i l  Tin1 L i k u i d l n s i  d c n g a n  
. '  1.1 .: 

. , 
. . .  s t n f  P e n d u k u n g  T i m  L i k u i d a s i  b c r t e n t a n g a n  d c n g a n  p o i n t  2 

' , ' (  . .  
. : ,  .., . .  ( d u a )  t e r s e b u t  d i a t a s  rnaka 4 - t a t u s  k a r y a w a n  ~ i l c n j a d i  

. . .  . . , . k a r y a w a n  u n t u k  w a k t u  t i d a k  t e r t e n t u  s c s u a i  po inL 3 ( I : i g u )  .. . . . . . .  . 
. ; t e r s e b u t  d i a t a s .  

~ e m i k i a n '  kami  s a m p a i k a n  u n t u k  men j a d i  p e r h a t  i a n  
, s a u d n r a .  

1 .  

i KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

' . , Ternbusan  : 
. . 

. . .  

1 .  K e p a l e  S u d i n  N a k e r t r a n s  
. DKI J a k a r t a  
J 1 .  P r a p a t a n  No.52 

' J a k a r t a  P u s a t  

2. ' Tert i ngga l  . 


